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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 256/PMK.05/2015
TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16
ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, telah ditetapkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.05/2014
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Transaksi Khusus;

bahwa dalam pelaksanaannya terdapat perkembangan
proses bisnis transaksi khusus sehingga perlu dilakukan
penyempurnaan dan pengaturan kembali ketentuan
mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Transaksi Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.05/2014 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi
Khusus;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus;
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Mengingat

Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI
KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi
Khusus yang selanjutnya disingkat SATK adalah
serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan
untuk seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran
serta aset dan kewajiban pemerintah yang terkait dengan
fungsi khusus Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara, serta tidak tercakup dalam Sub Sistem
Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) lainnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA
untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran pada Bagian

Anggaran yang bersangkutan.
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Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB
adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk
oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa
Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi
Khusus yang selanjutnya disingkat UAKPA BUN TK
adalah wunit akuntansi yang melakukan kegiatan
akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus
pada tingkat satuan kerja di lingkup Bendahara Umum
Negara.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat UAKKPA
BUN TK adalah unit akuntansi yang menjadi koordinator
dan Dbertugas melakukan kegiatan penggabungan
laporan keuangan seluruh UAKPA BUN TK yang berada
langsung di bawahnya.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu
Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang
selanjutnya disingkat UAP BUN TK adalah unit
akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan
yang melakukan penggabungan laporan keuangan
seluruh UAKPA BUN TK/UAKKPA BUN TK.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator
Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus
yang selanjutnya disingkat UAKP BUN TK adalah unit
akuntansi pada Unit Eselon I Kementerian Keuangan
yang melakukan penggabungan laporan seluruh UAP
BUN TK.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa
Pengelola Barang Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disingkat UAKPLB BUN adalah satuan
kerja/unit akuntansi yang diberi kewenangan untuk
mengurus/menatausahakan/mengelola BMN yang dalam

penguasaan Bendahara Umum Negara Pengelola Barang.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Direktorat Jenderal Anggaran yang selanjutnya disingkat
DJA adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan
yang mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang penganggaran.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya
disebut Ditjen PBN adalah unit eselon [ pada
Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang perbendaharaan Negara.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya
disingkat DJKN adalah unit eselon I pada Kementerian
Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang
selanjutnya disingkat DJPK adalah unit eselon I pada
Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah Instansi
Eselon I pada Kementerian Keuangan yang bertugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standarisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan
dan risiko.

Badan Kebijakan Fiskal yang selanjutnya disingkat BKF
adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang
mempunyai tugas melaksanakan analisis di bidang
kebijakan fiskal.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya
disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah
pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan
dan hibah.

Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
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18.
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Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk

menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian

Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut BMN Idle

adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang

tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa adalah aset yang

dikuasai Negara berdasarkan:

a. Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor
Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa
Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/0439/1958 jo.
Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;

b. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;

c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1962 jo.
Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi
ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Nomor
52/KOTI/1964; dan

d. Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-
5/5/66.

Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya
disingkat KKKS adalah Badan usaha atau bentuk badan
usaha tetap yang diberikan wewenang untuk
melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas
bumi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak
kerja sama dengan badan pelaksana.
Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang
berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang
selanjutnya disebut BMN Yang Berasal Dari KKKS
adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh
atau dibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan
dalam kegiatan usaha hulu.

Kontraktor Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut

Kontraktor PKP2B adalah badan usaha yang melakukan

pengusahaan pertambangan batubara, baik dalam

rangka Penanaman Modal Asing (PMA) maupun

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
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22.

23.

24.

25.

26.

Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang
berasal dari Kontraktor Perjanjian Kerjasama/Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya
disebut BMN Yang Berasal Dari Kontraktor PKP2B
adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh
Kontraktor dalam rangka kegiatan pengusahaan
pertambangan batubara dan/atau barang dan peralatan
yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak
dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran perjanjian
yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan
menjadi milik Pemerintah termasuk barang kontraktor
yang pada pengakhiran perjanjian akan digunakan
untuk kepentingan umum.

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang selanjutnya
disingkat BLBI adalah fasilitas yang diberikan oleh Bank
Indonesia kepada perbankan untuk menjaga kestabilan
sistem pembayaran dan sistem perbankan, agar tidak
terganggu oleh adanya ketidakseimbangan likuiditas,
antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank.
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang selanjutnya
disebut PT PPA adalah perusahaan perseroan yang
didirikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk
melakukan pengelolaan aset negara yang berasal dari
Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang tidak
berperkara untuk dan atas nama Menteri Keuangan
berdasarkan perjanjian pengelolaan aset.

Aset Eks Kelolaan PT PPA adalah kekayaan negara yang
berasal dari kekayaan eks Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN) yang sebelumnya diserahkelolakan
kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)/PT PPA
(Persero), dan telah dikembalikan pengelolaannya kepada
Menteri Keuangan.

Aset yang Diserahkelolakan kepada PT PPA adalah
kekayaan negara yang berasal dari Badan Penyehatan
Perbankan Nasional yang tidak terkait dengan perkara,
berupa aset properti, aset saham, aset reksa dana,

dan/atau aset kredit, yang sebelumnya berdasarkan
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.06/2006
tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang berasal dari
Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT
Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dikelola oleh PT
Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Aset Eks Pertamina adalah aset-aset yang tidak turut
dijadikan Penyertaan Modal Negara dalam Neraca
Pembukaan PT. Pertamina sebagaimana ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
23/PMK.06/2008 tentang Penetapan Neraca Pembukaan
Perseroan (Persero) PT. Pertamina Per 17 September
2003, serta telah ditetapkan sebagai sebagai Barang
Milik Negara yang berasal dari Aset Eks Pertamina
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
92/KK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks
Pertamina Sebagai Barang Milik Negara.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang
dipungut oleh pemerintah.

Selisih Kurs adalah selisih yang dihasilkan dari
pelaporan jumlah unit mata uang asing yang sama
dalam mata uang pelaporan pada kurs yang berbeda.
Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan
dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
Buku Besar Kas adalah kumpulan akun-akun yang
digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat
dalam jurnal akuntansi berdasarkan basis kas.

Buku Besar Akrual adalah kumpulan akun-akun yang
digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat
dalam jurnal akuntansi berdasarkan basis akrual.
Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban
pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas

Laporan Keuangan.
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat
LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan
pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas
pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO
adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya
ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya
yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk
kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu
periode pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat
LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan
atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya
disingkat CalLK adalah laporan yang menyajikan
informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,
Neraca, Laporan Arus Kas, LO, LPE, dan Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka
pengungkapan yang memadai.

Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam
Laporan Keuangan, permintaan keterangan dan analitik
yang menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawas
Intern Pemerintah untuk memberi keyakinan terbatas
bahwa tidak ada modifikasi material yang harus
dilakukan atas Laporan Keuangan tersebut sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan sistem akuntansi

untuk transaksi khusus, antara lain:
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Belanja/Beban Pengeluaran Keperluan Hubungan
Internasional,

Belanja/Beban Dukungan Kelayakan,;

Belanja/Beban Fasilitas Penyiapan Proyek;

PNBP yang Dikelola oleh DJA;

Aset yang Berada dalam Pengelolaan DJKN;
Belanja/Beban  Pensiun, Belanja/Beban Jaminan
Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jaminan Kesehatan
Menteri dan Pejabat Tertentu (Jamkesmen),
Belanja/Beban Jaminan Kesehatan Utama
(Jamkestama), Belanja/Beban Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK), Belanja/Beban Jaminan Kematian (JKM),
Belanja/Beban Program Tunjangan Hari Tua (THT),
Belanja/Beban Pajak Pertambahan Nilai Real Time Gross
Settlement  Bank  Indonesia (PPN RTGS BI),
Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelaporan
Iuran Dana Pensiun;

Pendapatan dan  Belanja/Beban dalam  rangka
Pengelolaan Kas Negara;

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pegawai; dan
Utang PFK Pajak Rokok.

Pasal 3

Belanja/Beban Pengeluaran Keperluan Hubungan

Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf a antara lain:

a. Pengeluaran kerja sama internasional yang
mencakup pembayaran iuran keikutsertaan
pemerintah Indonesia dalam organisasi internasional
dan tidak menimbulkan hak suara di luar ketentuan
Keputusan Presiden Nomor 64 tahun 1999 tentang
Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah
Republik Indonesia Pada Organisasi-Organisasi
Internasional, yang dibiayai dari Bagian Anggaran
BUN seperti trust fund dan kontribusi;

b. Pengeluaran perjanjian internasional yang mencakup

transaksi yang timbul sebagai akibat dari perjanjian-
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(2)

(3)

(4)

(9)

-10-

perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pihak
lain di dunia internasional dan dibiayai dari Bagian
Anggaran BUN; dan
c. Pendapatan dan belanja/beban selisih kurs dan
biaya transfer atas Pengeluaran untuk keperluan
hubungan internasional.
Belanja/Beban Dukungan Kelayakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa kontribusi fiskal
dalam bentuk tunai atas sebagian biaya pembangunan
proyek yang dilaksanakan melalui skema kerja sama
pemerintah dengan badan usaha dalam rangka
penyediaan layanan infrastruktur yang terjangkau bagi
masyarakat.
Belanja/Beban Fasilitas Penyiapan Proyek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ berupa bantuan teknis
penyiapan dan transaksi proyek kerja sama pemerintah
dan swasta bagi penanggung jawab program kegiatan
untuk menghasilkan bankable business case project dan
dapat mencapai financial close.
PNBP yang dikelola oleh DJA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf d antara lain:
a. Pendapatan minyak bumi dan gas bumi;
b. Pendapatan panas bumi; dan
c. Setoran Lainnya, antara lain setoran dari otorita
asahan.
Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf e antara lain:
a. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa;
b. BMN yang berasal dari Pertambangan antara lain:
1. BMN Yang Berasal Dari KKKS; dan
2. BMN Yang Berasal Dari Kontraktor PKP2B.
c. Aset Eks Pertamina;
d. BMN Idle yang sudah diserahkan ke DJKN;
e. Aset yang timbul dari pemberian BLBI antara lain:
1. Piutang pada Bank Dalam Likuidasi (BDL);
2. Aset Eks BPPN;



(6)

(7)
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3. Aset Eks Kelolaan PT PPA; dan

4. Aset yang Diserahkelolakan kepada PT. PPA.

Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN antara lain:

1. Barang gratifikasi;

2. BMN yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian
kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia
dengan badan internasional dan/atau negara
asing;

3. BMN yang diperoleh dari pembubaran badan yang
dibentuk Kementerian/Lembaga, seperti unit
pelaksana teknis yang dibentuk oleh
Kementerian/Lembaga;

4. BMN yang diperoleh dari pembubaran badan-
badan ad hoc; atau

5. BMN yang diperoleh dari pembubaran yayasan
sebagai tindak lanjut temuan pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan.

Piutang Dalam Rangka Dana Antisipasi

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Transaksi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf f antara lain:

a.

o

a0

5o o

e

j-

Belanja/Beban Pensiun;

Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan;
Belanja/Beban Jamkesmen;

Belanja/Beban Jamkestama;

Belanja/Beban JKK;

Belanja/Beban JKM;

Belanja/Beban Program THT;

Belanja/Beban PPN RTGS BI;

Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog; dan

Pelaporan Iuran Dana Pensiun.

Pendapatan dan belanja/beban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf g antara lain:

a.

Pendapatan berupa Selisih Lebih Dalam Pengelolaan
Kelebihan/Kekurangan Kas;
Pendapatan  Selisih  Kurs  Terealisasi dalam

Pengelolaan Rekening Milik BUN;
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(8)

9)

-12-

c. Pendapatan lainnya dalam Pengelolaan Kas Negara;

d. Belanja/beban berupa Selisih Kurang dalam
Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan kas;

e. Belanja/Beban Selisih Kurs Terealisasi dalam
Pengelolaan Rekening Milik BUN; dan

f. Belanja/Beban Transaksi Pengelolaan Kas Negara.

Utang PFK Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 huruf h merupakan selisih lebih/kurang antara

penerimaan  setoran/potongan PFK Pegawai dan

pembayaran pengembalian penerimaan PFK Pegawai;

dan

Utang PFK Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf i merupakan selisih lebih/kurang antara

penerimaan setoran PFK Pajak Rokok dan pembayaran

pengembalian penerimaan PFK Pajak Rokok.

BAB II
UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

(1)

(2)

(3)

Pasal 4
SATK merupakan sub sistem dari Sistem Akuntansi
Bendahara Umum Negara (SABUN).
SATK menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri atas:
LRA;

a
b. Neraca;

c. LO;
d. LPE; dan
e. CalK.

Dalam rangka pelaksanaan SATK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dibentuk unit akuntansi yang
terdiri atas:

a. UAKPA BUN TK;

b. UAKKPA BUN TK;



(4)

(9)
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c. UAP BUN TK,; dan

d. UAKP BUN TK.

SATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan
Keuangan Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus
dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.

Sistem aplikasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) merupakan sistem aplikasi yang
mengintegrasikan seluruh proses yang terkait dengan
pengelolaan APBN dimulai dari proses penganggaran,
pelaksanaan, dan pelaporan pada BUN dan Kementerian

Negara/Lembaga.

Bagian Kedua
Tingkat UAKPA BUN TK

Pasal 5

UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan
Kerjasama Internasional dan Perjanjian Internasional
dilaksanakan oleh Unit Eselon II di BKF yang ditunjuk
oleh Kepala BKF;

UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan
Kelayakan dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJPPR
yang menangani dukungan kelayakan;

UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Fasilitas
Penyiapan Proyek dilaksanakan oleh Unit Eselon II di
DJPPR yang menangani fasilitas penyiapan proyek;
UAKPA BUN TK Pengelola PNBP Minyak Bumi dan Gas
Bumi dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJA yang
menangani pengelolaan PNBP;

UAKPA BUN TK Pengelola PNBP Panas Bumi
dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJA yang menangani
pengelolaan PNBP;

UAKPA BUN TK Pengelola Setoran Lainnya dilaksanakan
oleh Unit Eselon II di DJA yang menangani pengelolaan
PNBP;



2015, No.2054

-14-

UAKPA BUN TK Pengelola Aset Bekas Milik
Asing/Tionghoa dilaksanakan oleh Unit Eselon II di
DJKN yang menangani pengelolaan kekayaan negara;
UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS
dilaksanakan oleh Unit Eselon II di Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral yang menangani pengelolaan
BMN yang berasal dari KKKS;

UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari
Kontraktor PKP2B dilaksanakan oleh Unit Eselon II di
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang
menangani pengelolaan BMN yang berasal dari
Kontraktor PKP2B;

UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina
dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJKN yang
menangani pengelolaan kekayaan negara dipisahkan;
UAKPA BUN TK Pengelola BMN Idle yang sudah
diserahkan ke DJKN selaku Pengelola Barang,
dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJKN yang
menangani pengelolaan BMN;

UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang Timbul dari
Pemberian BLBI, dilaksanakan oleh Unit Eselon II di
DJKN yang menangani pengelolaan kekayaan negara;
UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lainnya dalam
Pengelolaan DJKN, dilaksanakan oleh Unit Eselon II di
DJKN yang menangani pengelolaan kekayaan negara;
UAKPA BUN TK Pengelola Piutang dalam rangka Dana
Antisipasi Penanganan Lumpur Sidoarjo, dilaksanakan
oleh unit kerja pada Kementerian Negara/Lembaga yang
ditunjuk selaku KPA;

UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban Pensiun,
Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan,
Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban
Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM,
Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS
BI, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan
Pelaporan Iuran Dana Pensiun dilaksanakan oleh Unit

Eselon II di Ditjen PBN yang menangani pengelolaan
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Belanja/Beban  Pensiun, Belanja/Beban Jaminan
Layanan  Kesehatan, Belanja/Beban  Jamkesmen,
Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK,
Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT,
Belanja/Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih
Harga Beras Bulog, dan Pelaporan Iuran Dana Pensiun;
UAKPA BUN TK  Pengelola Pendapatan dan
Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara
dilaksanakan oleh Unit Eselon II di Ditjen PBN yang
menangani pengelolaan kas negara;

UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai
dilaksanakan oleh Unit Eselon II di Ditjen PBN yang
menangani pengelolaan PFK Pegawai; dan

UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok
dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJPK yang
menangani pengelolaan PFK Pajak Rokok.

Pasal 6
Dalam hal UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 menatausahakan BMN, UAKPA BUN TK
dimaksud juga bertindak sebagai UAKPLB BUN.
UAKPLB BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menatausahakan BMN sesuai dengan peraturan

perundang-undangan mengenai penatausahaan BMN.

Bagian Ketiga
Tingkat UAKKPA BUN TK

Pasal 7
UAKKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) huruf b merupakan UAKKPA BUN TK Pengelola
BMN yang berasal dari Pertambangan.
UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari
Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
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UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari
Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas untuk menggabungkan Laporan Keuangan
UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS
dan UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari
Kontraktor PKP2B.

Bagian Keempat

Tingkat UAP BUN TK

Pasal 8
UAP BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. UAP BUN TK atas Pengelola Pengeluaran Keperluan

Hubungan Internasional dilaksanakan oleh BKF;

b. UAP BUN TK atas:

1. Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan;
dan

2. Pengelola Pembayaran Fasilitas Penyiapan
Proyek;

dilaksanakan oleh DJPPR;

c. UAP BUN TK atas Pengelola PNBP yang Dikelola

DJA dilaksanakan oleh DJA;

d. UAP BUN TK atas Pengelola Aset yang Berada

Dalam Pengelolaan DJKN dilaksanakan oleh DJKN;

e. UAP BUN TK atas:

1. Pengelola Belanja/Beban Pensiun,
Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan,
Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban
Jamkestama, Belanja/Beban JKK,
Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program
THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI,
Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan
Pelaporan Iuran Dana Pensiun;

2. Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban

Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara; dan
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3. Pengelola Utang PFK Pegawai;
dilaksanakan oleh Ditjen PBN; dan
f.  UAP BUN TK atas Pengelola Utang PFK Pajak Rokok
dilaksanakan oleh DJPK.
(2) UAP BUN TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas untuk menggabungkan Laporan Keuangan
seluruh UAKPA BUN TK/UAKKPA BUN TK yang berada

langsung di bawahnya.

Bagian Kelima

Tingkat UAKP BUN TK

Pasal 9
(1) UAKP BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) huruf d dilaksanakan oleh Ditjen PBN.
(2) UAKP BUN TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas untuk menggabungkan Laporan Keuangan

seluruh UAP BUN TK.

BAB III
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Tingkat UAKPA BUN TK

Pasal 10
UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
melakukan akuntansi yang meliputi proses pengakuan,
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas Transaksi

Khusus.

Pasal 11
(1) Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), UAKPA
BUN TK memproses dokumen sumber transaksi
keuangan atas penerimaan dan/atau pengeluaran

transaksi khusus.
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Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun setiap bulanan, semesteran, dan tahunan.
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disusun setelah dilakukan verifikasi data sistem aplikasi
terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN
TK.

Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UAKPA BUN TK
dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja

dan/atau dengan pihak-pihak terkait.

Pasal 12

UAKPA BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S huruf h dan huruf i menyampaikan Laporan
Keuangan kepada UAKKPA BUN TK; dan

b. UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f,
huruf g, huruf j, huruf k, huruf 1, huruf m, huruf n,
huruf o, huruf p, huruf q, dan huruf r menyampaikan
Laporan Keuangan kepada UAP BUN TK.

Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. LRA dan Neraca disampaikan setiap bulan;

b. LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK disampaikan setiap
semesteran dan tahunan.

Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jadwal

penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara

penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Bagian Kedua
Tingkat UAKKPA BUN TK

Pasal 13
Berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan oleh
UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
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ayat (2), UAKKPA BUN TK menyusun Laporan Keuangan
bulanan, semesteran, dan tahunan.
Dalam hal UAKKPA BUN TK belum menggunakan sistem

aplikasi terintegrasi, penyusunan Laporan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

manual.

Pasal 14

UAKKPA BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada
UAP BUN TK dengan ketentuan sebagai berikut:

a. LRA dan Neraca disampaikan setiap bulan;

b. LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK disampaikan setiap

semesteran dan tahunan.

Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal
penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara

penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Bagian Ketiga
Tingkat UAP BUN TK

Pasal 15

Berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan
UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (2) huruf b dan/atau UAKKPA BUN TK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, UAP BUN TK
menyusun Laporan Keuangan semesteran dan tahunan.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun setelah dilakukan verifikasi data sistem aplikasi
terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAP BUN TK.
Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UAP BUN TK dapat
melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja

dan/atau dengan pihak-pihak terkait.
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Dalam hal Laporan Keuangan yang disampaikan oleh
UAKKPA BUN TK masih disusun secara manual, UAP
BUN TK Pengelola Aset yang Berada Dalam Pengelolaan
DJKN menyusun Laporan Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Laporan Keuangan

seluruh UAKPA BUN TK yang berada di bawahnya.

Pasal 16

UAP BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada
UAKP BUN TK.

Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal
penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara

penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Bagian Keempat

Tingkat UAKP BUN TK

Pasal 17

Berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan oleh UAP

BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1),

UAKP BUN TK menyusun Laporan Keuangan semesteran dan

tahunan.

(1)

(2)

Pasal 18
UAKP BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada UA BUN.
Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal
penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara

penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.
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BAB IV
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pernyataan Tanggung Jawab

Pasal 19

Setiap unit akuntansi pada SATK membuat Pernyataan
Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan yang
disusunnya dan dilampirkan pada Laporan Keuangan
semesteran dan tahunan.

Pernyataan Tanggung Jawab yang dibuat oleh UAKPA
BUN TK, UAKKPA BUN TK, dan UAP BUN TK memuat
pernyataan bahwa penyusunan Laporan Keuangan
merupakan tanggung jawabnya, telah  disusun
berdasarkan sistem = pengendalian internal yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi secara
layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pernyataan Tanggung Jawab yang dibuat oleh UAKP
BUN TK memuat pernyataan bahwa penggabungan
Laporan Keuangan merupakan tanggung jawabnya,
sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-
masing unit dibawahnya merupakan tanggung jawab
UAKPA BUN TK dan UAP BUN TK, telah disusun
berdasarkan sistem = pengendalian internal yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi secara
layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan paragraf
penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat

dalam Laporan Keuangan.

Pasal 20
Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) untuk tingkat UAKPA BUN TK

ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:
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Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK
Pengelola Pengeluaran Kerja Sama Internasional dan
Perjanjian Internasional ditandatangani oleh Pejabat
Eselon II di BKF yang ditunjuk sebagai KPA;
Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK
Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan
ditandatangi oleh Pejabat Eselon II di DJPPR yang
ditunjuk sebagai KPA;

Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK
Pengelola Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek
ditandatangi oleh Pejabat Eselon II di DJPPR yang
ditunjuk sebagai KPA;

Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK
Pengelola PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi
ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJA yang
mengelola PNBP;

Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK
Pengelola PNBP Panas Bumi ditandatangani oleh
Pejabat Eselon II di DJA yang mengelola PNBP;
Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK
Pengelola Setoran Lainnya ditandatangani oleh
Pejabat Eselon II di DJA yang mengelola PNBP;
Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK
Pengelola Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa
ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJKN yang
menangani Pengelolaan Kekayaan Negara;

Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK
Pengelola Aset KKKS ditandatangani oleh Pejabat
Eselon II pada Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral yang menangani Pengelolaan BMN yang
berasal dari KKKS;

Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK
Pengelola Aset Kontraktor PKP2B ditandatangani oleh
Pejabat Eselon II pada Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral yang menangani Pengelolaan

BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B;
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Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK
Pengelola Aset Eks Pertamina ditandatangani oleh
Pejabat Eselon II di DJKN yang mengelola Kekayaan
Negara Dipisahkan;

Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK
Pengelola BMN Idle yang Sudah Diserahkan Ke DJKN
selaku Pengelola Barang, ditandatangani oleh Pejabat
Eselon II di DJKN yang mengelola BMN;

Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK
Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI,
ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJKN yang
menangani Pengelolaan Kekayaan Negara;

. Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK
Pengelola Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN,
ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJKN yang
menangani Pengelolaan Kekayaan Negara;

Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK
Pengelola Piutang dalam rangka Dana Antisipasi
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, ditandatangani
oleh Pejabat Eselon II di unit kerja pada Kementerian
Negara/Lembaga yang ditunjuk selaku KPA;
Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK
Pengelola Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban
Jaminan Layanan  Kesehatan, Belanja/Beban
Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama,
Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM,
Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN
RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog,
dan Pelaporan Iuran Dana Pensiun ditandatangani
oleh Pejabat Eselon II di Ditjen PBN yang ditunjuk
sebagai KPA;

Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK
Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam
Rangka Pengelolaan Kas Negara, ditandatangani oleh
Pejabat Eselon II di Ditjen PBN yang menangani

Pengelolaan Kas Negara;
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q. Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK
Pengelola Utang PFK Pegawai, ditandatangani oleh
Pejabat Eselon II di Ditjen PBN yang menangani
Pengelolaan Utang PFK Pegawai; dan

r. Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK
Pengelola Utang PFK Pajak Rokok, ditandatangani
oleh Pejabat Eselon II di DJPK yang menangani
Pengelolaan Utang PFK Pajak Rokok.

Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (1) untuk UAKKPA BUN TK

Pengelola BMN yang berasal dari Pertambangan

ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat

Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (1) untuk tingkat UAP BUN TK

ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pernyataan Tanggung Jawab UAP BUN TK Pengelola
Pengeluaran Keperluan Hubungan Internasional
ditandatangani oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal,

b. Pernyataan Tanggung Jawab UAP BUN TK Pengelola:
1. Pembayaran Dukungan Kelayakan; dan
2. Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembiayaan
dan Pengelolaan Risiko;

c. Pernyataan Tanggung Jawab UAP BUN TK Pengelola
PNBP yang Dikelola oleh DJA ditandatangani oleh
Direktur Jenderal Anggaran,;

d. Pernyataan Tanggung Jawab UAP BUN TK Pengelola
Aset yang Berada Dalam Pengelolaan DJKN
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan
Negara;

e. Pernyataan Tanggung Jawab UAP BUN TK Pengelola:
1. Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan

Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen,
Belanja/Beban  Jamkestama, Belanja/Beban
Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI,
Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan

Pelaporan Iuran Dana Pensiun;
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2. Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka
Pengelolaan Kas Negara; dan

3. Utang PFK Pegawai;
ditandatangani oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan; dan

f. Pernyataan Tanggung Jawab UAP BUN TK Pengelola
Utang PFK Pajak Rokok ditandatangani oleh Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan.

(4) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) untuk tingkat UAKP BUN TK

ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB V
MODUL SATK

Pasal 21
Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan
pada SATK dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana
tercantum dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Transaksi Khusus sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Pasal 22

(1) Dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang
disajikan dalam Laporan Keuangan, dilakukan reviu atas
laporan keuangan tingkat UAKPA BUN TK, UAKKPA BUN
TK, UAP BUN TK, dan UAKP BUN TK.

(2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai
pengawasan atas pelaksanaan anggaran bagian

anggaran Bendahara Umum Negara.
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Hasil reviu atas Laporan Keuangan tingkat UAKP BUN
TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke
dalam Pernyataan Telah Direviu.

Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat
UAKP BUN TK semesteran dan tahunan.

Reviu atas Laporan Keuangan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan

yang mengatur mengenai reviu atas laporan keuangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

SATK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat

digunakan oleh wunit akuntansi dan pelaporan untuk

menghasilkan laporan manajerial di bidang keuangan.

(1)

(2)

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan
Kelayakan dan UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran
Fasilitas Penyiapan Proyek untuk Tahun Anggaran 2015
menyampaikan Laporan Keuangan kepada UAP BUN TK
yang dilaksanakan oleh BKF.

UAP BUN TK yang dilaksanakan oleh BKF untuk Tahun
Anggaran 2015 bertugas menggabungkan Laporan
Keuangan yang disampaikan oleh UAKPA BUN TK
Pengelola Pengeluaran Kerja Sama Internasional dan
Perjanjian Internasional, UAKPA BUN TK Pengelola
Pembayaran Dukungan Kelayakan, dan UAKPA BUN TK

Pengelola Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.05/2014 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2015

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 256 /PMK.05/2015

TENTANG
SISTEM  AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

TRANSAKSI KHUSUS

MODUL
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
TRANSAKSI KHUSUS
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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan
pemerintah sebagai wujud upaya mempertanggungjawabkan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan seluruh sumber
daya yang dikuasai oleh Pemerintah sebagaimana telah diamanatkan
dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan kondisi tersebut
adalah dengan melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan
pertanggungjawaban keuangan pemerintah yvang memenuhi prinsip tepat
waktu dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) yvang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Keuangan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran II, di
mana dinyatakan bahwa entitas pelaporan dapat menerapkan Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis Kas Menuju Akrual paling
lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010, maka pada tahun
2015 pemerintah pusat menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam
pelaporannya. Dengan bergantinya basis akuntansi, maka pengaturan
atas sistem akuntansi yang ada perlu dilakukan penyesuaian, termasuk
sistem akuntansi transaksi khusus.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN])
melaksanakan kewenangan sesuai dengan yang diatur dalam UU Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berbagai fungsi seperti
pengelolaan utang, hibah, investasi, penerusan pinjaman, transfer daerah,
dan belanja lain-lain telah dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui
sistem akuntansi. Disamping berbagai fungsi tersebut, terdapat fungsi-
fungsi lain yang khusus dilaksanakan oleh BUN dan tidak dapat
dilaporkan melalui sistem akuntansi BUN yang ada. Dengan latar
belakang tersebut maka dipandang perlu untuk menyusun Peraturan
Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus vang

berbasis akrual termasuk modulnya agar dapat dijadikan pedoman bagi
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penyusun dan pengguna lsparan keuangan dalam memahami lep aran

kenangan,

B. Huang Linglup

L

Huang linglmp yang diatur dalam Madul SA-TEK mencalop:
Belanja/Behan Pengeluaran Keperluan Hubungan Internazional,
Belanja/Beban Dulmngan Kelayalan,

Belanja/Beban Fagzilitas Penyisp an FPrayel:,

PHNEF yang dikelala aleh DJA,

Azet yang berada dalam pengelalaan DJIKN,

Belanja/Behan  Penziun, Belanja/Beban  Jaminan  Layanan
Kesehatan, Belanja/Beban Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejghat
Tertentu [Jatnlesmen)], Belanja/Behan Jaminan Kesehatan Utauna
[Jatnlestama), Belanja/Beban Jaminan Kecelalman Eerja [JEE],
Belanja/Behan Jaminan Kematian [JEKM], Belanja/Behan Program
Tunjangan Hari Tua [THT], Belanja/Beban Pajal Pertambahan Nilad
Heal Time Gross Settlement Banlk Indoneszia [FFN ETGE BI,
Belanja/Beban Selizih Harga Beraz Bulag, dan Pelaparan Iuran Dana
Pengiun [IDF],

Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Fanglka Pengelolaan Kasz
HNegara,

Utang FFE Pegawai, dan

Utang FFE Pajalc Falolc

Garmb aran Umum Kedudulan SA-TK dalam SA-BUN

SA-BUN

SA-UFP SIKUBAH SA-IP 3A-FFP 2A-TD SA- BS SA-BL

SA-TIEE 2A-FEL
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Maksud

Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk untuk memahami dan
mengimplementasikan proses akuntansi  transaksi khusus berbasis
akrual secara transparan dan akurat sehingga dapat menghasilkan
laporan keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus yang transparan

dan akuntabel.

Tujuan

Adapun tujuan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus ini adalah agar
seluruh transaksi yang dikelempokkan dalam Bagian Anggaran Transaksi
Khusus dapat diakuntansikan oleh semua unit akuntansi Transaksi
Khusus sesuai dengan SAP dan SAPP yang meliputi pengakuan,

pengukuran, penyajian, dan pelaporannya.

Sistematika
Untuk memberikan kemudahan kepada stakeholders dalam
memahami sistem akuntansi transaksi khusus, maka modul ini disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN:
Meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan, dan

Sistematika.

BABII AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN PENGELUARAN
KEPERLUAN HUBUNGAN INTERNASIONAL:
Meliputi Definisi dan Latar Belakang, Alokasi Anggaran,

Akuntansi dan Pelaporan.

BABIII AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN DUKUNGAN
KELAYAKAN:

Meliputi Definisi, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB IV AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN FASILITAS
PENYTAPAN PROYEK:

Meliputi Definisi, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan.
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BAB YV

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

BAB X

BAB XI

BAB XII

-34-

AKUNTANSI TRANSAKSI PNBP YANG DIKELOLA OLEH DJA:

Meliputi Definisi, Jenis-jenis, Akuntansi dan Pelaporan.

AKUNTANSI TRANSAKSI ASET YANG BERADA DALAM
PENGELOLAAN DJKN:

Meliputi Definisi, Jenis-jenis, Akuntansi dan Pelaporan.

AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN PENSIUN,
BELANJA/BEBAN JAMKESMEN, BELANJA /BEBAN
JAMKESTAMA, BELANJA/BEBAN JKK, BELANJA/BEBAN JKM,
BELANJA/BEBAN PROGRAM THT, BELANJA/BEBAN PPN RTGS
BI, BELANJA/BEBAN SELISIH HARGA BERAS BULOG, DAN
PELAPORAN IDP:

Meliputi Definisi, Alockasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan.

AKUNTANSI TRANSAKS] PENDAPATAN DAN BELANJA/BEBAN
DALAM RANGKA PENGELOLAAN KAS NEGARA:
Meliputi  Jenis-jenis, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan

Pelaporan.

AKUNTANSI TRANSAKSI PFK PEGAWAI

Meliputi Definisi, Akuntansi dan Pelaporan.

AKUNTANSI TRANSAKSI PFK PAJAK ROKOK

Meliputi Definisi, Akuntansi dan Pelaporan.

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PENUTUP



35, 2015, No.2054

BAB1I
AKUNTANSI TRANSAKS]I BELANJA/BEBAN PENGELUARAN KEPERLUAN
HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional terdiri atas 2
(dua) macam, yaitu transaksi Pengeluaran Kerja Sama Internasional dan
transaksi Pengeluaran Perjanjian Internasional. Penjelasan dan perlakuan

akuntansi dari masing-masing pengeluaran dijelaskan sebagai berikut:

A. Definisi dan Latar Belakang Pengeluaran Keperluan Kerja Sama
Internasional

Transaksi Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional
merupakan transaksi untuk pembayaran iuran keikutsertaan pemerintah
Indonesia dalam organisasi internasional seperti Trust Fund dan
Kontribusi. Kerja Sama Internasional adalah bentuk hubungan kerja
sama suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi, budaya,
sosial, politik dan pertahanan keamanan dengan tujuan untuk memenuhi
kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Dalam
arti khusus, tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan kerja sama
internasional adalah untuk mempererat tali persahabatan, dapat
memenuhi  kebutuhan dalam negeri, memperlancar lalu lintas
ekspor/impor, dan menambah devisa.

Negara Indonesia merupakan bagian dari kemunitas internasional
vang berhubungan secara sosial dengan negara lain maupun
lembaga/organisasi internasicnal lainnya. Sebagai konsckuensi atas
jalinan hubungan tersebut apabila negara-negara anggota menyepakati
untuk melakukan iuran secara periecdik untuk kebutuhan operasional
maka Negara Indonesia harus patuh pada kesepakatan tersebut.

Pengeluaran iuran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai
kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dimana Negara Indonesia
ikut berpartisipasi namun tidak menimbulkan hak suara. Pengeluaran
yang menimbulkan hak suara/ekuitas pemerintah diatur dalam Sistem
Akuntansi Investasi Pemerintah.

Bentuk Kerja Sama Internasional terbagi 3 (tiga) macam yaitu:

1. dilihat dari letak Geografis: Regional atau Internasional;

2. dilihat dari jumlah Negara: Bilateral atau Multilateral; dan
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3. dilihat dari bidang kerjasama ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan

keamanan.

B. Definisi dan Latar Belakang Pengeluaran Perjanjian Internasional

Transaksi Pengeluaran Perjanjian Internasional adalah transaksi
vang melibatkan Pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan hukum
internasional. Pengeluaran Perjanjian Internasional sebagaimana
dimaksud mencakup transaksi yang timbul sebagai akibat dari perjanjian-
perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pihak lain di dunia
internasional yang tidak dapat dibiayai dari Bagian Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga.

Sebagai bagian dari komunitas internasional maka Pemerintah
Indonesia terikat dengan Perjanjian Internasional. Sebagai contoh adalah
Perjanjian Bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah
Amerika Serikat. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia
berkewajiban untuk membayar sejumlah iuran dalam rupiah untuk
membiayai sebagian biaya operasional USAID di Jakarta. Pembayaran
iuran tersebut selama ini dilaksanakan cleh Kementerian Keuangan c.q.

Badan Kebijakan Fiskal (BKE).

C. Alokasi Anggaran Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasicnal dan
Perjanjian Internasional

Hubungan Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional
sebagian besar terjalin melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh
Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan tugas pckok dan fungsi
masing-masing. Apabila Kementerian Negara/Lembaga  tersebut
mengharuskan adanya pengeluaran anggaran, maka pengeluaran tersebut
dibebankan ke dalam DIPA BA Kementerian Luar Negeri.

Dalam beberapa hal, pengeluaran tersebut tidak dapat dibebankan
ke dalam DIPA BA Kementerian Luar Negeri karena proses legalitas
dokumen yang belum selesai sebagaimana ketentuan Keputusan Presiden
Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Keanggotaan Indonesia dan Koentribusi
Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi-Organisasi Internasional
atau karena suatu hal yang lain. Jika hal tersebut terjadi, maka
pengeluaran yang berkaitan dengan kerja sama Pemerintah Indonesia
dengan Pemerintah/Organisasi Luar Negeri tersebut dikeluarkan melalui

BA BUN.



37 2015, No.2054

Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional dan Perjanjian
Internasional yang dilaksanakan dan dibebankan dalam BA BUN
dilaksanakan oleh BKF selaku unit organisasi di Kementerian Keuangan
vang memiliki tugas pokok dan fungsi menangani kerja sama
internasional. Kode akun yang digunakan saat ini untuk membiayai
berbagai iuran tersebut menggunakan akun belanja barang yaitu akun
Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund (Kode

Akun 521711).

Akuntansi dan Pelaporan

Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasicnal dan Perjanjian
Internasional dibebankan ke dalam BA BUN Transaksi Khusus (BA
999.99). Dalam pelaksanaan kegiatannya, Pengeluaran Keperluan Kerja
Sama Internasional dan Perjanjian Internasional dilaksanakan oleh Unit
Eselon II pada BKF yang menangani Kerja Sama Internasional. Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara membentuk UAKPA BUN TK
untuk melakukan kegiatan akuntansi yang terkait dengan kedua jenis
pengeluaran tersebut.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK
Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerja $Sama Internasiconal dan
Pengeluaran Perjanjian Internasicnal. UAKPA BUN TK bertugas untuk
mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang
sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP
BUN TK Pengelela Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional
dan Pengeluaran Dukungan Kelayakan untuk dilakukan penggabungan.
UAP BUN TK hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN
TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur

Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut:
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STRUKTUR PELAPORAN:

1.

UAKP BUN TK

UAP BUN TK BKF

r

UAKPA BUN TK Pengeluaran Keperluan
Kerja Sama Internasional dan
Perjanjian Internasional

Basis Akuntansi

Basis akuntansi vang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan transaksi Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional
dan Perjanjian Internasional adalah Basis Akrual sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71/2010 tentang
SAP). Dalam hal ini basis akrual diterapkan untuk Pendapatan-LO dan
Beban (pos-pos pada Laporan Operasional), sementara basis kas
diterapkan untuk Pendapatan-LRA, Belanja, serta Pengeluaran dan
Penerimaan Pembiayaan (pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran).
Hal ini disebabkan Penganggaran yang berbasis kas, sehingga Laporan
Realisasi Anggaran adalah berbasis Kas.

Sistem Pencatatan dengan basis akrual terdiri dari:

a. Pencatatan pada Buku Besar Akrual; dan
b. Pencatatan pada Buku Besar Kas.

Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan
pendapatan dan beban atau perubahan aset, kewajiban dan ekuitas
pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi
lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Sementara pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi

Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima
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di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui pada saat

dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan
kerja sama internasional dan perjanjian internasional merupakan
teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen atas
kegiatan kerja sama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh
Pemerintah Indonesia.

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang
dijabarkan menjadi alckasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja
terdiri dari appropriasi vang dijabarkan menjadi otorisasi kredit
anggaran (allotment).

a. Pengakuan

Anggaran Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional dan

Perjanjian Internasional diakui sebagai appropriasi pada saat

ditetapkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (UU APBN) dan pada tingkat UAKPA diakui menjadi

otorisasi kredit anggaran {allotment) pada saat diterbitkan DIPA.

b. Pengukuran
Anggaran Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional dan
Perjanjian Internasional yvang dikeluarkan dari belanja barang
untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam
APBN, sedangkan allotment diukur berdasarkan jumlah yang
terdapat dalam DIPA.

c. Jurnal
JURNAL DIPA:
Jurnal DIPA dicatat menggunakan single entry dalam Buku Besar

Kas:
Uraian Dr Cr
Allotment Belanja Barang XXXX
Estimasi Pendapatan  Bukan XXXX
Pajak yang Dialokasikan
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d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi

maupun allotment, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia

pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen

anggaran yang disahkan.

3. Akuntansi Realisasi atas Belanja/Beban, Pendapatan, Pengembalian

Belanja, Pengembalian Pendapatan, dan Utang Jangka Pendek

Lainnya

a. Pengakuan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Beban atas Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional
dan Perjanjian Internasional pada buku besar akrual diakui
pada saat munculnya surat tagihan/permintaan pembayaran
dan/atau saat timbulnya kewajiban yang telah diverifikasi.
Pendapatan-L.& pada buku besar akrual diakui pada saat
timbulnya hak dan/atau diterima di kas negara.

Belanja atas pengeluaran untuk Keperluan Kerja Sama
Internasional dan Perjanjian Internasicnal pada buku besar kas
diakui pada saat terjadi pengeluaran dari kas negara melalui
SPM/SP2D.

Pendapatan-LRA atas Pengeluaran Keperluan Kerja Sama
Internasional dan Perjanjian Internasicnal pada buku besar kas
diakui pada saat diterima di kas negara.

Pengembalian belanja yang terjadi pada periode pengeluaran
belanja dibukukan sebagai pengurang belanja/beban periode
berjalan pada buku besar kas dan buku besar akrual,
sedangkan pengembalian belanja yvang diterima setelah periode
belanja dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada buku
besar kas dan buku besar akrual.

Pengembalian  pendapatan  pada  periode  penerimaan
pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode
berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas
penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya dibukukan

sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi.
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7) Utang Jangka Pendek Lainnya atas Pengeluaran Keperluan
Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional diakui
pada saat besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber
daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban
vang ditandai dengan adanya surat tagihan yang telah

diverifikasi.

b. Pengukuran

1) Beban atas Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional
dan Perjanjian Internasional diukur berdasarkan nilai nominal
vang tertera dalam dokumen sumber pencatatan (SPP/SPM)
dan dokumen memo penvesuaian atas beban.

2) Pendapatan-LO atas Pengeluaran Keperluan Kerja Sama
Internasional dan Perjanjian Internasional diukur berdasarkan
nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan
dan/atau dokumen memo penyesuaian pendapatan.

3) Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam
dokumen sumber pengeluaran (SPM/SP2D).

4) Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera
dalam dokumen sumber penerimaan kas.

S5) Pengembalian belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang
tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.

6) Pengembalian pendapatan atas pengeluaran diukur
berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber
pengeluaran.

7) Utang Jangka Pendek Lainnya diukur berdasarkan nilai
nominal vang tertera dalam dokumen sumber pengakuan

kewajiban.

c. Jurnal
JURNAL BEBAN:
Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Beban XXX XXXX
Belanja Yang Masih  Harus XXXX
Dibayar
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Pada saat dilakukan pembayaran atas Belanja Yang Masih Harus

Dibayar
Buku Besar Akrual
Uraian Dr Cr
Belanja  Yang Masih  Harus XXXX
Dibayar
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX

JURNAL PENDAPATAN-LO:
Buku Besar Akrual:

a) Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan

Piutang:
Uraian Dr Cr
Piutang Pendapatan XXXX
Pendapatan-LO XXXX

Pada saat dilakukan setoran ke kas negara

Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXKX
Piutang Pendapatan XXXX

b) Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara:

Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan-L.O XXXX

JURNAL REALISASI BELANJA:

Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr
Belanja XXX XXXX
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Beban XXX XXXX
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX
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Buku Besar Kas:
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Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXX
Pendapatan-LRA XXXX
JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA:
1. Pengembalian BelanjaTahun Anggaran Berjalan:
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX
Beban XXX XXXX
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX
Belanja XXX XXXX
2. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu:
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan Lain-Lain XXXX
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan Lain-Lain XXXX
JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN:
Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan:
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Pendapatan XXXX
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Pendapatan XXXX

Diterima Dari Entitas Lain

XXXX
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JURNAL UTANG JANGEKA PENDEK LAINNYA

Uraian Dr Cr
Beban XXX XXXX
Belanja Yang Masih  Harus XXXX
Dibayar

JURNAL PENUTUP

Uraian Dr Cr
Surplus/Defisit LO XXXX
Beban XXX XXXX
Uraian Dr Cr
Surplus/Defisit LRA XXXX
Belanja XXX XXXX
Uraian Dr Cr
Pendapatan XXXX
Surplus/Defisit LO XXXX
Uraian Dr Cr
Pendapatan XXXX
Surplus/Defisit LRA XXXX

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi
maupun allotment, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia
pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen
anggaran yang disahkan.

Realisasi pendapatan-1.O, beban, dan penyesuaian yang
dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan
Operasional, Laporan Perubahan FEkuitas, dan Neraca dengan
besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D
untuk belanja serta SSBP yvang telah mendapatkan NTPN atau BPN
untuk pendapatan) dan dokumen penyesuaian pendapatan/beban.

Realisasi pendapatan-LRA dan belanja dalam Buku Besar Kas
disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai
dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D untuk belanja
serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN atau BPN untuk
pendapatan).
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Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA

LAPORAN OFERASIONAL

Periode vang berakhir 31 Desember 20X 1
{Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 20X1 20X0
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN XXKXX XKXKXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK XKKXKK XKKXKXK
PENDAPATAN HIBAH XKKXXX XKKXXX
Jumlah Pendapatan Operasional XAXXX );0,9,:0,0.¢
BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai KKXXXX KKXXXX
Beban Persediaan XXXXX XXXXX
Beban Jasa KKXXX HKXXX
Beban Pemeliharaan KXXKXX HKXXKXX
Beban Perjalanan Dinas XXKXXX );0.9,:0,0.¢
Beban Barang untuk Diserahkan kepada ):0.0:0.0.4 ):6.0.0.0.¢
Masyarakat

Beban Bunga XAXXX XAKXX
Beban Subsidi XXXXX HHXXX
Beban Hibah XXXXX XXXXX
Beban Bantuan Sosial HKKXXKXX HKXXKXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi ):0,0:0,0.¢ ),0,0:0,0.¢
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih XXKXXX XXKXXX
Beban Transfer XXXXX XXXXX
Beban Lain-lain XXXXX HHXXX
Jumlah Beban Operasional KKXXXX KKXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional ):0,0:0,0.4 ):0,0:0,0.4

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar XAXXX XAXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar KAXKXX HAXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nen KKXKXKX KKXKXKX
Lancar

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional ):0.9:0.0.¢ ):0.9:0.0.4
Lainnya
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ):0,0:0,0.¢ ):0,0:0,0.¢
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non XXKXK ):0.0:0.0.¢
Operasional Lainnya
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non KXKKXX :0,0:0,0.4

Operasional

POS LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa ):0,0:0,0.4 ):0,0:0,0.4
Beban Luar Biasa ,0,0.0.0.¢ HAXKXKX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa XXXXX XXXXX

SURPLUS/DEFISIT - LO XXXXX XXKXXX
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Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NE GARA

Laporan Perubahan Ekuitas

Per 31 Desember 20X 1

{Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 20X1 20X0
EKUITAS AWAL KXXX XXXX
SURPLUS/DEFISIT - L.O KXXX XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN KXXX HKKXXX
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Persediaan XXX KXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX KXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX KXX
Lain-lain XXX XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) KXXX KKXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS KXXX XXXX
EKUITAS AKHIR KXXXX XXXXX
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BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA

Per 31 Desember 20X1

{Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 31 DESEMBER
20X1 20X0
ASET |
ASET LANCAR
Kas dan Bank c.2
Kas Lainnya dan Setara Kas c.21 30003000 XXX OO X000 XXX
| | Jumlah Kas dan Bank XX XHK XXX KKK XX KHK L KHK KKK
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak c.2.2 SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Piutang Lain-Lain C.2.3 SO0, 300 KX pooBooBood
{Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C.2.4 (zoot. 3. X% (poodoodoe®osd
Piutang)
| [ Jumlah Piutang K. XO0L XL XX po B sodeodeed
Persediaan C.2.5 ho B oo Boed oed o Beodoede e
| | [ Jumlah Aset Lancar poeBoed s ool pooBoodeodeed
ASET TETAP C.2.6
Tanah XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Peralatan dan Mesin XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Gedung dan Bangunan XHKKIKX XKL poo e oot
Jalan. Irigasi. dan Jaringan poo 8 0:0. 8 60,4 XK HHH KKK
Aset Tetap Lainnya p:6:0:80:0. 8604 XK KL XKK
Konstruksi Dalam Pengerjaan XX IO XXX pooBoeh el
| | Jumlah Aset Tetap XKL XK KKK XHX pooBoobeodeed
ASET LAINNYA C.2.7
Aset Tak Berwujud XAK XKL XEK XA KAK KKK
Aset KKKS SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Aset Eks BPPN po;e B oo Bioed YOOL T XKR
Piutang Jangka Panjang XA IO XXX pooBoed el
Aset Lain-lain XK KAK XKL hoo S oo oot
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya XAK XEXXEK po o b oo oot
{Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Cc.2.8 (ot oot 2o o) (zoot. xoot. 300 1)
Lainnya)
| Jumlah Aset Lainnya KAK KEKX XK XHK bo o oo dord ool

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

| T [ [ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan

PO 0.8, 0:0.8.6.0.4

po o B oo el

Utang Jangka Panjang DN Lainnya

pe o008 6.0 4

po e oo eed

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

RO o 6.0 8.0.0 ¢

KA KK XXX

| Jumlah Utang Jangka Panjang DN

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang LN

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

EKUITAS

(ot oot 2o o)

(zoot. xoot. 300 1)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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XXX XXX XXX 0LXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX S1v7d 1oZaN wereq ueweluly | g

(oo XX} (oo o xxx} BIBSON B3Ieylog jeINg UeIen[a3uad

XXX XXX XXX XXX XXX XXX elegoN BIIeylog 1BINg UeBWLIOUI]

XXX KKK KKK 0,XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX +1v'cd (019N BIBS2N BSIRUIag JeIng | '+

XXX XXX XXX 0LXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX e 1v'7d ISeSUN NSy weldold josy uelenluad uep isesnealld | ¢

XXX KKK KKK 0XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX z1vecda eureurg UBSNIAUAJ UeI[qUIASUIJ R[] URBWILIAUL] | ¢

XXX XXX XXX 04NN XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 1'T+¢d UelULIowad SUTUasay | '

XXX XXX KKK'X 0XX XX XXX XA KKK 'X XXX XA KKK 'X 1+2d 1a3aN were(q Ueekeiqmuad ‘1
+'c'd NVVAVIHWHEd 'd

XXX XXX XXX XX % XX XX | XXXXXXXXXKX | XXX XXXXKX XX eecd (g-v) NVIVOONY (LISAU} SNIANS O

XXX XXX XXX XX 9%, XX ‘KX | XXX XXX XXX'XX XXX XXX XXX XX (Irg+14a} Nng efuepg yeume

XXX XXX XXX'X OLXX XX XXX XXX XXX'X XXX XXX XXX'X 2TTa Jeloe( 93 I9Jsuel] | '[]

XXX XXX XXX O, XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX g'1cecda ure] ure] eltrelag

XXX XXX XXX OLXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX c1lcod Sueieq elueng

XXX KKK KXK'X O,XX XX XXX XXX KXK'X XXX XXX KXK'X 1czda Jesng Jejuliatuag elreog ‘1
cecd NNg VONVTHA 'd

XXX XXX XXX XX o4 XX KX | XXX XXX XXX'XX XXX XXX XXX XX (II'v+II'V+1I'V) UeqlH uep N ueledepuad yerwmn

XXX XXX KXK'X O,XX XX XXX XXX KXXKKK | XHX XXX XXX XXK SR A TeqlH UeBILIAU] | 'II]

XXX XXX 04NN XX OO0 XXX XXX OO0 XXX XXX oz 1Td eiuure] yeled ueyng eIesoN UeBWIIDUIJ

XXX XXX XXX O,XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 1clecd wely eAeq Iaquing UeetulIauad

XXX XXX XXX'X OLXX XX XXX XXX XXX'X XXX XXX XXX'X 21 cd eled uesing eIeSoN UeRWILIOUDJ | ']

XXX XXX KXK'X O,XX XX XXX XXX KXX'X XXX XXX KXX'X 1 1'zd weyelediag ueemiIouag 1
1'cd HvdIH NVd NNd NVLVdVONHEd 'V

ISVSITVHY % ISVSITVHY NVIVDDNV
0X0¢ NVIVODNVY NNHVL 1X0¢ NVIVOONY NNHVL NVIVLVO NVIVHN

(yoidry] wnpd)

XX0Z Joquasa ¢ ueBua( redweg Jpelog Suei unyel Jnjun
NVIVDONY ISVSITVHE NVIOdVT
VAVOHEN WNWN VEVHYAINEA

V] 1BULIO O3Uuo))
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e. Pengungkapan
Informasi terkait dengan Pengeluaran Kerja Sama
Internasional dan Perjanjian Internasional diungkapkan secara

memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Dokumen Sumber
Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat dalam
transaksi Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional dan

Perjanjian Internasional terdiri atas:

a. DIPA;

b. DIPA Revisi;
c. SPM;

d. SP2D;

o

Surat Tagihan/Permintaan Pembayaran,;

f. Naskah Kerja Sama Internasional;
g. Naskah Perjanjian Internasional; dan
h. Keputusan Mahkamah Internasicnal yang berkekuatan hukum

tetap.

Selain dokumen sumber sebagaimana di atas, terdapat dockumen
sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi
khusus Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional:

a. Memo Penyesuaian;
b. Bukti Penerimaan Negara;

Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);
d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); dan/atau

e. Dokumen-dokumen lain yang terkait.

5. Pelaksanaan Verifikasi
Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan
dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan
keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil
verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN
mitra kerja dan/atau dengan pihak-pihak terkait.
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6. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan
Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi
sebagai berikut:

a. UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerjasama
Internasional dan Perjanjian Internasional dilaksanakan oleh Unit
Eselon 11 di BKF yang ditunjuk oleh Kepala BKF. kuasa Pengguna
Anggaran BUN TK wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan.

b. UAP BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Hubungan
Internasional yang dilaksanakan oleh BKF merupakan Unit
Akuntansi yang melaksanakan pengonsolidasian atas Laporan
Keuangan yang berasal dari UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran
Keperluan Kerjasama Internasional dan Perjanjian Internasional.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga
bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit
akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN
tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN TK).

7. Penyampaian Laporan Keuangan
UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerjasama

Internasional dan Perjanjian Internasional menyusun Laporan

Keuangan untuk seluruh transaksi, baik secara semesteran maupun

tahunan. Apabila dalam bulan berjalan terdapat transaksi realisasi

belanja dan pendapatan maka masing-masing UAKPA BUN TK juga
menyampaikan Laporan Keuangan secara bulanan. Laporan Keuangan
disusun berupa LRA, Neraca, LG, LPE, dan Calk.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

a. UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerjasama
Internasional dan Perjanjian Internasional menyampaikan Laporan
Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CalK
dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN
TK BKF setiap semesteran dan tahunan.

b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka
UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerjasama

Internasional dan Perjanjian Internasicnal menyampaikan laporan
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keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP
BUN TK BKF.

c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK BKF
menyusun laporan konsolidasi.

d. Laporan konsolidasi secara semesteran dan tahunan disampaikan
oleh UAP BUN TK BKF dengan dilampiri Pernyataan Tanggung
Jawab kepada UAKP BUN Transaksi Khusus.

e. Berdasarkan laporan konsclidasi dari UAP BUN TK kemudian
UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan
konsolidasian dan menvampaikan kepada UA BUN secara
semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung
Jawab dan Pernyataan 'Telah Direviu.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan

BUN.
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BAB III
AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN DUKUNGAN KELAYAKAN

Definisi

Dukungan Kelayakan adalah dukungan pemerintah berupa
kontribusi fiskal dalam bentuk tunai atas sebagian biaya pembangunan
provek yvang dilaksanakan melalui skema kerjasama Pemerintah dengan
badan usaha dalam rangka penyediaan layvanan infrastruktur yang

terjangkau bagi masyarakat.

Alokasi Anggaran

Usulan Pembayaran Dukungan Kelayakan diajukan cleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai kontribusi dalam
pembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama Pemerintah dengan
badan usaha dalam rangka penyediaan layvanan infrastruktur yang
terjangkau  bagi  masyarakat. Seluruh  pengeluaran di  atas
penganggarannya ditetapkan ke dalam Bagian Anggaran BUN. Kede akun
yvang digunakan untuk membiayai Pembayaran Dukungan Kelayakan

tersebut menggunakan akun belanja barang (Kode Akun 52XXXX).

Akuntansi dan Pelaporan

Pengeluaran Dukungan Kelayakan dibebankan ke dalam Bagian
Anggaran BUN melalui belanja barang dan pelaporannya dikonsolidasikan
ke dalam BA 999.99. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
dapat menunjuk UAKPA BUN untuk melakukan kegiatan akuntansi dan
pelaporan vang terkait dengan jenis pengeluaran ini. Untuk melaksanakan
akuntansi pembayaran Dukungan Kelayakan, unit eselon Il pada DJPPR
yvang melaksanakan kegiatan Dukungan Kelayakan ditetapkan sebagai
UAKPA BUN TK.

Pelaporan keuangan dilakukan secara berjenjang mulai dari UAKPA
BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan kepada UAP BUN TK
DJPPR selanjutnya hingga ke tingkat UAKP BUN TK. UAKPA BUN TK
bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan
dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian
disampaikan kepada UAP BUN TK DJPPR. UAP BUN TK hanya bertugas
mengonsolidasi laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak melakukan
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transaksi tersendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar
berikut:
STRUKTUR PELAPORAN:

UAKP BUN TK

UAP BUN TK DJPPR

UAKPA BUN TK Pengelola

Dukungan Kelayakan

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan transaksi dukungan kelayakan adalah Basis Akrual
sebhagaimana ditetapkan dalam Lampiran | Peraturan Pemerintah
Nomoer 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP
7172010 tentang SAP). Dalam hal ini basis akrual diterapkan untuk
Pendapatan-LLO dan Beban (pos-pos pada Laporan Operasional),
sementara basis kas diterapkan untuk Pendapatan-LRA, Belanja,
serta Pengeluaran dan Penerimaan Pembiayaan (pos-pes pada
Laporan Realisasi Anggaran). Hal ini disebabkan penganggaran yang
berbasis kas, sechingga Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas.

Sistem Pencatatan dengan basis akrual terdiri dari:

a. Pencatatan pada Buku Besar Akrual; dan
b. Pencatatan pada Buku Besar Kas.

Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laperan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan
pendapatan dan beban atau perubahan aset, kewajiban, dan ekuitas
pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi
lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
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Pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi
Anggaran menecrapkan pengakuan pendapatan pada saat kas
diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui

pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan
Pembayaran Dukungan Kelayakan merupakan teknik
pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen atas Pembayaran
Dukungan Kelayvakan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang
dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja
terdiri dari appropriasi vang dijabarkan menjadi otorisasi kredit
anggaran (allotment).

a. Pengakuan
Anggaran Pembayaran Dukungan Kelayakan diakui sebagai
appropriasi pada saat ditetapkan UU APBN dan pada tingkat
UAKPA diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment) pada

saat diterbitkan DIPA.

b. Pengukuran
Anggaran pengeluaran Pembayaran Dukungan Kelayakan vang
dikeluarkan dari belanja pemerintah untuk appropriasi diukur
berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan

allotment diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.

c. Jurnal
JURNAL DIPA:
Jurnal DIPA dicatat menggunakan single entry:

Uraian Dr Cr
Allotment Belanja Barang XXXX
Estimasi Pendapatan  Bukan XXXX
Pajak yang Dialokasikan

d. Penyajian
Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi

maupun aliotment, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia
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pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai

dokumen anggaran yvang disahkan.

3. Akuntansi Realisasi atas Belanja/Beban, Pendapatan, Pengembalian

Belanja, dan Pengembalian Pendapatan

a. Pengakuan

)

2)

3)

4)

S)

0)

Beban atas Pembayaran Dukungan Kelayakan pada buku
besar akrual diakui pada saat munculnya surat
tagihan/permintaan pembayaran dan persetujuan alokasi
anggaran danj/ataun saat timbulnya kewajiban yang telah
diverifikasi.

Pendapatan-LO atas pengeluaran untuk Pembayaran
Dukungan Kelayvakanpada buku besar akrual diakui pada
saat timbulnya hak dan/atau diterima di kas negara.

Belanja atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan
Kelayakan pada buku besar kas diakui pada saat terjadi
pengeluaran dari kas negara melalui SPM /SP2D.
Pendapatan-LRA atas pengeluaran untuk Pembayaran
Dukungan Kelayakan pada buku besar kas diakui pada saat
kas diterima di kas negara.

Pengembalian belanja yang terjadi pada periode pengeluaran
belanja dibukukan sebagai pengurang belanja/beban periode
berjalan pada buku besar kas dan buku besar akrual,
sedangkan pengembalian belanja yang diterima setelah
periode belanja dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada
buku besar kas dan buku besar akrual.

Pengembalian  pendapatan pada  periode  penerimaan
pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan
periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas
penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya dibukukan
sebagai pengurang eckuitas pada periode ditemukannya

koreksi.

b. Pengukuran

1)

Beban atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan

Kelayakan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera



2)

3)

4)

)

6)
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dalam dokumen sumber pencatatan dan/atau dokumen
memo penyesuaian atas beban.

Pendapatan-1.O atas pengeluaran untuk Pembayaran
Dukungan Kelayvakan diukur berdasarkan nilai nominal yang
tertera dalam dokumen sumber penerimaan dan/atau
dokumen memo penyesuaian pendapatan.

Belanja atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan
Kelayakan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera
dalam dokumen sumber pengeluaran.

Pendapatan-LRA atas pengeluaran untuk Pembayaran
Dukungan Kelayakan diukur berdasarkan nilai nominal yang
tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
Pengembalian belanja atas pengeluaran untuk Pembayaran
Dukungan Kelavakan diukur berdasarkan nilai nominal yvang
tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
Pengembalian  pendapatan  atas  pengeluaran untuk
Pembayaran Dukungan Kelayakan diukur berdasarkan nilai

neminal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.

Jurnal
JURNAL BEBAN:

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Beban XXX XXXX
Belanja Yang Masih  Harus XXXX
Dibayar

Pada saat dilakukan pembayaran atas Belanja Yang Masih Harus

Dibayar
Buku Besar Akrual

Uraian Dr Cr

Belanja Yang Masih  Harus XXXX
Dibayar

Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX
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JURNAL PENDAPATAN-LO:
Buku Besar Akrual:

a) Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan
Piutang:
Uraian Dr Cr
Piutang Pendapatan XXXX
Pendapatan-LO XXXX
Pada saat dilakukan setoran ke kas negara
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Piutang Pendapatan XXXX

b) Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara:

Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan-L.O XXXX
JURNAL REALISASI BELANJA:
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Belanja XXX XXXX
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Beban XXX XXXX
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX
JURNAL REALISASI PENDAPATAN:
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan-LRA XXXX
JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA:
1. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan:
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX
Beban XXX XXXX
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Buku Besar Kas:

2015, No.2054

Uraian Dr Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX
Belanja XXX XXXX
2. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu:
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan Lain-Lain XXXX
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan Lain-Lain XXXX
JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN:
Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan:
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Pendapatan XXXX
Diterima Dari Entitas Lain AXXX
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Pendapatan XXXX
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
JURNAL PENUTUP
Uraian Dr Cr
Surplus/Defisit LO XXXX
Beban XXX XXXX
Uraian Dr Cr
Surplus/Defisit LRA XXXX
Belanja XXX XXXX
Uraian Dr Cr
Pendapatan XXXX
Surplus/Defisit LO XXXX
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Uraian Dr Cr

Pendapatan XXXX

Surplus/Defisit LRA XXXX

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi
maupun allotment, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia
pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai
dokumen anggaran yang disahkan.

Realisasi pendapatan, beban, dan penyesuaian yang dicatat
dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasicnal,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan besaran sesuai
dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk
belanja serta SSBP vang telah mendapatkan NTPN atau BPN
untuk pendapatan) dan dokumen penyesuaian
pendapatan/beban.

Realisasi pendapatan dan belanja dalam Buku Besar Kas
disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran
sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK
untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN atau
BPN untuk pendapatan).
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Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA

LAPORAN OFERASIONAL

Periode vang berakhir 31 Desember 20X 1
{Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 20X1 20X0
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN XXKXX XKXKXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK XKKXKK XKKXKXK
PENDAPATAN HIBAH XKKXXX XKKXXX
Jumlah Pendapatan Operasional XAXXX );0,9,:0,0.¢
BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai KKXXXX KKXXXX
Beban Persediaan XXXXX XXXXX
Beban Jasa KKXXX HKXXX
Beban Pemeliharaan KXXKXX HKXXKXX
Beban Perjalanan Dinas XXKXXX );0.9,:0,0.¢
Beban Barang untuk Diserahkan kepada ):0.0:0.0.4 ):6.0.0.0.¢
Masyarakat

Beban Bunga XAXXX XAKXX
Beban Subsidi XXXXX HHXXX
Beban Hibah XXXXX XXXXX
Beban Bantuan Sosial HKKXXKXX HKXXKXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi ):0,0:0,0.¢ ),0,0:0,0.¢
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih XXKXXX XXKXXX
Beban Transfer XXXXX XXXXX
Beban Lain-lain XXXXX HHXXX
Jumlah Beban Operasional KKXXXX KKXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional ):0,0:0,0.4 ):0,0:0,0.4

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar XAXXX XAXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar KAXKXX HAXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nen KKXKXKX KKXKXKX
Lancar

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional ):0.9:0.0.¢ ):0.9:0.0.4
Lainnya
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ):0,0:0,0.¢ ):0,0:0,0.¢
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non XXKXK ):0.0:0.0.¢
Operasional Lainnya
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non KXKKXX :0,0:0,0.4

Operasional

POS LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa ):0,0:0,0.4 ):0,0:0,0.4
Beban Luar Biasa ,0,0.0.0.¢ HAXKXKX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa XXXXX XXXXX

SURPLUS/DEFISIT - LO XXXXX XXKXXX
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Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NE GARA

Laporan Perubahan Ekuitas

Per 31 Desember 20X 1

{Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 20X1 20X0
EKUITAS AWAL KXXX KXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO KXKXX KXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN KXXX KKXX
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX
Lain-lain XXX KXKXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) KXXXX XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS KXKX KKKK
EKUITAS AKHIR KKXXKX XKXXX
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Contoh Format Neraca
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BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA

Per 31 Desember 20X1

{Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 31 DESEMBER
20X1 20X0
ASET |
ASET LANCAR
Kas dan Bank c.2
Kas Lainnya dan Setara Kas c.21 30003000 XXX OO X000 XXX
| | Jumlah Kas dan Bank XX XHK XXX KKK XX KHK L KHK KKK
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak c.2.2 SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Piutang Lain-Lain C.2.3 SO0, 300 KX pooBooBood
{Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C.2.4 (zoot. 3. X% (poodoodoe®osd
Piutang)
| [ Jumlah Piutang K. XO0L XL XX po B sodeodeed
Persediaan C.2.5 ho B oo Boed oed o Beodoede e
| | [ Jumlah Aset Lancar poeBoed s ool pooBoodeodeed
ASET TETAP C.2.6
Tanah XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Peralatan dan Mesin XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Gedung dan Bangunan XHKKIKX XKL poo e oot
Jalan. Irigasi. dan Jaringan poo 8 0:0. 8 60,4 XK HHH KKK
Aset Tetap Lainnya p:6:0:80:0. 8604 XK KL XKK
Konstruksi Dalam Pengerjaan XX IO XXX pooBoeh el
| | Jumlah Aset Tetap XKL XK KKK XHX pooBoobeodeed
ASET LAINNYA C.2.7
Aset Tak Berwujud XAK XKL XEK XA KAK KKK
Aset KKKS SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Aset Eks BPPN po;e B oo Bioed YOOL T XKR
Piutang Jangka Panjang XA IO XXX pooBoed el
Aset Lain-lain XK KAK XKL hoo S oo oot
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya XAK XEXXEK po o b oo oot
{Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Cc.2.8 (ot oot 2o o) (zoot. xoot. 300 1)
Lainnya)
| Jumlah Aset Lainnya KAK KEKX XK XHK bo o oo dord ool

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

| T [ [ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan

PO 0.8, 0:0.8.6.0.4

po o B oo el

Utang Jangka Panjang DN Lainnya

pe o008 6.0 4

po e oo eed

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

RO o 6.0 8.0.0 ¢

KA KK XXX

| Jumlah Utang Jangka Panjang DN

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang LN

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

EKUITAS

(ot oot 2o o)

(zoot. xoot. 300 1)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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XX KXA XXX 043X XX WK KKK XXX XK XXX KKK ST+ d 11939 wereq ueweluly | g

(oo XXX Xxx} (300X XXX XXX} eIeSaN eSIellag Jelng uelenasuad

XX KXA XXX WK KKK XXX eIeSoN eSIeylad Jelng UeetilIoudd

00K KX XXX 043X XX XK KK KKK SO0 XXX KHX vI1+ed (01oN)} e1eBaN e8reylag jeing |

00K KX XXX 043X XX XK KK KKK SO0 XXX KHX cT1ved ISESLINILIISY Wwellold josy uelenfuad uep 1sesnealld | ‘¢

00K KX XXX 043X XX XK KK KKK SO0 XXX KHX olved ewre[Uld uesniauadd Uelequasuad UeIdl]) UeelIauad | ¢

00K KX XXX 043X XX XK KK KKK SO0 XXX KHX 1'T+ed Yejurauad Suruayay | I

00X KKK KKK X 043X XX WK KHK KKK 'X XK XXX KKK X 1'+2d 11939 wrere Ueeielquad T
t'cd NVVAVIAWHd "H

HXXXRXXXKXX % XX XX | XXXKXXKRXXK | XXX XXXXXK KX £Ta (d-v) NVIVDONV (LISHEJ) SNTRINS O

XXX XXX XXX XX 04 XX ‘XX | XXX'XXX'XXX'XX XXX XXX XXX XX Irg+1-g} Nng efuerag yejump

XXX XXX XXX 'X 04 XX XX XXX XXX XXX'X XX XXX XXX X ccod qeIoe( 2 Iojsuel] | I|

XXX XXX XXX 04XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX g1cecda ure] ure eluejag

XXX XXX XXX 04XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX z1ced Suereq eluepg

XXX XXX XXX 'X 04XX XX XXX XXX XXX'X XXX XXX XXX X 1'ced Jesng yejuremad elue[ag T
cca NNdg vONVIHd "d

XXX XXX XXX XX 9%, XX ‘XX | XXX XXX'XXX'XX XXX XXX XXX XK (T V+IT'V+I'V) eqiy uep NNg ueyedepuad yewn

XXX XXX XXX X 0N KX XXX XXX XXX XXX | XXX XXX XXX XXX e1cda Teqly ueellIlIauad | ‘I]I

XXX KKK XXX 0N KX XXX XXX XXX XXX XXX XXX czled eluure] yelfed uexng eledonN UgeUIIoUJ

XXX KKK XXX 0N KX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 1c1cd urery eAe(] Ioquung UeeuIiouad

XXX XXX XXX X 0N KX XXX XXX XXX'X XXX XXX XXX'X c1lcda Meleg ueyng ereBop ueewWllIoudd | [

XXX XXX XXX X 0N KX XXX XXX XXX'X XXX XXX XXX'X 1'1'gd teseledIiog ueewitouag T
1'cd HVAIH NVJ NNd NVLIVIVAONHd 'O

ISVSITVHA % ISVSITVHA NVIVDDNV
0X0C NVIVDDNVY NNHV.L 1X0C NVIVODNY NNHV.L NVLVLVD NVIVN

(yodny wnmg)

1X0Z 12quasa( g ueBua redweg Jeladg Suex unyel ynjun
NVIVOONV ISVSTIVHI NVICGdV'T
VAVOIN WNWN VIVHVANHA

V1 leulioy yoluo)d
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(@+0} 1/3 vONVTED NVA NY.LYIVANEd WNTIIHES
XXX XXX XXX'XX XXX RXXXXXRX g'cd (VIS) VATIS-NVAVODNY NVVAVIHWA (DNVINY) HIGHT VSIS "H
XXX XK XXX XX 0f XX KX | XX XXX XXX XX OO XXX XXX XX (I a+1 ) veelerquiag yepum,
(o XXX XXX 9LRX KX (o XXX XXX X)) (o oo xxxx) v Tda (019N ) 11082 TenT ueelelquiad | I
XXX XK XXX XXX XXX XXX OO XXX XXX 61T +cd ureT ure] Ueelerquiag 7 6
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e. Pengungkapan
Informasi terkait dengan Pembayaran Dukungan Kelayakan
diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

4. Dokumen Sumber
Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat dalam

transaksi pengeluaran Pembayaran Dukungan Kelayakan terdiri atas:

a. DIPA;
b. DIPA Revisi;
Surat Tagihan/SPP;
d. SPM; dan
e. SP2D.

Selain dokumen sumber sebagaimana di atas, terdapat dokumen
sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi
khusus Pembayaran Dukungan Kkelayakan, vang terdiri atas:

a. Memo Penyesuaian,;

b. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB);
c. Bukti Penerimaan Negara (BPN)

d. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);
e. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); dan/atau
f.  Dokumen-dokumen lain terkait.

5. Pelaksanaan Verifikasi
Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan
dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan
keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil
verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan kenfirmasi kepada KPPN
mitra kerja dan/atau dengan pihak-pihak terkait.

6. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan
Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi
sebagai berikut:
a. UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan
dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada DJPPR yang menangani

Pembayaran Dukungan Kelayakan.
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b. UAP BUN TK DJPPR merupakan Unit Akuntansi yang
melaksanakan pengonsolidasian atas Laporan Keuangan yang
berasal dari UAKPA BUN TK Pembayaran Dukungan Kelayakan.
Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga

bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit

akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN

tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN)].

Penyampaian Laporan Keuangan
UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan
menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi Pembayaran

Dukungan Kelayakan, baik secara semesteran maupun tahunan.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

a. UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan
menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LLRA, Neraca,
LO, LPE, dan CalLK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab
kepada UAP BUN TK DJPPR sectiap semesteran dan tahunan.

b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan,
maka UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan
Kelayakan menyampaikan laporan keuangan vang terdiri LRA dan
Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJPPR.

c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJPPR
menyusun laporan konsolidasi.

d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut secara semesteran dan
tahunan disampaikan cleh UAP BUN TK DJPPR dengan dilampiri
Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu
kepada UAKP BUN Transaksi Khusus.

e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK DJPPR
kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan
keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN
secara semesteran dan tahunandengan dilampiri Pernyataan
Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan

Keuangan BUN.
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BAB IV
AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN
FASILITAS PENYTAPAN PROYEK

A, Definisi

Fasilitas Penyiapan Proyek adalah fasilitas pendanaan untuk
bantuan teknis berupa penyiapan dan transaksi provek Kerjasama
Pemerintah Swasta (KPS) bagi Penanggung Jawab Program Kegiatan
untuk menghasilkan bankable business case project dan dapat mencapai
financial close. Salah satu contch pengeluaran Fasilitas Penyiapan Proyek
adalah penugasan Menteri Keuangan selaku BUN kepada PT Sarana Multi
Infrastruktur (SMI) untuk melaksanakan fasilitas penyiapan proyek KPS
melalui penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomeor
126 /KMK.01/2011 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur untuk Fasilitas Penyiapan Proyek
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Kereta Api Bandara Scekarno
Hatta — Manggarai dan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan KMK Nomor 228/KMK.011/2014.
Penugasan dimaksud berlaku sampai dengan Desember 2016.

Selain contoh tersebut, di masa mendatang dimungkinkan adanya
penugasan-penugasan lainnya oleh Menteri keuangan kepada PT SMI
dalam rangka fasilitas penyiapan proyek ataupun skema/bentuk lain

pengeluaran fasilitas penyiapan proyvek oleh BUN.

B. Alokasi Anggaran
Dalam rangka pelaksanaan kewajiban yang berkaitan dengan
pembayaran pengeluaran fasilitas penyiapan proyek, telah dialckasikan
anggaran dalam BA Transaksi Khusus (BA 999.99) pada DJPPR. Kode
akun yang digunakan untuk membiayai Pembayaran Fasilitas Penyiapan

Proyek tersebut menggunakan akun belanja barang (52XXXX).

C. Akuntansi dan Pelaporan
Pengeluaran Fasilitas Penyiapan Proyek dibebankan ke dalam Bagian
Anggaran BUN melalui belanja barang dan pelaporannya dikonsolidasikan

ke dalam BA 999.99. Untuk melaksanakan akuntansi pembayaran
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Fasilitas Penyiapan Proyek, unit eselon 11 pada DJPPR yang melaksanakan
kegiatan fasilitas penyiapan proyek ditetapkan sebagai UAKPA BUN TK.

Pelaporan keuangan dilakukan secara berjenjang mulai dari UAKPA
BUN TK Pengelola Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek kepada UAP
BUN TK DJPPR hingga ke tingkat UAKP BUN TK. UAKPA BUN TK bertugas
untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen
sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan
kepada UAP BUN TK DJPPR. UAP BUN TK hanya bertugas mengensolidasi
laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak melakukan transaksi tersendiri.
Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut:

STRUKTUR PELAPORAN:

UAKP BUN TK

UAP BUN TK DJPPR

UAKPA BUN TK Pengelola
Fasilitas Penyiapan Proyek

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yvang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan transaksi fasilitas penyiapan provek adalah Basis Akrual
secbagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP
7172010 tentang SAP). Dalam hal ini basis akrual diterapkan untuk
Pendapatan-L.LC dan Beban (pos-pos pada Laporan Operasional),
sementara basis kas diterapkan untuk Pendapatan-LRA, Belanja,
serta Pengeluaran dan Penerimaan Pembiayaan (pos-pos pada
Laporan Realisasi Anggaran). Hal ini disebabkan Penganggaran yang

berbasis kas, schingga Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas.
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Sistem Pencatatan dengan basis akrual terdiri dari:
a. Pencatatan pada Buku Besar Akrual; dan
b. Pencatatan pada Buku Besar Kas.

Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan
pendapatan dan beban atau perubahan aset, kewajiban dan ekuitas
pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi
lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi
Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas
diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui

pada saat dikeluarkan dari Rekening kas Umum Negara.

2.  Akuntansi Anggaran
Akuntansi anggaran dalam kegiatan vang berhubungan dengan
Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek merupakan teknik
pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen atas Pembayaran
Fasilitas Penyiapan Proyek vang dilakukan oleh Pemerintah.
Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang
dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja
terdiri dari appropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit
anggaran (allotment).
a. Pengakuan
Anggaran Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek diakui sebagai
appropriasi pada saat ditetapkan UU APBN dan pada tingkat
UAKPA diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment) pada

saat diterbitkan DIPA.

b. Pengukuran
Anggaran pengeluaran Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek
yang dikeluarkan dari belanja pemerintah untuk appropriasi
diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN,
sedangkan allotment diukur berdasarkan jumlah yang terdapat

dalam DIPA.
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c. Jurnal
JURNAL DIPA:
Jurnal DIPA dicatat menggunakan single entry:

Urajan Dr Cr
Allotment Belanja Barang XXXX
Estimasi Pendapatan Bukan XXXX
Pajak yang Dialckasikan

d. Penyajian
Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi
maupun allotment, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia
pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai

dokumen anggaran yang disahkan.

3. Akuntansi Realisasi Anggaran
a. Pengakuan

1) Beban atas Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek pada
buku besar akrual diakui pada saat verifikasi secara
substantif dan administratif atas tagihan/permintaan
pembayaran telah selesai dilakukan oleh PPK dan tertuang
dalam resume tagihan (SPP) dan/atau saat timbulnya
kewajiban yang telah diverifikasi.

2) Pendapatan-LO atas pengeluaran untuk Pembayaran Fasilitas
Penyiapan Proyek pada buku besar akrual diakui pada saat
timbulnya hak dan/atau diterima di kas negara.

3) Belanja atas pengeluaran untuk Pembayaran Fasilitas
Penyiapan Proyvek pada buku besar kas diakui pada saat
terjadi pengeluaran dari kas negara melalui SPM /SP2D.

4) Pendapatan-LRA atas pengeluaran untuk Pembayaran
Fasilitas Penyiapan Proyek pada buku besar kas diakui pada
saat kas diterima di kas negara.

9) Pengembalian belanja yang terjadi pada periode pengeluaran
belanja dibukukan sebagai pengurang belanja/beban periode
berjalan pada buku besar kas dan buku besar akrual,
sedangkan pengembalian belanja vang diterima setelah
periode belanja dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada

buku besar kas dan buku besar akrual.
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Pengembalian  pendapatan pada  periode  penerimaan
pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan
periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas
pendapatan pada periode sebelumnya dibukukan sebagai

pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi.

Pengukuran

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Beban atas pengeluaran untuk Pembayaran Fasilitas
Penyiapan Proyek diukur berdasarkan nilai nominal yang
tercantum pada resume tagihan atas hasil verifikasi tagihan.
Pendapatan-L.O atas pengeluaran untuk Pembayaran Fasilitas
Penyiapan Proyek diukur berdasarkan mnilai nominal yang
tertera dalam dokumen sumber penerimaan dan/atau
dokumen memo penyesuaian pendapatan.

Belanjaatas pengeluaran untuk Pembayaran  Fasilitas
Penyiapan Proyek diukur berdasarkan mnilai nominal yang
tertera dalam dokumen sumber pengeluaran (SPM/SP2D).
Pendapatan-LRA atas pengeluaran untuk Pembayaran
Fasilitas Penyiapan Proyek diukur berdasarkan nilai nominal
yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
Pengembalian belanja atas pengeluaran untuk Pembayaran
Fasilitas Penyiapan Proyek diukur berdasarkan nilai nominal
yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
Pengembalian pendapatan atas pengeluaran untuk
Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek diukur berdasarkan
nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber

pengeluaran.

Jurnal
JURNAL BEBAN:

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Beban XXX XXXX
Belanja Yang Masih Harus XXXX
Dibayar
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Pada saat dilakukan pembayaran atas Belanja Yang masih Harus

Dibayar
Buku Besar Akrual
Uraian Dr Cr
Belanja Yang Masih  Harus XXXX
Dibayar
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX

JURNAL PENDAPATAN-LO:

Buku Besar Akrual:

a) Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan

Piutang:

Uraian Dr Cr
Piutang Pendapatan XXXX
Pendapatan-LO XXXX

Pada saat dilakukan setoran ke kas negara

Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Piutang Pendapatan XXXX

b) Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara:

Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan-L.O XXXX
JURNAL REALISASI BELANJA:
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Belanja XXX KXXX
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Beban XXX KXXX
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX
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JURNAL REALISASI PENDAPATAN:

Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXX
Pendapatan-LRA XXXX
JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA:
1. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan:
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX
Beban XXX XXXX
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX
Belanja XXX XXXX
2. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu:
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan Lain-Lain XXXX
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan Lain-Lain XXXX
JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN:
Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan:
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Pendapatan XXXX
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Pendapatan XXXX

Diterima Dari Entitas Lain

XXXX
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JURNAL PENUTUP
Uraian Dr Cr
Surplus/Defisit LO XXXX
Beban XXX XXXX
Uraian Dr Cr
Surplus/Defisit LRA XXXX
Belanja XXX XXXX
Uraian Dr Cr
Pendapatan XXXX
Surplus/Defisit LO XXXX
Uraian Dr Cr
Pendapatan XXXX
Surplus/Defisit LRA XXXX

Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi
maupun allotment, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia
pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai
dokumen anggaran yang disahkan.

Realisasi pendapatan, beban, dan penyesuaian yang dicatat
dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasicnal,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan besaran sesuai
dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk
belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN atau BPN
untuk pendapatan) dan dokumen penyesuaian
pendapatan/beban.

Realisasi pendapatan dan belanja dalam Buku Besar Kas
disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran
sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK
untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN atau
BPN untuk pendapatan).
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Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA

LAPORAN OFERASIONAL

Periode vang berakhir 31 Desember 20X 1
{Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 20X1 20X0
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN XXKXX XKXKXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK XKKXKK XKKXKXK
PENDAPATAN HIBAH XKKXXX XKKXXX
Jumlah Pendapatan Operasional XAXXX );0,9,:0,0.¢
BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai KKXXXX KKXXXX
Beban Persediaan XXXXX XXXXX
Beban Jasa KKXXX HKXXX
Beban Pemeliharaan KXXKXX HKXXKXX
Beban Perjalanan Dinas XXKXXX );0.9,:0,0.¢
Beban Barang untuk Diserahkan kepada ):0.0:0.0.4 ):6.0.0.0.¢
Masyarakat

Beban Bunga XAXXX XAKXX
Beban Subsidi XXXXX HHXXX
Beban Hibah XXXXX XXXXX
Beban Bantuan Sosial HKKXXKXX HKXXKXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi ):0,0:0,0.¢ ),0,0:0,0.¢
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih XXKXXX XXKXXX
Beban Transfer XXXXX XXXXX
Beban Lain-lain XXXXX HHXXX
Jumlah Beban Operasional KKXXXX KKXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional ):0,0:0,0.4 ):0,0:0,0.4

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar XAXXX XAXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar KAXKXX HAXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nen KKXKXKX KKXKXKX
Lancar

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional ):0.9:0.0.¢ ):0.9:0.0.4
Lainnya
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ):0,0:0,0.¢ ):0,0:0,0.¢
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non XXKXK ):0.0:0.0.¢
Operasional Lainnya
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non KXKKXX :0,0:0,0.4

Operasional

POS LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa ):0,0:0,0.4 ):0,0:0,0.4
Beban Luar Biasa ,0,0.0.0.¢ HAXKXKX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa XXXXX XXXXX

SURPLUS/DEFISIT - LO XXXXX XXKXXX
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Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 20X 1
{Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 20X1 20X0
EKUITAS AWAL KXXX KXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO KXKXX KXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN KXXX KKXX
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX
Lain-lain XXX KXKXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) KXXXX XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS KXKX KKKK
EKUITAS AKHIR KKXXKX XKXXX
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Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA

Per 31 Desember 20X1

{Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 31 DESEMBER
20X1 20X0
ASET |
ASET LANCAR
Kas dan Bank c.2
Kas Lainnya dan Setara Kas c.21 30003000 XXX OO X000 XXX
| | Jumlah Kas dan Bank XX XHK XXX KKK XX KHK L KHK KKK
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak c.2.2 SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Piutang Lain-Lain C.2.3 SO0, 300 KX pooBooBood
{Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C.2.4 (zoot. 3. X% (poodoodoe®osd
Piutang)
| [ Jumlah Piutang K. XO0L XL XX po B sodeodeed
Persediaan C.2.5 ho B oo Boed oed o Beodoede e
| | [ Jumlah Aset Lancar poeBoed s ool pooBoodeodeed
ASET TETAP C.2.6
Tanah XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Peralatan dan Mesin XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Gedung dan Bangunan XHKKIKX XKL poo e oot
Jalan. Irigasi. dan Jaringan poo 8 0:0. 8 60,4 XK HHH KKK
Aset Tetap Lainnya p:6:0:80:0. 8604 XK KL XKK
Konstruksi Dalam Pengerjaan XX IO XXX pooBoeh el
| | Jumlah Aset Tetap XKL XK KKK XHX pooBoobeodeed
ASET LAINNYA C.2.7
Aset Tak Berwujud XAK XKL XEK XA KAK KKK
Aset KKKS SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Aset Eks BPPN po;e B oo Bioed YOOL T XKR
Piutang Jangka Panjang XA IO XXX pooBoed el
Aset Lain-lain XK KAK XKL hoo S oo oot
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya XAK XEXXEK po o b oo oot
{Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Cc.2.8 (ot oot 2o o) (zoot. xoot. 300 1)
Lainnya)
| Jumlah Aset Lainnya KAK KEKX XK XHK bo o oo dord ool

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

| T [ [ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan

PO 0.8, 0:0.8.6.0.4

po o B oo el

Utang Jangka Panjang DN Lainnya

pe o008 6.0 4

po e oo eed

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

RO o 6.0 8.0.0 ¢

KA KK XXX

| Jumlah Utang Jangka Panjang DN

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang LN

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

EKUITAS

(ot oot 2o o)

(zoot. xoot. 300 1)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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XXX XXX XXX XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX S1%Td wodoN were( uewelur | g

(oo oo xxx} oo xxx XX} BIlBZoN ESIRIog JBING UBIBN[EASUI]

XXX XXX XXX XXX XXX XXX eIedoN eZreylog jelng UBBULIDUO]

XXX XXX XXX XX XX KKK XXX XXX KKK XXX XXX vI1ved (032N} 180N BSIRUIag RIS | t

XXX XXX XXX 9 XX KX XXX XXX XXX XXX XXX XXX eI+ d IsesunNIyNnsay weidold josy uerenfuad uep sesnealld | ¢

XXX XXX XXX XX XX KKK XXX XXX KKK XXX XXX ol tvcda ueure (Ul UeSTIULJ UEB(QUIASUlJ UE[IOI) UBBWIIIAUS] | g

XXX XXX XXX 9 XX KX XXX XXX XXX XXX XXX XXX T'T+Td Jejuowad Suruasoy | ']

XXX XXKXXK'X 0LXH XK XX XXX XKK'X XX XXX XKK'X I'ved 11030 treTeq UeeARIqUIag 1
¥'cd NVVAVIHWHd

XXX XXK XXX XX % XX XX | XXX'XXXXXX'XX | XXX XXX XXX XX £Tda (€d-v) NVIVDDNY (LISIAHA)} SNTHENS D

XXX XXX XXX XX 9% XX ‘XX | XXX'XXX'XXX'XX XXX XXX XXX XX (Ig+19) NNd eluepg gepunp

XXX XXX XXX'X XX XX XXX XXX XXX'X XXX XXX XXX'X ceoeda YeIaw(q o3 IaJsuell | °[I

XXX XXX XXX XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX g'1ced ureT ureq eluepg

XXX XXX XXX XX XX KKK XXX XXX KKK XXX XXX clcecda Suereqg elueeg

XXX XXX XXX'X 9 XX KX XXX XXX 'XXX'X XXX XXX 'XXX'X 1'2cd Jesnd yejuriowad eluepg 1
c¢cda NNd VONVIHI A

XXX XXX XXX XX 9% XX ‘XX | XXX XXX'XXX'XX XXX XXX XXX XX (III'V+II'v+I'v) Ueqrg wep NNH wejedepuad yeon

XXX KKK KKK 'K 0LXH KX XXX XXX KKK XXX | XXX XXX XXX KKK e 1eda Yeqr ueewniauad | 11

XXX XXX XXX 9 XX KX XXX XXX XXX XXX XXX XXX e 1Td efuureT] yeled uwesng eresoN UeBWIIAUS]

XXX KKK XXX 0LXH KX XX XXX KKK XX XXX KKK 1cleda wely edeq IaqUING UeBIIIaU3]

XXX XXX XXX'X XX KX XK XXX XXX XK XXX XXX z1reda sefed uesng ereSoN ueewlIdud | J]

XXX KKK KKK 'K 0LXH KX XK XXX KKK 'K XK XXX XKK'X I'Teda ueseledIag ueemouag B
1'cd HVdIH NVJ NNd NVIVAVONEd 'H

ISVSITVHY % ISVSTTVHA NVIVOONV
0X0¢ NVIVODNV NNHVL 1X0C NVIVODNY NNHV.L NVILVLVD NVIVN

(yordny woo()

XX0g lequasa ¢ ueSua( redureg Jyxelag Suex unyel njun
NVIVOODNV ISVSITVIY NVIOdVT
VIVOEN WNINN VIVHYANHEA

Va1 1eULIoy YojuoD)




-80-

2015, No.2054

(Q+2} 1/3 VONVTID NVU NVLVAVANAD WTHIHAS

XXX XX XEHXXXNXXXY scd (Va3IIS) VATIS-NVIVOONV NVVAVIHWAL (DNVINM) HIGAT VSIS |
XX XXX XXX XX 9 XX ‘XX | XXX'XXX'XXX'XX XXX XXX XXX XX (I a+1°q) veekelquag e

(XXX XXX XXX 'X) 0LXX XX (XXX XXX XXX X} (XXX XXX XXX X} ot a (010N } 1a8an renT ueekerquiad | I
XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 6T ved ure] ure] ueeAeiquiag 7 ‘6
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e. Pengungkapan
Informasi terkait dengan Pembayaran Fasilitas Penyiapan
Proyek diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan

Keuangan

Dokumen Sumber
Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat dalam
transaksi pengeluaran Pembayaran Fasilitas Penyiapan Provek terdiri
atas:
DIPA;
b. DIPA Revisi;

Resume Tagihan/SPP;
d. SPM; dan
e. SP2D.

Selain dokumen sumber sebagaimana di atas, terdapat dokumen
sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi
khusus Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek, yang terdiri atas:

a. Memo Penyesuaian;

b. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB);
c. Bukti Penerimaan Negara (BPN);

d. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);
e. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); dan/atau
f.  Dokumen-dokumen lain terkait.

Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan
dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan
keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil
verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN
mitra kerja dan/atau dengan pihak-pihak terkait.

Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan
Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi

sebagai berikut:
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UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek
dilaksanakan cleh Unit Eselon 1l pada DJPPR yang menangani
Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek.

UAP BUN TK DJPPR merupakan Unit Akuntansi yang
melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang
berasal dari UAKPA BUN TK Pembayaran Fasilitas Penyiapan
Proyek.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga

bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit

akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN

tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN)].

7. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Fasilitas Penyiapan

Proyek menyvusun Laperan Keuangan untuk seluruh transaksi

pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek, baik secara semesteran

maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca,

LO,

LPE, dan Cal.K. Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan

sebagai berikut:

a.

UAKPA BUN TK Pengelola Pembayvaran Fasilitas Penyiapan Proyek
menyampaikan Laporan Keuangan yvang terdiri atas LRA, Neraca,
LO, LPE, dan CalK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung
Jawab, kepada UAP BUN TK DJPPR setiap semesteran dan
tahunan.

Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan,
maka UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Fasilitas Penyiapan
Proyek menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan
Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJPPR.

Berdasarkan lapcran keuangan di atas, UAP BUN TK DJPPR
menyusun laporan konsolidasi.

Laporan keonsolidasi tersebut secara semesteran dan tahunan
disampaikan oleh UAP BUN TK DJPPR dengan dilampiri
Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan 'Telah Direviu

kepada UAKP BUN Transaksi Khusus.

Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK DJPPR
kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan

keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN



83, 2015, No.2054

secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan

Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan
yvang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan

Keuangan BUN.



2015, No.2054 _84-

BAB V
AKUNTANSI TRANSAKS] PNBP YANG DIKELOLA OLEH
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

A.  Definisi

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) dijelaskan bahwa PNBP merupakan seluruh
penerimaan Pemerintah Pusat yang bukan berasal dari Penerimaan Pajak.
Berdasarkan struktur i-account APBN, PNBP dapat berbentuk penerimaan
dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), penerimaan bukan pajak lainnya, serta pendapatan
Badan Layanan Umum (BLU). Definisi ini memiliki ruang lingkup bahwa
pendapatan hibah diakui sebagai penerimaan tersendiri di luar
penerimaan PNBP.

Penerimaan PNBP dari sumber daya alam meliputi penerimaan dari
minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan
perikanan. Sedangkan PNBP lainnya antara lain meliputi pendapatan dari
penjualan, sewa, jasa, PNBP dari luar negeri,penerimaan kejaksaan dan
peradilan, pendidikan, pelunasan piutang, pendapatan lainnya dari
kegiatan wusaha migas, dan pendapatan anggaran lain-lain. PNBP
walaupun memiliki nilai yang relatif kecil dibandingkan dengan
penerimaan perpajakan, namun dari tahun ke tahun memiliki
kecenderungan meningkat. Mengingat seluruh PNBP merupakan bagian
dari penerimaan negara vang harus dikelola secara transparan dan
akuntabel maka seluruhnya harus disetor ke Kas Negara dan harus
melalui mekanisme APBN, kecuali untuk satuan kerja yvang berbentuk
BLU.

Ruang Lingkup yvang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini
adalah akuntansi dan pelaporan atas PNBP yang dikelola cleh Bendahara
Umum Negara c.q. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) kecuali Bagian
Laba BUMN (vang masuk ke dalam ruang lingkup Sistem Akuntansi

Investasi Pemerintah).

B. Jenis-Jenis PNBP Yang Dikelola Oleh DJA
PNBP yang diatur dalam Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah
PNBP yang dikelela oleh DJA dan tidak dilaporkan dalam Bagian
Anggaran lainnya. PNBP dimaksud meliputi:
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1. Pendapatan Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang terdiri dari:
a. Pendapatan Minyak Bumi
b. Pendapatan Gas Bumi

2. Pendapatan Panas Bumi, yang terdiri dari Pendapatan Setoran Bagian
Pemerintah Pertambangan Panas Bumi.

3. Pendapatan Setoran Lainnya, antara lain Setoran dari Otorita Asahan.

PNBP yang dikelola oleh DJA c.q. Direktorat PNBP harus dipungut,
dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengelolaan atas pendapatan migas dan pendapatan panas bumi harus
dilakukan dengan berkcordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral selaku unit pelaksana teknis kegiatan di lapangan. PNBP
yang telah dipungut atau ditagih tersebut wajib dilaporkan oleh Direktorat
PNBP. Pendapatan PNBP yang dikelola oleh DJA dilaporkan sebagai
penerimaan Bagian Anggaran Transaksi Khusus (BA 999.99).

C. Akuntansi Dan Pelaporan

Pendapatan PNPB yang dikelola oleh DJA dilaksanakan oleh unit
Eselon Il pada DJA sebagai UAKPA BUN TK. UAKPA BUN TK tersebut
melakukan kegiatan akuntansi yvang terkait dengan transaksi pendapatan
tersebut. UAKPA BUN TK menyusun laporan keuangan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan transaksi pendapatan dan
dilaporkan kepada UAP BUN TK DJA.

Pelaporan transaksi pendapatan dilakukan secara berjenjang mulai
dari UAKPA BUN TK Pengelola PNBP kepada UAP BUN TK DJA. UAKPA
BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada
berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK
kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK untuk dilakukan
penggabungan. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar

berikut:
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STRUKTUR PELAPORAN:

UAKPBUN TK
y
UAP BUN TK
DJA
UAKPA BUN TK UAKPA BUN TK UAKPA BUN TK
Pengelola PNBP Pengelola PNBP Pengelola Setoran
Minvak Bumi dan Gas Panas Bumi Lainnya

1. Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan transaksi pengelolaan PNBP adalah Basis Akrual
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP
71/2010 tentang SAP).

2. Kebijakan Akuntansi
Kebijakan akuntansi sechubungan dengan Pengakuan,
Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan transaksi pada UAKPA
BUN TK Pengelola PNBP meliputi transaksi-transaksi yang terjadi di
dalam ruang lingkup UAKPA BUN TK Pengelola PNBP Panas Bumi dan
UAKPA BUN TK Pengelola Setoran Lainnya. Transaksi Pengelola PNBP
Minyak Bumi dan Gas Bumi diatur secara terpisah di dalam peraturan
menteri keuangan tersendiri mengenai akuntansi transaksi
pendapatan minyak dan gas bumi.
Kebijakan akuntansi untuk PNBP Panas Bumi dan Setoran
Lainnya adalah sebagai berikut:
1. Akuntansi PNBP Panas Bumi
Transaksi-transaksi yang terjadi dalam lingkup PNBP Panas Bumi
antara lain pendapatan panas bumi, piutang panas bumi, beban

penyisihan piutang tidak tertagih, pengembalian pendapatan panas
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bumi. Perlakuan terhadap transaksi-transaksi tersebut adalah
sebagai berikut:
1) Pengakuan

a) Pendapatan-LO diakui pada saat selesainya perhitungan
hak pemerintah atas Bagian Pendapatan Panas Bumi. Hal
tersebut dinyatakan dalam dokumen Surat Pemintaan
Pemindahbukuan dari Dit. PNBP DJA kepada Dit. PKN
Ditjen PBN.

b) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada
Rekening Kas Umum Negara.

c) Piutang diakui pada saat perhitungan hak pemerintah atas
PNBP Panas Bumi telah diterbitkan surat permintaan
pemindahbukuan oleh Dit. PNBP DJA namun belum
dilakukan pemindahbukuan oleh Dit. PKN Ditjen PBN
dan/atau pada saat timbulnya hak yang ditandai dengan
penyesuaian.

d) Beban penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk sesuai
dengan ketentuan peratuan menteri keuangan tentang
kualitas piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih.
Beban penyisihan piutang tidak tertagih diakui pada saat
dibentuk penyisihan piutang tidak tertagih tersebut sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

e) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan
pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan
periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan
atas pendapatan pada periode sebelumnya dibukukan
sebagai pengurang eckuitas pada periode ditemukannya

koreksi.

2)  Pengukuran
a) Pendapatan-LO diukur sebesar nilai yang tercantum
dalam Surat Permintaan Pemindahbukuan dari Dit PNBP
DJA kepada Dit. PKN Ditjen PBN.
b) Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang

tertera dalam dokumen sumber penerimaan.
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c) Piutang diukur sebesar nilai surat permintaan
pemindahbukuan oleh Dit. PNBP DJA vyang belum
dilakukan pemidahbukuan oleh Dit. PKN Ditjen PBN.

d) Beban penyisihan piutang tidak tertagih diukur sebesar
nominal jumlah perhitungan penyisihan piutang tidak
tertagih berdasarkan kualitas piutangnya sesuai dengan
tarif beban penyisihan piutang tidak tertagih.

€) Pengembalian pendapatan diukur berdasarkan nilai
nominal yang tertera dalam  dokumen = sumber

pengeluaran.

Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa
appropriasi maupun allotment, disajikan sebagai alokasi dana
yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan
besaran sesuai dokumen anggaran yvang disahkan.

Realisasi pendapatan-LO, beban, dan penyesuaian yvang
dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan
besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran dan
dokumen penyesuaian pendapatan/ beban. Realisasi
pendapatan-LRA dan belanja dalam Buku Besar Kas disajikan

pada Laporan Realisasi Anggaran.

Pengungkapan

Pendapatan panas bumi, piutang panas bumi, beban
penyisihan piutang tidak tertagih, pengembalian pendapatan
panas bumi diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

2. Akuntansi atas Setoran Lainnya

Sctoran Lainnya antara lain berasal dari setoran Otorita

Asahan. Setoran Otorita Asahan adalah setoran yang diterima oleh

pemerintah pusat sebagai hasil audit oleh BPK atas Otorita Asahan

yang mengamanatkan agar Otorita Asahan menyetorkan sejumlah

uang ke kas negara.
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Atas penyetoran tersebut dilakukan proses akuntansi atas
pengakuan piutang, penyajian piutang, pengungkapan piutang,
penyisihan piutang tidak tertagih, dan pembayaran piutang
sebagai berikut:

1) Pengakuan

a) Piutang atas setoran dari Otorita Asahan diakui pada saat

hasil audit BPK diterbitkan.

b) Pelunasan/pembayaran Piutang atas setoran dari Otorita

Asahan diakui pada saat setoran diterima di rekening kas

negara.

2)  Pengukuran
a) Piutang atas setoran dari Otorita Asahan diukur sebesar
nilai nominal yang tercantum dalam dokumen hasil audit
BPK.
b) Pelunasan/pembayaran Piutang atas setoran dari Otorita
Asahan diukur sebesar nilai nominal yang terdapat di

dalam bukti setoran.

3) Penyajian

a) Piutang atas setoran dari Otorita Asahan disajikan di
Neraca sebagai piutang jangka panjang yang setiap tahun
direklasifikasi sebagai piutang jangka pendek sesuai
dengan jumlah yang disetorkan oleh Otorita Asahan pada
tahun yang bersangkutan.

b) Pelunasan/pembayaran Piutang atas setoran dari Otorita
Asahan disajikan sebagai pendapatan pada LRA dan

mengurangi nilai piutang di Neraca.

4)  Pengungkapan
Piutang  atas setoran  dari Oterita  Asahan dan
pelunasan/pembayaran Piutang atas setoran dari Otorita
Asahan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.
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3. Jurnal pelaksanaan SA-TK Pengelolaan PNBP
a. Jurnal pada saat diterima DIPA
Pelaksanaan pencatatan/penjurnalan pada SA-TK Pengelolaan
PNBP dimulai pada saat diterima DIPA untuk SA-TK Pengelolaan
PNBP. Jurnal pada DIPA dilaksanakan dengan cara single entry
dengan mencatat berapa estimasi pendapatan yang akan diterima
pada satu tahun anggaran.

Buku besar akrual

Uraian Dr Cr

Estimasi Pendapatan XXX XXXX

b. Jurnal pada saat transaksi pendapatan
Dalam mengakui pendapatan yang timbul sebagai pelaksanaan
transaksi SA-TK Pengelolaan PNBP, pendapatan yang langsung
dilakukan pemindahbukuan dicatat sebagai berikut:
1) Jurnal pada buku besar akrual

Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain KXXX
PendapatanXXxXX XXXX

2) Jurnal pada buku besar kas

Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain KXXX
Pendapatan XXX XXXX

c. Jurnal pada saat pembentukan piutang
Dalam mengakui piutang yang timbul sebagai akibat Surat
Permintaan Pemindahbukuan belum ditindaklanjuti oleh Dit. PKN,
Ditjen PBN dan dicatat sebagai berikut:

Urajan Dr Cr
Piutang Bukan Pajak XXXX
PendapatanXXX XXXX

d. Jurnal beban penyisihan piutang tidak tertagih
Dalam mengakui beban penyisihan piutang tak tertagih, beban
penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar tarif penyisihan
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kualitas dan
penyisihan piutang. Jurnal yang dibentuk pada saat pengakuan

beban penyisihan adalah sebagai berikut:
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Uraian Dr Cr
Beban Penyisihan Piutang Tak XXXX
Tertagih
Penyisihan Piutang Tak Tertagih XXXX

Jurnal pada saat pelunasan piutang

Pada saat terjadi pelunasan piutang dibentuk jurnal sebagai

berikut:

1) Jurnal pada buku besar akrual:

Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lain XXXX
Piutang XXX XXXX
2) Jurnal pada buku besar kas;
Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lain KXXX
Pendapatan XXX XXXX

Jurnal penutup Surplus/Defisit LO

Jurnal penutup surplus/defisit LO digunakan untuk menutup

akun pendapatan pada surplus L.O dengan jurnal sebagai berikut:

Uraian

Dr

Cr

Pendapatan

XXXX

Surplus LO

XXXX
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Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA

LAPORAN OFERASIONAL

Periode vang berakhir 31 Desember 20X 1
{Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 20X1 20X0
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN XXKXX XKXKXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK XKKXKK XKKXKXK
PENDAPATAN HIBAH XKKXXX XKKXXX
Jumlah Pendapatan Operasional XAXXX );0,9,:0,0.¢
BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai KKXXXX KKXXXX
Beban Persediaan XXXXX XXXXX
Beban Jasa KKXXX HKXXX
Beban Pemeliharaan KXXKXX HKXXKXX
Beban Perjalanan Dinas XXKXXX );0.9,:0,0.¢
Beban Barang untuk Diserahkan kepada ):0.0:0.0.4 ):6.0.0.0.¢
Masyarakat

Beban Bunga XAXXX XAKXX
Beban Subsidi XXXXX HHXXX
Beban Hibah XXXXX XXXXX
Beban Bantuan Sosial HKKXXKXX HKXXKXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi ):0,0:0,0.¢ ),0,0:0,0.¢
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih XXKXXX XXKXXX
Beban Transfer XXXXX XXXXX
Beban Lain-lain XXXXX HHXXX
Jumlah Beban Operasional KKXXXX KKXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional ):0,0:0,0.4 ):0,0:0,0.4

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar XAXXX XAXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar KAXKXX HAXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nen KKXKXKX KKXKXKX
Lancar

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional ):0.9:0.0.¢ ):0.9:0.0.4
Lainnya
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ):0,0:0,0.¢ ):0,0:0,0.¢
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non XXKXK ):0.0:0.0.¢
Operasional Lainnya
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non KXKKXX :0,0:0,0.4

Operasional

POS LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa ):0,0:0,0.4 ):0,0:0,0.4
Beban Luar Biasa ,0,0.0.0.¢ HAXKXKX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa XXXXX XXXXX

SURPLUS/DEFISIT - LO XXXXX XXKXXX
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Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 20X 1
{Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 20X1 20X0
EKUITAS AWAL KXXX KXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO KXKXX KXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN KXXX KKXX
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX
Lain-lain XXX KXKXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) KXXXX XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS KXKX KKKK
EKUITAS AKHIR KKXXKX XKXXX
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Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA

Per 31 Desember 20X1

{Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 31 DESEMBER
20X1 20X0
ASET |
ASET LANCAR
Kas dan Bank c.2
Kas Lainnya dan Setara Kas c.21 30003000 XXX OO X000 XXX
| | Jumlah Kas dan Bank XX XHK XXX KKK XX KHK L KHK KKK
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak c.2.2 SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Piutang Lain-Lain C.2.3 SO0, 300 KX pooBooBood
{Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C.2.4 (zoot. 3. X% (poodoodoe®osd
Piutang)
| [ Jumlah Piutang K. XO0L XL XX po B sodeodeed
Persediaan C.2.5 ho B oo Boed oed o Beodoede e
| | [ Jumlah Aset Lancar poeBoed s ool pooBoodeodeed
ASET TETAP C.2.6
Tanah XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Peralatan dan Mesin XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Gedung dan Bangunan XHKKIKX XKL poo e oot
Jalan. Irigasi. dan Jaringan poo 8 0:0. 8 60,4 XK HHH KKK
Aset Tetap Lainnya p:6:0:80:0. 8604 XK KL XKK
Konstruksi Dalam Pengerjaan XX IO XXX pooBoeh el
| | Jumlah Aset Tetap XKL XK KKK XHX pooBoobeodeed
ASET LAINNYA C.2.7
Aset Tak Berwujud XAK XKL XEK XA KAK KKK
Aset KKKS SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Aset Eks BPPN po;e B oo Bioed YOOL T XKR
Piutang Jangka Panjang XA IO XXX pooBoed el
Aset Lain-lain XK KAK XKL hoo S oo oot
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya XAK XEXXEK po o b oo oot
{Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Cc.2.8 (ot oot 2o o) (zoot. xoot. 300 1)
Lainnya)
| Jumlah Aset Lainnya KAK KEKX XK XHK bo o oo dord ool

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

| T [ [ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan

PO 0.8, 0:0.8.6.0.4

po o B oo el

Utang Jangka Panjang DN Lainnya

pe o008 6.0 4

po e oo eed

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

RO o 6.0 8.0.0 ¢

KA KK XXX

| Jumlah Utang Jangka Panjang DN

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang LN

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

EKUITAS

(ot oot 2o o)

(zoot. xoot. 300 1)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yvang digunakan untuk proses akuntansi
dalam transaksi khusus PNBP yvang dikelola oleh DJA terdiri atas:
a. Memeo Penyesuaian;

b. Bukti Penerimaan Negara (BPN); dan
c. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

Selain dokumen sumber sebagaimana di atas, terdapat dockumen
sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi
khusus PNBP yang dikelola oleh DJA, vang terdiri atas:

a. DIPA;
b. DIPA Revisi; atau

c. Dokumen-dokumen lain terkait.

Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan
dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan
keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil
verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN
mitra kerja dan/atau dengan pihak-pihak terkait.

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Dalam rangka mengelola PNBP yang diperoleh dari minyak bumi,
gas bumi, panas bumi, dan setoran lainnya dibentuk unit akuntansi
dan pelaporan pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagai berikut:

a. UAKPA BUN TK Pengelola PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi;
b. UAKPA BUN TK Pengelola PNBP Panas Bumi;
c. UAKPA BUN TK Pengelola Setoran Lainnya.

UAKPA BUN TK untuk transaksi PNBP Minyak Bumi dan Gas
Bumi, Transaksi PNBP Panas Bumi, dan transaksi PNBP Setoran
Lainnya dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJA yang mengelola PNBP
sebagai entitas akuntansi. UAKPA BUN TK wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada
entitas pelaporan yaitu UAP BUN TK Pengelcla PNBP.

UAKPA BUN TK memproses dokumen sumber transaksi keuangan
atas penerimaan dan pengeluaran transaksi khusus dalam rangka

menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN TK.
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Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai seluruh UAKPA
BUN TK untuk kemudian dikonsclidasikan pada UAP BUN TK
Pengelola PNBP. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh
transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah.
Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP
BUN TK DJA untuk dilakukan penggabungan. UAP BUN TK Pengelola
PNBP hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK
dan tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi sendiri. Laporan
Keuangan dari UAP BUN TK Pengelola PNBP kemudian disampaikan
kepada UAKP BUN TK untuk dilakukan penggabungan.

7. Pelaporan SA-TK Transaksi Pengelolaan PNBP
SA-TK Transaksi Pengelolaan PNBFP menghasilkan laporan yvang
terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE, dan CalK. Laporan-Laporan
tersebut disampaikan secara berjenjang mulai dari UAKPA BUN TK
kepada UAPBUN TK dengan mekanisme penyampaian sebagaimana
berikut :

a. Masing-masing UAKPA BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan
yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK dengan dilampiri
Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJA setiap
semesteran dan tahunan.

b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka
UAKPA BUN TK menyvampaikan laporan keuangan vang terdiri LRA
dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJA.

c¢. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJA
menyusun laporan konsolidasi.

d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebutl secara semesteran dan
tahunan disampaikan oleh UAP BUN TK DJA dengan dilampiri
Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu kepada
UAKP BUN TK.

e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK DJA kemudian
UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasian dan
menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan
dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan

Telah Direviu.
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Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur

mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan

BUN.
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BAB VI
AKUNTANSI TRANSAKSI ASET YANG BERADA DALAM PENGELOLAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

A.  Definisi

Aset yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
merupakan seluruh aset baik berupa Piutang, Persediaan, Aset Tetap,
dan/atau Aset Lainnya yang dalam pengelolaan Menteri Keuangan dan
secara teknis wewenang pengelolaanya berada pada Direktur Jenderal
Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang untuk dilaporkan dalam
Laporan Keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus. Aset yang berada
dalam pengelolaan DJKN dilaporkan dalam Bagian Anggaran Transaksi
Khusus dengan pertimbangan bahwa pemisahan fungsi pencatatan antara
Unit Akuntansi Pengelola Barang dan Unit Akuntansi Pengguna Barang
sebagaimana dilakukan untuk pengelolaan uang vang dilaksanakan oleh

BUN/Kuasa BUN belum dilakukan.

B. Jenis-Jenis Aset yang Berada dalam Pengelolaan DJKN
Aset-aset yang berada dalam pengelolaan DJKN dan masuk dalam
kategori Transaksi Khusus meliputi:
Aset Bekas Milik Asing/Ticnghoa (ABMA/T);
BMN yang berasal dari Pertambangan;
Aset Eks Pertamina;
BMN Idle yang sudah diserahkan ke DJKN;
Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLREI;
Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN; dan

N g R e b -

Piutang dalam rangka Dana Antisipasi Penanggulangan Lumpur

Sidearjo.
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STRUKTUR PELAPORAN

UAKP BUN TK

UAP BUN TK DJKN
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UAKKPA BUN TK
Pengelola BMN yang

berasal dari

Pertambangan
UAKPA UAKPA UAKPA BUN UAKPA UAKPA BUN| |UAKPA BUN| |UAKPA BUN UAKPA BUN
BUN TK BUN TK TK Pengelola BUN TK ITK Pengelola| |TK Pengelola| |TK Pengelola| | TK Pengelola
Pengelola Pengelola BMN yang Pengelola ABMA/T Aset yang Aset Piutang
BMN Idle Aset Eks berasal dari BMN Timbul Dari| |Lainnya Dim| |dalam rangka
Pertamina Kontraktor yang Pemberian | |Pengelolaan Dana
PKP2B berasal BLEI DJKN Antisipasi
dariKKKS

Penanggulan

gan Lumpur

Sidoario
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C. Akuntansi dan Pelaporan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan lapcoran
keuangan transaksi aset yang berada dalam pengelolaan DJKN adalah
Basis Akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
(PP 7172010 tentang SAP). Dalam hal ini basis akrual diterapkan untuk
Pendapatan-LO dan Beban (pos-pos pada Laporan Operasional),
sementara basis kas diterapkan untuk Pendapatan-LRA, Belanja, serta
Pengeluaran dan Penerimaan Pembiayaan (pos-pos pada Laporan
Realisasi Anggaran). Hal ini disebabkan penganggaran yang berbasis kas,
sehingga Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas.

Sistem Pencatatan dengan basis akrual terdiri dari:

a. Pencatatan pada Buku Besar Akrual; dan
b. Pencatatan pada Buku Besar Kas.

Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional,
Laporan Perubahan FEkuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan
pendapatan dan beban atau perubahan aset, kewajiban dan ekuitas pada
saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kendisi lingkungan
berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas
atau setara kas diterima atau dibayar.

Sementara pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi
Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan dan penerimaan
pembiayaan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara,
sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas

Umum Negara.

D. Penjelasan Rincian Masing-Masing Aset
D.1. Aset Bekas Milik Asing/Tienghoa (ABMA/T)
Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) merupakan tanah
dan/atau bangunan bekas milik:

1. Perkumpulan-perkumpulan Tionghoa yang dinyatakan terlarang
dan dibubarkan dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat
melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor
PRT/032/PEPERPU/ 1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat
Nomor KPTS/PEPERPU/0439/1958 jo. Undang-undang Nomor
S50 Prp Tahun 1960;
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2. Perkumpulan/aliran kepercayvaan asing yang tidak sesuai
dengan kepribadian Bangsa Indenesia vang dinyatakan terlarang
dan dibubarkan sesuai dengan Penetapan Presiden Nomor 2
Tahun 1962;

3. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi
massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/ 1966 sebagai akibat
keterlibatan Republik Rakyat Tjina (RRT) dalam pemberontakan
G 30 S/PKI yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa
Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikusasi negara
melalui Instruksi Radiogram kaskogan Nomor T-0403/G-
5/5/66; atau

4. Organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang Ticnghoa
perantanan (Hoa Kiauw) yang bukan Warga Negara Asing yang
telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik
Indonesia dan/fatau memperoleh pengakuan dari Negara
Republik Indconesia, beserta cabang-cabang dan bagian-
bagiannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2006, jumlah
ABMA/T yang belum jelas status hukumnya adalah sejumlah 942
aset dari jumlah keseluruhan 1.345 aset sesuai Surat Menteri
Keuangan No. S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989. Setelah
dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh DJKN di seluruh
Indonesia pada tahun 2007 dan 2008, terdapat 1.009 aset yang
belum selesai status hukumnya.

Untuk  menyelesaikan  berbagai permasalahan  tersebut
kemudian Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset
Bekas Milik Asing/Cina, yang sebelumnya diatur dengan Surat
Menteri Keuangan No. $-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989
perihal Tanah dan Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina dan
terakhir telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
31/PMK.06/2015 tentang  Penyelesaian  Aset Bekas — Milik
Asing/Tionghoa. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
31/PMK.06/2015 tersebut dijelaskan bahwa ABMA/T dapat

diselesaikan dengan cara sebagai berikut:
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(1)

(2)

(3)
(1)
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dimantapkan status hukumnya menjadi:

a. Barang Milik Negara, atau

b. Barang Milik Daerah;

dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga

dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah

dengan menyetorkannya ke Kas Negara;

dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau
dikeluarkan dari daftar ABMA/T

Pedeman penyusunan laporan keuangan Akuntansi dan

Pelaporan dari transaksi ABMA/T dilakukan sebagai sebagai berikut:

1.

Pengklasifikasian

Pengklasifikasian ABMA/T adalah sebagai berikut:

a. aset yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian; dan

b. aset yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian,

namun masih dalam penguasaan Pihak Ketiga.

Perlakuan Akuntansi

a. Pengakuan

1)

ABMA/T dapat diakui sebagai Aset segera setelah
dilakukan identifikasi, inventarisasi dan/atau penilaian
serta penetapan.

Surplus/Defisit pelepasan ABMA/T diakui pada buku
besar akrual diakui pada saat pelepasan ABMA/T kepada
pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi
kepada Pemerintah disetor ke kas negara.
Pendapatan-LRA pada buku besar kas diakui pada saat
kas diterima di kas negara.

Beban Pelepasan ABMA/T diakui pada buku besar akrual
diakui pada saat ABMA/T telah ditetapkan menjadi BMD
(disertifikatkan a.n. Pemerintah Daerah) atau
dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah, atau

dikeluarkan dari daftar ABMA/T.

b. Pengukuran

1)

ABMA/T dicatat berdasarkan hasil penilaian. Apabila
ABMA/T dibeli dalam mata uang asing maka hasil
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penilaiannya dijabarkan ke dalam mata uang rupiah
dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada
tanggal penilaian dan dijelaskan dalam CalLK.
Surplus/Defisit pelepasan ABMA/T diukur berdasarkan
selisih antara nilai nominal setoran pendapatan yang
diterima sebagai hasil kempensasi dengan dengan nilai
buku ABMA/T.

Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang
tertera pada dokumen penerimaan.

Beban Pelepasan ABMA/T diukur berdasarkan telah
ditetapkan menjadi BMD (disertifikatkan a.n Pemerintah
Daerah) atau dikembalikan kepada pemilik perorangan

yang sah, atau dikeluarkan dari daftar ABMA/T.

Jurnal

Jurnal saldo awal dari basis kas menuju akrual ke basis
akrual atas ABMA/T yang telah dicatat di Neraca Tahun
2014:

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr

Aset Lainnya XXXX

Ekuitas XXXX

Jurnal Penerimaan Kas terhadap ABMA/T yang dilepaskan

penguasaannya kepada  pihak ketiga dengan cara

pembayaran kompensasi:

Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr

Diterima dari Entitas Lainnya XXXX

Pendapatan XXXX

Jurnal Aset yang telah diinventarisasi dan telah dinilai

namun masih dalam penguasaan pihak ketiga:

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr

Aset Lainnya XXXX

Koreksi Ekuitas KXXXX

2015, No.2054
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Jurnal Aset yang telah dimantapkan status hukumnya

(ditetapkan) menjadi BMN K/L (disertifikatkan a.n.
Pemerintah RI):
Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr

Transfer Keluar HKXXX

Aset Lainnya XXXX

Jurnal Aset vang telah dimantapkan status hukumnya
(ditetapkan) menjadi BMD (disertifikatkan a.n. Pemerintah
Daerah) atau dikembalikan kepada pemilik perorangan vang
sah atau dikeluarkan dari daftar ABMA/T:

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Beban Pelepasan ABMA/T XXXX
Aset Lainnya

XXXX

Jurnal Aset yang dilepaskan penguasaannya dari Negara
kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi
kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara.

Buku Besar Akrual:

Urajan Dr Cr
Diterima dari Entitas Lain XXXX
Surplus/Defisit Pelepasan XXXX
ABMA/T
Aset Lainnya XXXX

Keterangan: Surplus Defisit dihitung dari Selisih antara

Setoran pendapatan dengan nilai buku ABMA/T.

Penyajian

Realisasi pendapatan dan belanja disajikan sebagai
realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran
sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan
ADK untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan
NTPN atau BPN untuk pendapatan). Beban disajikan pada
Laporan Operasional, sementara Aset Lainnya disajikan di

kelompok aset pada Neraca.
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Conteh Fermat Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA

LAPORAN OFERASIONAL

Periode vang berakhir 31 Desember 20X 1
{Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 20X1 20X0
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN XXKXX XKXKXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK XKKXKK XKKXKXK
PENDAPATAN HIBAH XKKXXX XKKXXX
Jumlah Pendapatan Operasional XAXXX );0,9,:0,0.¢
BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai KKXXXX KKXXXX
Beban Persediaan XXXXX XXXXX
Beban Jasa KKXXX HKXXX
Beban Pemeliharaan KXXKXX HKXXKXX
Beban Perjalanan Dinas XXKXXX );0.9,:0,0.¢
Beban Barang untuk Diserahkan kepada ):0.0:0.0.4 ):6.0.0.0.¢
Masyarakat

Beban Bunga XAXXX XAKXX
Beban Subsidi XXXXX HHXXX
Beban Hibah XXXXX XXXXX
Beban Bantuan Sosial HKKXXKXX HKXXKXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi ):0,0:0,0.¢ ),0,0:0,0.¢
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih XXKXXX XXKXXX
Beban Transfer XXXXX XXXXX
Beban Lain-lain XXXXX HHXXX
Jumlah Beban Operasional KKXXXX KKXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional ):0,0:0,0.4 ):0,0:0,0.4

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar XAXXX XAXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar KAXKXX HAXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nen KKXKXKX KKXKXKX
Lancar

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional ):0.9:0.0.¢ ):0.9:0.0.4
Lainnya
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ):0,0:0,0.¢ ):0,0:0,0.¢
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non XXKXK ):0.0:0.0.¢
Operasional Lainnya
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non KXKKXX :0,0:0,0.4

Operasional

POS LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa ):0,0:0,0.4 ):0,0:0,0.4
Beban Luar Biasa ,0,0.0.0.¢ HAXKXKX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa XXXXX XXXXX

SURPLUS/DEFISIT - LO XXXXX XXKXXX
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Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NE GARA

Laporan Perubahan Ekuitas

Per 31 Desember 20X 1

{Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 20X1 20X0
EKUITAS AWAL KXXX KXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO KXKXX KXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN KXXX KKXX
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX
Lain-lain XXX KXKXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) KXXXX XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS KXKX KKKK
EKUITAS AKHIR KKXXKX XKXXX
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Contoh Format Neraca
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BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA

Per 31 Desember 20X1

{Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 31 DESEMBER
20X1 20X0
ASET |
ASET LANCAR
Kas dan Bank c.2
Kas Lainnya dan Setara Kas c.21 30003000 XXX OO X000 XXX
| | Jumlah Kas dan Bank XX XHK XXX KKK XX KHK L KHK KKK
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak c.2.2 SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Piutang Lain-Lain C.2.3 SO0, 300 KX pooBooBood
{Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C.2.4 (zoot. 3. X% (poodoodoe®osd
Piutang)
| [ Jumlah Piutang K. XO0L XL XX po B sodeodeed
Persediaan C.2.5 ho B oo Boed oed o Beodoede e
| | [ Jumlah Aset Lancar poeBoed s ool pooBoodeodeed
ASET TETAP C.2.6
Tanah XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Peralatan dan Mesin XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Gedung dan Bangunan XHKKIKX XKL poo e oot
Jalan. Irigasi. dan Jaringan poo 8 0:0. 8 60,4 XK HHH KKK
Aset Tetap Lainnya p:6:0:80:0. 8604 XK KL XKK
Konstruksi Dalam Pengerjaan XX IO XXX pooBoeh el
| | Jumlah Aset Tetap XKL XK KKK XHX pooBoobeodeed
ASET LAINNYA C.2.7
Aset Tak Berwujud XAK XKL XEK XA KAK KKK
Aset KKKS SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Aset Eks BPPN po;e B oo Bioed YOOL T XKR
Piutang Jangka Panjang XA IO XXX pooBoed el
Aset Lain-lain XK KAK XKL hoo S oo oot
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya XAK XEXXEK po o b oo oot
{Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Cc.2.8 (ot oot 2o o) (zoot. xoot. 300 1)
Lainnya)
| Jumlah Aset Lainnya KAK KEKX XK XHK bo o oo dord ool

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

| T [ [ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan

PO 0.8, 0:0.8.6.0.4

po o B oo el

Utang Jangka Panjang DN Lainnya

pe o008 6.0 4

po e oo eed

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

RO o 6.0 8.0.0 ¢

KA KK XXX

| Jumlah Utang Jangka Panjang DN

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang LN

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

EKUITAS

(ot oot 2o o)

(zoot. xoot. 300 1)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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XXX XNK KKK 0/, XX XX XK XXX KNK XK KKK KNK S 1+Td ua3aN wrereq weureluly | g

(zonsoor X} (oo oo xont) BIBSoN BSIBYIaY JBING UBIEBN[ASUI]

XXX XNK KKK XXX XXX KXX eIe3oN BSIRYIag JeINg UBBTILIIUI]

XXX XNK KKK 0/, XX XX XXX XXX KXX XXK XXX KRK 1T da (01oN]) BIES2N ¥SIRYIag NG | '+

XXX XNK KKK 0/, XX XX XXX XXX KXX XXK XXX KRK o' 1ved ISESIINNNIISY] ureisdold jasy uerenluad uep 1sesneall | ¢

XXX XNK KKK 0/, XX XX XXX XXX KXX XXK XXX KRK z1vecd uenreing UBsSNIaUlJ Uel[RqUIASUIJ UR[IOL) UBBTULIDUS | ¢

XXX XNK KKK 0/, XX XX XXX XXX KXX XXK XXX KRK 1'T'+'zd YeIULIaWAJ SUTUaxay | T

XXX XRX XXX X 04, XX XX XX XXX XXX 'X XX XXX XXX 'X 1'v'7d Ia3aN Wee( UeeAeiquuIad '
r'cd NVVAVIHWHd 'H

XX XXX XKX XK % XX XX | XXXKXXXXXKK | XXXXXKXXKXX gcda (g-v} NVIVDONY (LISIIAA) SNIENS D

XRXKXHK KKK XK 9, XX ‘XX | XXX XXX 'XXX'XX XXX XXX XXX XX (Irg+1d) Nng efirejag germunp

KRN KKK XKX'X 0/, XX XX XXX XXX XXX 'X XXX XXX XXX 'X ceoeoda Yelak(g a3 IaJsuell | °II

XRKXNK XXX 0/, XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX g'1Ceda ureT ure] elirejog

XRKXNK KKK 0/, XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX clzed Suereq elirejog

XXX KKK XKX'X 0/, XX XX XXX XXX XXX 'X XXX XXX XXX 'X 1'czda Jesnd yejyuriowag elueag '
ccda NNd VONVTIHEA H

XK XHK KKK KK 9, XX ‘XX | XXX XXX 'XXX'XX XXX KKK KKK XX III'V+II'V+T'V) eqi wep NNg uejedepuad yeun

XXX XAK XKX'X 0, XX XX XK XXX KNK KKK | XHX XK XXX XRH e1zd Yeqr] ueewtauad | 11

XRKXNK KKK 0, XX XX XK XXX KNX XK XXX KNK cz1ecd efuure] yeled wesng ereSoN UeBWIIaUI]
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e. Pengungkapan
Informasi terkait dengan ABMA/T diungkapkan secara

memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dokumen Sumber
Deckumen Sumber vang digunakan untuk proses akuntansi
ABMA/T antara lain:
a. Keputusan Menteri Keuangan (KMEK) atau Surat Penetapan
nilai/harga aset;
b. Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian;
Berita Acara Serah Terima Aset;
d. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang Penyelesaian
Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa;
€. Memo Penyesuaian;
Selain dekumen sumber tersebut di atas, terdapat dokumen lain
sesuai ketentuan yang berlaku vang dapat dijadikan sebagai

pelengkap

Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi
dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan
sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan
data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan
konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau dengan pihak-
pihak terkait.

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit

akuntansi sebagai berikut:

a. UAKPA BUN TK Pengelola ABMA/T, dilaksanakan cleh Unit
Eselon II pada DJKN yang menangani Pengelolaan
Kekayaan Negara.

b. UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang
melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang
berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelcla Aset
dalam pengelolaan DJKN.
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Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga
bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit
akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang
BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB
BUN).

Penyampaian Laporan Keuangan
UAKPA BUN TK Pengelola ABMA/T menyusun Laporan

Keuangan untuk seluruh transaksi terkait mutasi ABMA/T baik

secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan

disusun berupa LRA, Neraca, 1.O, LPE, dan Cal.K.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

a. UAKPA BUN TK Pengelola ABMA/T menyampaikan Laporan
Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, 1.O, LPE, dan Cal.LK
dengan dilampiri ADK dan Pernyataan Tanggung Jawab
kepada UAP BUN TK DJKN.

b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan
maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan
yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP
BUN TK DJKN.

c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJKN
menyusun laporan konsolidasi.

d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh
UAP BUN TK DJKN kepada UAKP BUN TK secara semesteran
dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab
dan Pernyataan Telah Direviu.

e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN Tk
kemudian UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan
konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara
semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan

Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti
ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan vang
mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian

Laporan Keuangan BUN.
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D.2. BMN yang Berasal dari Pertambangan

BMN yang berasal dari Pertambangan terdiri dari 2 (dua) jenis,

yaitu:

1.

Aset berupa BMN yang Berasal dari KKKS

Pengertian BMN dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah
No 27 Tahun 2014 adalah semua barang yang dibeli atau
dipercleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya
vang sah. Lebih lanjut barang yang berasal dari perolehan
lainnya yang sah dipertegas dengan kriteria barang yang
diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.

Barang vang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal
dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disebut
BMN vang berasal dari KKKS adalah seluruh barang dan
peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS dan yang secara
langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu migas
a. Akuntansi dan Pelaporan

Kegiatan akuntansi dan pelaporan atas Aset berupa

BMN yang berasal dari KKKS mengacu pada Peraturan

Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman

akuntansi dan pelaporan aset berupa BMN yang berasal

dari KKKS.
Nustrasi Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh

UAKPA BUN TK Pengelola Aset berupa BMN yang berasal

dari KKKS adalah sebagai berikut:
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Conteh Fermat Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA

LAPORAN OFERASIONAL

Periode vang berakhir 31 Desember 20X 1
{Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 20X1 20X0
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN XXKXX XKXKXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK XKKXKK XKKXKXK
PENDAPATAN HIBAH XKKXXX XKKXXX
Jumlah Pendapatan Operasional XAXXX );0,9,:0,0.¢
BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai KKXXXX KKXXXX
Beban Persediaan XXXXX XXXXX
Beban Jasa KKXXX HKXXX
Beban Pemeliharaan KXXKXX HKXXKXX
Beban Perjalanan Dinas XXKXXX );0.9,:0,0.¢
Beban Barang untuk Diserahkan kepada ):0.0:0.0.4 ):6.0.0.0.¢
Masyarakat

Beban Bunga XAXXX XAKXX
Beban Subsidi XXXXX HHXXX
Beban Hibah XXXXX XXXXX
Beban Bantuan Sosial HKKXXKXX HKXXKXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi ):0,0:0,0.¢ ),0,0:0,0.¢
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih XXKXXX XXKXXX
Beban Transfer XXXXX XXXXX
Beban Lain-lain XXXXX HHXXX
Jumlah Beban Operasional KKXXXX KKXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional ):0,0:0,0.4 ):0,0:0,0.4

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar XAXXX XAXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar KAXKXX HAXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nen KKXKXKX KKXKXKX
Lancar

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional ):0.9:0.0.¢ ):0.9:0.0.4
Lainnya
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ):0,0:0,0.¢ ):0,0:0,0.¢
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non XXKXK ):0.0:0.0.¢
Operasional Lainnya
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non KXKKXX :0,0:0,0.4

Operasional

POS LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa ):0,0:0,0.4 ):0,0:0,0.4
Beban Luar Biasa ,0,0.0.0.¢ HAXKXKX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa XXXXX XXXXX

SURPLUS/DEFISIT - LO XXXXX XXKXXX
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Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NE GARA

Laporan Perubahan Ekuitas

Per 31 Desember 20X 1

{Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 20X1 20X0
EKUITAS AWAL KXXX KXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO KXKXX KXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN KXXX KKXX
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX
Lain-lain XXX KXKXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) KXXXX XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS KXKX KKKK
EKUITAS AKHIR KKXXKX XKXXX
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Contoh Format Neraca
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BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA

Per 31 Desember 20X1

{Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 31 DESEMBER
20X1 20X0
ASET |
ASET LANCAR
Kas dan Bank c.2
Kas Lainnya dan Setara Kas c.21 30003000 XXX OO X000 XXX
| | Jumlah Kas dan Bank XX XHK XXX KKK XX KHK L KHK KKK
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak c.2.2 SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Piutang Lain-Lain C.2.3 SO0, 300 KX pooBooBood
{Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C.2.4 (zoot. 3. X% (poodoodoe®osd
Piutang)
| [ Jumlah Piutang K. XO0L XL XX po B sodeodeed
Persediaan C.2.5 ho B oo Boed oed o Beodoede e
| | [ Jumlah Aset Lancar poeBoed s ool pooBoodeodeed
ASET TETAP C.2.6
Tanah XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Peralatan dan Mesin XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Gedung dan Bangunan XHKKIKX XKL poo e oot
Jalan. Irigasi. dan Jaringan poo 8 0:0. 8 60,4 XK HHH KKK
Aset Tetap Lainnya p:6:0:80:0. 8604 XK KL XKK
Konstruksi Dalam Pengerjaan XX IO XXX pooBoeh el
| | Jumlah Aset Tetap XKL XK KKK XHX pooBoobeodeed
ASET LAINNYA C.2.7
Aset Tak Berwujud XAK XKL XEK XA KAK KKK
Aset KKKS SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Aset Eks BPPN po;e B oo Bioed YOOL T XKR
Piutang Jangka Panjang XA IO XXX pooBoed el
Aset Lain-lain XK KAK XKL hoo S oo oot
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya XAK XEXXEK po o b oo oot
{Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Cc.2.8 (ot oot 2o o) (zoot. xoot. 300 1)
Lainnya)
| Jumlah Aset Lainnya KAK KEKX XK XHK bo o oo dord ool

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

| T [ [ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan

PO 0.8, 0:0.8.6.0.4

po o B oo el

Utang Jangka Panjang DN Lainnya

pe o008 6.0 4

po e oo eed

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

RO o 6.0 8.0.0 ¢

KA KK XXX

| Jumlah Utang Jangka Panjang DN

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang LN

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

EKUITAS

(ot oot 2o o)

(zoot. xoot. 300 1)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi
dengan dekumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan
sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat
perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat
melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau
pihak-pihak terkait.

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit

akuntansi sebagai berikut:

1) UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari
KKKS, dilaksanakan oleh Unit Eselon 1II pada
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang
menangani Pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS.

2) UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari
Pertambangan dilaksanakan oleh Biro Keuangan
Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

3) UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang
melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan
yang berasal dari UAKPA BUN TK dan/atau UAKKPA
BUN TK vang berada dalam lingkup tugasnya.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas
juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang,
namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi
Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola
Barang BUN (UAKPLB BUN].

Penyampaian laporan keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS
menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi
Pengelclaan BMN yang berasal dari KKKS, baik secara
semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun
berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CalLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai

berikut:
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1) UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS
menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas
LRA, Neraca, 1.O, LPE, dan Cal.K dengan dilampiri
Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAKKPA BUN TK
Pengelola BMN yang berasal dari Pertambangan untuk
kemudian dikonsclidasikan dan disampaikan kepada
UAP BUN TK DJKN.

2) Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan
berjalan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan
keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan
kepada UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal
dari Pertambangan.

3) Berdasarkan laporan di atas, UAKKPA BUN TK
Pengelcla BMN yang Berasal dari pertambangan
menyusun laporan konsclidasi UAKPA BUN TK
Pengelecla BMN vang Berasal dari KKKS dan Kentraktor
PKP2B.

4) Laporan dari UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang
Berasal dari Pertambangan disampaikan kepada UAP
BUN TK DJKN.

9) Berdasarkan laporan keuangan gabungan di atas, UAP
BUN DJKN menyusun Laporan kensolidasi secara
semesteran dan tahunan dan disampaikan oleh UAP
BUN TK DJKN kepada UAKP BUN TK.

6) Berdasarkan  Laporan  konsolidasi  sebagaimana
dimaksud angka 5, UAKP BUN TK menyusun laporan
keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UA

BUN secara semesteran dan tahunan.

Aset BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B

Pengertian Barang Milik Negara dalam Undang-Undang
Nomoer 1 Tahun 2001 tentang Perbendaharaan Negara jo.
Peraturan Pemerintah No & Tahun 2006 adalah semua barang
yvang dibeli atau dipercleh atas beban APBN atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah. Lebih lanjut barang yang berasal

dari perolehan lainnya yang sah dipertegas dengan kriteria
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barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak.

Perjanjian  kerjasama/perjanjian karya  pengusahaan
pertambangan batubara mengalami perubahan seiring dengan
perubahan arah kebijakan strategis energi nasional. Diawali
dengan perjanjian kerjasama yang tunduk pada Keputusan
Presiden (Keppres) Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan
Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara
Antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor
Swasta, yang kemudian dikenal dengan perjanjian PKP2B
Generasi Pertama. Melalui Keppres tersebut, kebijakan strategis
atas status aset yang digunakan dalam kegiatan operasional
pertambangan oleh kontraktor menjadi milik Perusahaan Negara
Tambang Batubara (PN Batubara) sebagai wakil pemerintah,
selaku pemegang Kuasa Pertambangan. Berdasarkan kontrak
kerjasama Generasi pertama tersebut dinyatakan bahwa seluruh
barang dan peralatan vang dipercleh kontraktor dalam rangka
kegiatan pengusahaan pertambangan batubara menjadi milik PN
Batubara.

Kemudian  ketentuan  pokok perjanjian mengalami
perubahan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 21
Tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama
Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam dan
Perusahaan Kontraktor. Melalui Keppres tersebut, kebijakan
strategis atas status aset yang digunakan dalam kegiatan
operasional penambangan oleh kontraktor menjadi milik
perusahaan kontraktor. Selanjutnya perubahan signifikan
terjadi pada Tahun 1996, dengan ditetapkannya Keputusan
Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang ketentuan Pokok
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Melalui
Keppres tersebut diatur bahwa status aset yang digunakan
dalam kegiatan operasional penambangan oleh kontraktor
generasi pertama beralih kepemilikannya dari Perusahaan
Negara Tambang Batubara kepada Pemerintah Indonesia.
Pengaturannya diatur dalam Pasal 9 yang berbunyi: “segala hak

dan kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang
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Batubara Bukit Asam berdasarkan perjanjian kerjasama
sebagaimana dimaksud ayat (1), beralih kepada Pemerintah”.
Kebijakan strategis atas status aset yang digunakan dalam
penambangan batubara selain tercermin dalam Keputusan
Presiden vang mengalami metamorfosis tersebut, hal demikian
juga dapat ditemui dalam isi penjanjian kerjasama/Perjanjian
karyva antara Pemerintah Indonesia dengan kontraktor.
Perjanjian kerjasama/perjanjian karva yang dibuat setelah
Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981, dalam kondisi
tertentu dapat menjadi milik negara. Kondisi tersebut
dinyatakan dalam perjanjian kerjasama/perjanjian karya
khususnya dalam Bab Pengakhiran (termination). Pada Bab
Pengakhiran (termination) dinyatakan bahwa “barang dan
peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak
dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran perjanjian yang
telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi milik
Pemerintah termasuk barang Kontraktor yang pada pengakhiran
perjanjian akan dipergunakan untuk kepentingan umum?”.
Barang vang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal
dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara, yang selanjutnya disebut Barang Milik Negara, adalah
seluruh barang dan peralatan yang dipercleh Kontraktor dalam
rangka kegiatan pengusahaan pertambangan batubara dan/atau
barang dan peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau
tidak dialihkan oleh Kentraktor setelah pengakhiran perjanjian
yvang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi
milik Pemerintah termasuk barang kontraktor yangpada
pengakhiran perjanjian akan digunakan untuk kepentingan
umunmnl.
a. Akuntansi dan Pelaporan
Kegiatan akuntansi dan pelaporan atas Aset berupa
BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B mengacu pada
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
pedoman akuntansi dan pelaporan Aset berupa BMN yang
berasal dari Kontraktor PKP2B.
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lNustrasi Laporan Keuangan vang dihasilkan oleh
UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang berasal dari PKP2B
adalah sebagai berikut:

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA

LAPORAN OPERASIONAL

Periode yang berakhir 31 Desember 20X 1
{Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 20X1 20X0
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN XXXXX XXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK XXXXX XXXXX
PENDAPATAN HIBAH XXXXX HHXXX
Jumlah Pendapatan Operasicnal XXKXX KXKKXX
BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai ):0,0:0,0.¢ ),0,0:0,0.¢
Beban Persediaan XXXXX XXXXX
Beban Jasa XAXXX ),0,9,:0,0.¢
Beban Pemeliharaan KAXKXX HAXXX
Beban Perjalanan Dinas KKXXXX KKXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada ):0,0:0,0:¢ KEKKXK
Masyarakat

Beban Bunga KAXKXX HAXXX
Beban Subsidi KKXXKXX KKXXXX
Beban Hibah KKKKXK KKKKXX
Beban Bantuan Sosial ),:0,0:0,0.¢ ),0.0:0,0.¢
Beban Penyusutan dan Amortisasi XXKXXX XAKXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih XAXXX );0,9,:0,0.¢
Beban Transfer )0,0.0.0.4 HKXXXX
Beban Lain-lain KKXXKXX KKXXXX
Jumlah Beban Operasional ),:0,0:0,0.¢ ),:0,0:0,0.¢
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional ),:0,0:0,0.¢ ):0,0:0,0.¢

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar )0,0.0.0.4 HKXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar KKXXXX KKXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non KXKKXX :0,0:0,0:4
Lancar

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Lainnyva
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional ):0.9,:0,0:¢ ):0.9,:0,0:¢
Lainnyva
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ),0.0,:0,0.¢ ),0.0,:0,0.¢
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non XXKXX ):0.0:0.0.¢
Operasional Lainnya
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non XXKXK ):0.0:0.0.¢

Operasional

POS LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa ),:0,0:0,0.¢ ):0,0:0,0.¢
Beban Luar Biasa KXXXX HKXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa XUKXX XUKXX

SURPLUS/DEFISIT - LO XXXXX XXKXX
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Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 20X 1
{Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 20X1 20X0
EKUITAS AWAL KXXX KXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO KXKXX KXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN KXXX KKXX
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX
Lain-lain XXX KXKXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) KXXXX XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS KXKX KKKK
EKUITAS AKHIR KKXXKX XKXXX
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Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA

Per 31 Desember 20X1

{Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 31 DESEMBER
20X1 20X0
ASET |
ASET LANCAR
Kas dan Bank c.2
Kas Lainnya dan Setara Kas c.21 30003000 XXX OO X000 XXX
| | Jumlah Kas dan Bank XX XHK XXX KKK XX KHK L KHK KKK
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak c.2.2 SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Piutang Lain-Lain C.2.3 SO0, 300 KX pooBooBood
{Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C.2.4 (zoot. 3. X% (poodoodoe®osd
Piutang)
| [ Jumlah Piutang K. XO0L XL XX po B sodeodeed
Persediaan C.2.5 ho B oo Boed oed o Beodoede e
| | [ Jumlah Aset Lancar poeBoed s ool pooBoodeodeed
ASET TETAP C.2.6
Tanah XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Peralatan dan Mesin XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Gedung dan Bangunan XHKKIKX XKL poo e oot
Jalan. Irigasi. dan Jaringan poo 8 0:0. 8 60,4 XK HHH KKK
Aset Tetap Lainnya p:6:0:80:0. 8604 XK KL XKK
Konstruksi Dalam Pengerjaan XX IO XXX pooBoeh el
| | Jumlah Aset Tetap XKL XK KKK XHX pooBoobeodeed
ASET LAINNYA C.2.7
Aset Tak Berwujud XAK XKL XEK XA KAK KKK
Aset KKKS SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Aset Eks BPPN po;e B oo Bioed YOOL T XKR
Piutang Jangka Panjang XA IO XXX pooBoed el
Aset Lain-lain XK KAK XKL hoo S oo oot
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya XAK XEXXEK po o b oo oot
{Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Cc.2.8 (ot oot 2o o) (zoot. xoot. 300 1)
Lainnya)
| Jumlah Aset Lainnya KAK KEKX XK XHK bo o oo dord ool

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

| T [ [ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan

PO 0.8, 0:0.8.6.0.4

po o B oo el

Utang Jangka Panjang DN Lainnya

pe o008 6.0 4

po e oo eed

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

RO o 6.0 8.0.0 ¢

KA KK XXX

| Jumlah Utang Jangka Panjang DN

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang LN

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

EKUITAS

(ot oot 2o o)

(zoot. xoot. 300 1)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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XXX XXX XXX 04LXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX S I'ved uoadoN weleq ueweluld | g

(3oex X xxx) (pex o XXX} BIESON B3Iellod JeIng uerenjosuad

XXX XXX XXX XXX XXX XXX eredoN edieylag 1eINng UeBWILI2UY]

XK XKK KKK 0430 XK K KKK XXK SOOK X KKK P1tved (01aN} eIeSaN e8reylag jeing | 't

WK XXX KKK 04XX XK XK KKK KKK XXX XXH KKK 1+ d ISBSTIN)NIISIY] welsold jesy uelenluad uep 1sesneall | ‘¢

XXX XXX XXX 04LXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Z1+vTda uewelul] UBSIaUa] UBequuaduad UL} UBBWILIdUY] | ¢

XXX XXX XXX 04XX XX XXX XXX XXX XXX XXX'XXX 1'T'+&d yejurawad suruayoy | 1

XXXXXXXXX'X 04X XX XXX XXX XXX'X XXX XXX XXX'X 1't+¢d agaN wele( ueeAelquad 1
+'c’d NVVAVIHWNHd T

X KXK XKX KX % XX XX | XXXXXXXXXXK | X0 XX NN XX eea (g-V) NVIVDONVY (LISEd SNIdINS D

XXX XXX XXX XX 04 XX ‘XX | XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XX (Irg+1°9) NNd eluejag yeqwn

XXX XXX XXX'X 04XX XX XXX XXX 'XXX'X XXX XXX'XXX'X oo qeloe( o Jaysued], | °II

XXX XXX XXX 04LXX XK XXX XXX XXX XXX XXX XXX g'1eeda ure  ure] elfuejag

XK XKK KKK 0430 XK K KKK XXK SOOK X KKK z'leeda Suereq elfuejog

XXX XXX XXX'X 04XX XK XXX XXX KXK' X XXX KKK KXK'X 1'zed restnd Yejurlowa elueog 1
c'cd NNd VONVIHA I

WK XK KKK XK 05 XX ‘XX | XXX XXX XXX XK SOOK OO KKK XK I V+II'V+T'Y) Ueqi uep NNd Uejedepuad yeunp

XXX XXX XXX'X 04LXX XK XXX XXX KKK KKK | XXX XX XXX XXX e1eda Jeqliy ueewiiauad | III

XXX XXX XXX 04LXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ez 1Td efuure] yeled ueyng eleSon UeBWILIDUJ

XXX XXX XXX 04XX XN XXX XXX XXX XXX XXX'XXX 1'c1ed wey ede(] I2qUING UeeWLIdUd]

XXX XXX XXX'X 04LXX XX XXX XXX XXX'X XXX XXX XXX'X o1eda sfeled uesing ereSoN ueewniiousd | ‘I

XK XK KKK 'X 04,300 XK XK XA XXH' X S IO00 KK X 1'Tcd ueselediag ueewniauad 1
T'¢°d HVAIH NVJ NN9 NVLVdVAONAd 'H

ISVSITVHA % ISVSITVHA NVIVODNVY
0X0T NVIVDDNV NNHVL 1X0C NVAVDDNVY NNHVL NVIVLVO NVIVAN

fyoidmy wopg)

XX0g lIequasac ¢ ueSua( redweg Jyselog Suei unye], ynjun
NVIVOONY ISVSTIVHI NVIOdVI
VAVOEN WNWN VIVHVANHTA

V1 YeuLio yojuo)
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(C+0} 1/3 VINVTHE NVA NVLVAVANED WNTHIHS
HXXXXN XX XX XXXXN XX XK s'cda (Va1IS) VATIS-NVAVOONV NVVAVIAWHI (DNVANM) HIGHT VSIS d
XXX XXX XXX XX 04 XX XX | XXX 'XXX'XXX'XX XXX XXX XXX XX (I a+1'a) ueelerquiad yequamn
(X XXX XXX 'X) OLXX KX (XX XXX XXX X} (X XXX XXX 'X) v oda (032N } moBopN TenT ueeAeiquad | CII
300K 300X XXX XK KKK XXX 300X XXX XXX 61T vcda ure] ure ueelelquuiad 7 6
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Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi
dengan dekumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan
sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat
perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat
melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau
pihak-pihak terkait.

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit

akuntansi sebagai berikut:

1) UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari
Kontraktor PKP2B, dilaksanakan oleh Unit Eselon 2
pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
vang menangani Pengelclaan BMN vang berasal dari
Kontraktor PKP2B.

2) UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal
Pertambangan dilaksanakan oleh Biro Keuangan
Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

3) UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yvang
melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan
yang berasal dari UAKPA BUN TK dan/atau UAKKPA
vang berada dalam lingkup tugasnya.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas
juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang,
namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi
Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola
Barang BUN(UAKPLB BUN].

Penyampaian laporan keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari
Kontraktor PKP2B menyusun Laporan Keuangan untuk
seluruh transaksi BMN vyang berasal dari Kontraktor
PKP2B, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan

keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.
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Mekanisme penyampaian laporan keuangan sebagai

berikut:

1)

2)

3)

4)

o)

UAKPA BUN TK Pengelola BMN vang berasal dari
Kontraktor PKP2B menyampaikan Laporan Keuangan
vang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CalLK
dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada
UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari
Pertambangan untuk kemudian dikonsolidasikan dan
disampaikan kepada UAP BUN TK DJKN.

Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan
berjalan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan
keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan
kepada UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal
dari Pertambangan.

UAKKPA BUN TK Pengelcla BMN yang Berasal dari
Pertambangan menyusun laporan konsolidasi
berdasarkan laporan yang disampaikan oleh UAKPA
BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari Kontraktor
PKP2B dan KKKS, untuk kemudian disampaikan
kepada UAP BUN TK DJKN.

Laporan konsolidasi secara semesteran dan tahunan
disusun oleh UAP BUN TK DJKN dan disampaikan
kepada UAKP BUN TK.

Berdasarkan  Laporan  konsclidasi  sebagaimana
dimaksud pada angka 4, UAKP BUN TK menyusun
laporan keuangan konsoclidasi dan menyampaikan

kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan.

Jadwal penyampaian Lapcran Keuangan mengikuti
ketentuan yvang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang
mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian

Laporan Keuangan BUN.

D.3. Aset Eks Pertamina

Aset eks Pertamina merupakan aset-aset yang tidak turut

dijadikan Penyertaan Modal Negara dalam Neraca Pembukaan PT

Pertamina (Persero) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan
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Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.06/2008 tentang Penetapan
Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT' Pertamina Per
17 September 2003.
Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
92 JKMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks. Pertamina
Sebagai Barang Milik Negara, telah ditetapkan Aset Eks. Pertamina
yvang tidak masuk dalam Penyertaan Modal Negara pada PT
Pertamina, yaitu berupa Sepuluh aset berupa tanah dan bangunan,
Aktiva Kilang LNG vang dikelola oleh PT' Arun NGL dan PI' Badak
NGIL, serta aset Eks. Kontrak Kerjasama yvang dipergunakan oleh PT
Pertamina EP, sebagai Barang Milik Negara dalam penguasaan
Pengelola Barang.
Pedoeman penyusunan laporan keuangan dilakukan sebagai
sebagai berikut:
1. Pengklasifikasian
a. Aset vang belum dilakukan inventarisasi, penilaian, dan
penyerahan oleh PT Pertamina tidak dicatat dalam neraca,
namun diungkapkan dalam Cal.K; dan
b. Aset yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian

dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya.

2. Perlakuan Akuntansi
a. Pengakuan

1) Aset eks Pertamina diakui sebagai Barang Milik Negara
pada saat penetapan status oleh Menteri Keuangan.

2) Pendapatan-LO pada buku besar akrual diakui pada
saat timbulnya hak atas pendapatan berdasarkan
perjanjian pemanfaatan atau dokumen sumber lain.

3) Beban pada buku besar akrual diakui pada saat
timbulnya kewajiban atau konsumsi aset berdasarkan
penyisihan piutang atau penyusutan.

4) Pendapatan-LRA pada buku besar kas diakui pada
saat kas diterima di Kas Negara.

9) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas
pendapatan berdasarkan persetujuan pemanfaatan,
dekumen perjanjian dan/fatau berdasarkan

penyvampaian LK PT. Pertamina Audited yang
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ditetapkan dalam RUPS di mana diakui adanya Utang
Jangka Pendek Pertamina kepada Pemerintah.

Pengukuran

1)

2)

Aset eks Pertamina diukur berdasarkan hasil
penilaian.

Pendapatan-1.O diukur berdasarkan nilai vyang
tertuang dalam dokumen perjanjian/persetujuan
pemanfaatan dan/atau LK PT. Pertamina Audifed yvang
ditetapkan dalam RUPS di mana diakui adanya Utang
Jangka Pendek Pertamina kepada Pemerintah.

Beban diukur berdasarkan nilai nominal hasil
perhitungan penyisihan piutang/penyusutan.
Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal
vang tertera pada dockumen penerimaan.

Piutang diukur berdasarkan nilai nominal yang
tercantum dalam persetujuan pemanfaatan, dokumen
perjanjian dan/atau berdasarkan penyampaian LK PT.
Pertamina Audited yang ditetapkan dalam RUPS di
mana diakui adanya Utang Jangka Pendek Pertamina
kepada Pemerintah.

Jurnal

Jurnal Pencatatan Aset Eks Pertamina pada buku besar

akrual:
Uraian Dr Cr
Aset Lainnya XXXX
Ekuitas XXXX

Jurnal Pencatatan Pendapatan-LO dan Piutang pada buku

besar akrual:
Uraian Dr Cr
Piutang XXXX
Pendapatan-LO XXXX
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Jurnal Pencatatan Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

dan Penyusutan pada buku besar akrual:

Uraian Dr Cr
Beban Penyisihan Piutang XXXX
Penyisihan Piutang  Tak XXXX
Tertagih
Beban Penyusutan Aset Eks XXXX
Pertamina
Akumulasi Penyusutan Aset XXXX
Eks Pertamina

Jurnal Pencatatan setoran Pendapatan-LRA

Buku besar kas:

Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain KXXX
Pendapatan-LO XXXX

Buku besar akrual:

Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Piutang XXXX

Penyajian

Pendapatan-1.O dan beban disajikan pada Laporan
Operasional, realisasi pendapatan-LRA dan belanja
disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran
sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan
ADK untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan
NTPN atau BPN untuk pendapatan). Piutang dan Aset cks
Pertamina yang disajikan sebagai Aset Lainnya pada

Neraca.
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Conteh Fermat Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA

LAPORAN OFERASIONAL

Periode vang berakhir 31 Desember 20X 1
{Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 20X1 20X0
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN XXKXX XKXKXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK XKKXKK XKKXKXK
PENDAPATAN HIBAH XKKXXX XKKXXX
Jumlah Pendapatan Operasional XAXXX );0,9,:0,0.¢
BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai KKXXXX KKXXXX
Beban Persediaan XXXXX XXXXX
Beban Jasa KKXXX HKXXX
Beban Pemeliharaan KXXKXX HKXXKXX
Beban Perjalanan Dinas XXKXXX );0.9,:0,0.¢
Beban Barang untuk Diserahkan kepada ):0.0:0.0.4 ):6.0.0.0.¢
Masyarakat

Beban Bunga XAXXX XAKXX
Beban Subsidi XXXXX HHXXX
Beban Hibah XXXXX XXXXX
Beban Bantuan Sosial HKKXXKXX HKXXKXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi ):0,0:0,0.¢ ),0,0:0,0.¢
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih XXKXXX XXKXXX
Beban Transfer XXXXX XXXXX
Beban Lain-lain XXXXX HHXXX
Jumlah Beban Operasional KKXXXX KKXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional ):0,0:0,0.4 ):0,0:0,0.4

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar XAXXX XAXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar KAXKXX HAXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nen KKXKXKX KKXKXKX
Lancar

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional ):0.9:0.0.¢ ):0.9:0.0.4
Lainnya
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ):0,0:0,0.¢ ):0,0:0,0.¢
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non XXKXK ):0.0:0.0.¢
Operasional Lainnya
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non KXKKXX :0,0:0,0.4

Operasional

POS LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa ):0,0:0,0.4 ):0,0:0,0.4
Beban Luar Biasa ,0,0.0.0.¢ HAXKXKX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa XXXXX XXXXX

SURPLUS/DEFISIT - LO XXXXX XXKXXX




135, 2015, No.2054

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 20X 1
{Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 20X1 20X0
EKUITAS AWAL KXXX KXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO KXKXX KXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN KXXX KKXX
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX
Lain-lain XXX KXKXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) KXXXX XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS KXKX KKKK
EKUITAS AKHIR KKXXKX XKXXX
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Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA

Per 31 Desember 20X1

{Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 31 DESEMBER
20X1 20X0
ASET |
ASET LANCAR
Kas dan Bank c.2
Kas Lainnya dan Setara Kas c.21 30003000 XXX OO X000 XXX
| | Jumlah Kas dan Bank XX XHK XXX KKK XX KHK L KHK KKK
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak c.2.2 SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Piutang Lain-Lain C.2.3 SO0, 300 KX pooBooBood
{Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C.2.4 (zoot. 3. X% (poodoodoe®osd
Piutang)
| [ Jumlah Piutang K. XO0L XL XX po B sodeodeed
Persediaan C.2.5 ho B oo Boed oed o Beodoede e
| | [ Jumlah Aset Lancar poeBoed s ool pooBoodeodeed
ASET TETAP C.2.6
Tanah XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Peralatan dan Mesin XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Gedung dan Bangunan XHKKIKX XKL poo e oot
Jalan. Irigasi. dan Jaringan poo 8 0:0. 8 60,4 XK HHH KKK
Aset Tetap Lainnya p:6:0:80:0. 8604 XK KL XKK
Konstruksi Dalam Pengerjaan XX IO XXX pooBoeh el
| | Jumlah Aset Tetap XKL XK KKK XHX pooBoobeodeed
ASET LAINNYA C.2.7
Aset Tak Berwujud XAK XKL XEK XA KAK KKK
Aset KKKS SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Aset Eks BPPN po;e B oo Bioed YOOL T XKR
Piutang Jangka Panjang XA IO XXX pooBoed el
Aset Lain-lain XK KAK XKL hoo S oo oot
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya XAK XEXXEK po o b oo oot
{Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Cc.2.8 (ot oot 2o o) (zoot. xoot. 300 1)
Lainnya)
| Jumlah Aset Lainnya KAK KEKX XK XHK bo o oo dord ool

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

| T [ [ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan

PO 0.8, 0:0.8.6.0.4

po o B oo el

Utang Jangka Panjang DN Lainnya

pe o008 6.0 4

po e oo eed

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

RO o 6.0 8.0.0 ¢

KA KK XXX

| Jumlah Utang Jangka Panjang DN

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang LN

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

EKUITAS

(ot oot 2o o)

(zoot. xoot. 300 1)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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XK XXX XXX 04LXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX S1v'cd 033N urere uewelulgy | g

(XXX XXX XXX) (XXX XXX 'XXX) vI1edoN eSIeylod Jeing uerenasuad

XXX XXX XXX XXX XXX XXX BIBZ0N e3Ieylog JeIng UBewIIoudd

XXX XXX XXX 0HXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX v1ved (019N} BIRSON BSIRyIog JeNg | ¢

XK XXX XXX 04LXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX c1vcd ISBSLINNI)ISIY welsold jasy uelenluad uep 1sesnealld | ¢

XXX XXX XXX 0HXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX z1+vcda uewe[Ul] UBSNIZULJ URI[BqUUIISUd] UB[DL) UBBWIIDUY] | T

XXX XXX XXX 0N XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 1'T+2d UeJULIdWa SUTUaxay | 1

XXX XXX XXX'X 0HXX XX XXX XXX XXX'X XXX XXX XXX'X T'+¢d 1930 wee(] UeBARIqUIa] 1
+'Cd NVVAVIHWHd "X

XXX XXX XXK XK % XX XX | XXXXXX'XXX'XKK | XXX 'XXXXXX'XX eTda (€-v) NVEVDONY (LISIAEA) S1IdANS 'O

OO XXX XXX XX %% XX XN | NXXXXX XXX XX XXX XXX XXX XX (mrg+19) Nng efuepg yerunp

XXX XXX XXX'X 0LXX XX XXX XXX XXX'X XXX XXX XXX'X ceTd qeloe( 23 IaJsueI] | []

XK XXX XXX 04LXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX g'1ccd ure] ure] elirejag

XXX XXX XXX 04X XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX z1lcocd Suereq elueg

XXX XXX XXX'X XX XX OO XXX XXX OO XXX XXX 1'¢ed Jesnd yejulowa elueag 1
ceda NNd VINVTHEI "

OO XXX XXX XX %% XX XN | NXXXXX XXX XX XXX XXX XXX XX (II'V+II'V+I'V) UeqiH uep NNd Uejedepuad yerumf

XXX XK RXX'X 0LXX KX XXX XXX KXK' XXX | XK XXX XXX KKK c17d eqr UeetIauad | III

XXX XXX XXX 04X XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX co1cda efuureT] xeled wesng ereSaN UeewIlIauad

XXX XXX XXX 0 XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 1'e1Tdad wely eAe(] I2qUINg UBBWIUI]

XXX XXX XXX'X XX XX OO XXX XXX'X OO XXX XXX'X 2 1Tda Jyeled uesng ereSoN ueewIDUL] | J]

XXX XK RXX'X 0LXX KX XXX XXX KXX'X XXX XXX KXX'X 1'1°2d ueselediag ueemnisuag B
1'ca HVAIH NVJ NNd NVIVAVAONHd T

ISVSI'TVHA % ISVSITVHY NVAVDDNV
0X0C NVIVOONY NNHVL 1X0C NVIVDONVY NNHVL NVIVIVO NVIVIN

(yoidmy wopg)

1X0g Jequasa 1¢ ueduo( redweg Iyselog Suei unyer, snjun

NVIVDONY ISVSTTVHI NVJOdVT
VAVOHEN WNWN VIVHEVAONII

VT 1euiIoy] 4ojuo)
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(@+D) 1/3 VONVTEI NVA NVLVIVANAd W TIgHS

XXX XX KX XX TXXXXXKXX'XX §'ca (VANMIS) VATIS-NVIVODNY NVVAVIAWAL (DNVINY) HIGAT VSIS |
XXX XXX XXX'XX 04 XX XX | XXX XXX'XXX'XX XXX XXX XXX XX (II'a+1'a) ueelelquiad yewin

(oo oo xxxx} 0HXX XX oo oo xxxx) oo oo xxxx) o T (019N } 11980y 1ENT uBRARIqUI] | I
XXX XXX'XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 61+ cd ureT ure] ueefeiquind | 6
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e. Pengungkapan
Informasi terkait dengan Aset Eks Pertamina

diungkapkan secara memadai dalam Cal.K.

Dokumen Sumber

Deckumen Sumber vang digunakan untuk proses akuntansi

Aset Eks Pertamina terdiri atas:

a. Surat Perjanjian;

b. Hasil Kenfirmasi;

c. Surat Persetujuan Pemanfaatan Aset;
d. Surat Perjanjian Pemanfaatan Aset.

Selain dekumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber
lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi Aset Eks
Pertamina terdiri atas:

a. Memo Penyesuaian; dan

b. Dckumen-deckumen lain terkait.

Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi
dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan
sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan
data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan
kenfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak
terkait.

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit

akuntansi sebagai berikut:

a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina dilaksanakan
oleh Unit Eselon Il pada DJKN yang menangani Kekayaan
Negara Dipisahkan.

b. UAPBUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang
melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang
berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelola Aset
dalam pengelolaan DJKN.
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Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga
bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit
akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang
BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB
BUN).

Penyampaian laporan keuangan
UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina menyusun

Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi aset Eks Pertamina,

baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan

disusun berupa LRA, Neraca, 1.O, LPE, dan Cal.K.

Mekanisme penyampaian laporan keuangan sebagai berikut

a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina
menyampaikan Laporan Keuangan vang terdiri atas LRA,
Neraca, LO, LPE, dan Cal.K dengan dilampiri Pernyataan
Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJKN.

b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan
maka UAKPA BUN TK menyampaikan laperan keuangan
yvang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP
BUN TK DJKN.

c¢. Berdasarkan laporan keuangan gabungan di atas, UAP BUN
TK DJKN menyusun Laperan konsolidasisecara semesteran
dan tahunan dan disampaikan oleh UAP BUN TK DJKN
kepada UAKP BUN TK

d. Berdasarkan laporan konsclidasi dari UAP BUN TK
kemudian UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan
konsolidasian dan menvampaikan kepada UA BUN secara

semesteran dan tahunan.

Jadwal penyampaian Laporan Kkeuangan mengikuti
ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang
mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian

Laporan Keuangan BUN.
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D.4. BMN Idle

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara pada Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa Menteri Kenangan
selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan
kebijakan dan pedoman pengelolaan dan penghapusan BMN.
Kebijakan pengelolaan BMN termasuk kewenangan untuk
menetapkan status penggunaan BMN baik yang ada di Pengguna
Barang maupun Pengelola Barang. BMN yang ditetapkan status
penggunaannya pada Kementerian/Lembaga selaku Pengguna
Barang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi masing-
masing.

BMN berupa tanah dan bangunan yang sudah tidak digunakan
untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga
ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola Barang.BMN yang telah
ditetapkan sebagai BMN Idle tersebut harus diserahkan kepada
Pengelola Barang. Proses serah terima BMN Idle dituangkan di dalam
Berita Acara Serah Terima dari Pengguna Barang kepada Pengelola
Barang. Pengelola Barang bertanggung jawab untuk mengelola dan
menatausahakan BMN Idle tersebut sesuai dengan ketentuan
peraturan.

Untuk mengatur mengenai BMN Idle, Menteri Keuangan
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011
tentang 'Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak
Digunakan Untuk  Menyelenggarakan ‘Tugas Dan  Fungsi

Kementerian/Lembaga.

1. Pengklasifikasian

BMN Idle terdiri atas:

a. Kriteria BMN Idle meliputi BMN yang sedang tidak
digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga; atau

b. BMN yang digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan

fungsi Kementerian/Lembaga.
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2. Perlakuan Akuntansi
a. Pengakuan
BMN Idle dapat diakui segera setelah ditetapkan sebagai
BMN Idle oleh Pengelcla Barang dan diserahkan oleh
Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dengan BAST.

b. Pengukuran
BMN Idie dicatat berdasarkan nilai buku. Dalam hal nilai
buku tidak diketahui maka dapat dilakukan penilaian dan
diungkapkan di dalam Cal.K.

c. Jurnal
Jurnal saldo awal dari basis kas menuju akrual ke basis
akrual atas BMN Idle yang telah dicatat di Neraca Tahun
2014
Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr

Aset Lainnya XXXX

Ekuitas KXXXX

Jurnal Penerimaan BMN Idle dari Pengguna Barang kepada
Pengelola Barang:

Buku BesarAkrual:

Uraian Dr Cr
Aset Lainnya XXXX
Transfer Masuk HKXXX

Jurnal Pendapatan atas pengelolaan/pemanfaatan BMN

Idle:
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lainnya XXXX
Pendapatan XXXX

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr

Diterima dari Entitas Lainnya XXXX

Pendapatan XXXX
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Jurnal Penyusutan atas BMN Idle:

Buku Besar Akrual:

2015, No.2054

Uraian Dr Cr
Beban Penyusutan XXXX
Akumulasi Penyusutan XXXX

Penyusutan atas BMN Idle mengacu kepada ketentuan yang

mengatur mengenai penyusutan BMN berupa aset tetap

pada pemerintah pusat.

Jurnal Penerimaan Kas atas Pelepasan/Penjualan BMN

Idle:

Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lainnya XXXX
Pendapatan XXXX

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lain XXXX
Akumulasi Penyusutan XXXX
Surplus/Defisit Pelepasan XXXX
Aset Lainnya
Aset Lainnya XXXX

Keterangan: Surplus Defisit dihitung dari Selisih antara

Setoran pendapatan dengan nilai buku BMN Idle.

Jurnal Aset yang telah ditetapkan menjadi BMN K/L

(disertifikatkan a.n. Pemerintah RI).

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Transfer Keluar XXXX
Akumulasi Penyusutan XXXX
Aset Lainnya XXXX
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Jurnal Aset vang telah ditetapkan menjadi BMD
(disertifikatkan a.n. Pemerintah Daerah) atau dihibahkan

atau dikembalikan kepada pemilik percrangan vang sah
atau dikeluarkan dari daftar BMN Idle.

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Defisit Pelepasan Aset XXXX
Lainnya
Akumulasi Penyusutan XXXX
Aset Lainnya XXXX

Penyajian

1) Aset berupa BMN Idle disajikan sebagai Aset Lainnyva

pada Neraca.

2) Aset yang tidak diketahui nilainya tidak disajikan pada

neraca, namun diungkapkan pada Cal.K;

3) Realisasi pendapatan-LO dan penyesuaian yang dicatat

dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Lapocran

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.

4) Realisasi pendapatan-LRA yang dicatat dalam Buku

Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.
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Contch Fermat Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA

LAPORAN OFERASIONAL

Periode vang berakhir 31 Desember 20X 1
{Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 20X1 20X0
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN XXKXX XKXKXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK XKKXKK XKKXKXK
PENDAPATAN HIBAH XKKXXX XKKXXX
Jumlah Pendapatan Operasional XAXXX );0,9,:0,0.¢
BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai KKXXXX KKXXXX
Beban Persediaan XXXXX XXXXX
Beban Jasa KKXXX HKXXX
Beban Pemeliharaan KXXKXX HKXXKXX
Beban Perjalanan Dinas XXKXXX );0.9,:0,0.¢
Beban Barang untuk Diserahkan kepada ):0.0:0.0.4 ):6.0.0.0.¢
Masyarakat

Beban Bunga XAXXX XAKXX
Beban Subsidi XXXXX HHXXX
Beban Hibah XXXXX XXXXX
Beban Bantuan Sosial HKKXXKXX HKXXKXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi ):0,0:0,0.¢ ),0,0:0,0.¢
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih XXKXXX XXKXXX
Beban Transfer XXXXX XXXXX
Beban Lain-lain XXXXX HHXXX
Jumlah Beban Operasional KKXXXX KKXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional ):0,0:0,0.4 ):0,0:0,0.4

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar XAXXX XAXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar KAXKXX HAXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nen KKXKXKX KKXKXKX
Lancar

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional ):0.9:0.0.¢ ):0.9:0.0.4
Lainnya
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ):0,0:0,0.¢ ):0,0:0,0.¢
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non XXKXK ):0.0:0.0.¢
Operasional Lainnya
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non KXKKXX :0,0:0,0.4

Operasional

POS LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa ):0,0:0,0.4 ):0,0:0,0.4
Beban Luar Biasa ,0,0.0.0.¢ HAXKXKX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa XXXXX XXXXX

SURPLUS/DEFISIT - LO XXXXX XXKXXX
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Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NE GARA

Laporan Perubahan Ekuitas

Per 31 Desember 20X 1

{Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 20X1 20X0
EKUITAS AWAL KXXX KXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO KXKXX KXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN KXXX KKXX
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX
Lain-lain XXX KXKXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) KXXXX XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS KXKX KKKK
EKUITAS AKHIR KKXXKX XKXXX
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Contoh Format Neraca
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BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA

Per 31 Desember 20X1

{Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 31 DESEMBER
20X1 20X0
ASET |
ASET LANCAR
Kas dan Bank c.2
Kas Lainnya dan Setara Kas c.21 30003000 XXX OO X000 XXX
| | Jumlah Kas dan Bank XX XHK XXX KKK XX KHK L KHK KKK
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak c.2.2 SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Piutang Lain-Lain C.2.3 SO0, 300 KX pooBooBood
{Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C.2.4 (zoot. 3. X% (poodoodoe®osd
Piutang)
| [ Jumlah Piutang K. XO0L XL XX po B sodeodeed
Persediaan C.2.5 ho B oo Boed oed o Beodoede e
| | [ Jumlah Aset Lancar poeBoed s ool pooBoodeodeed
ASET TETAP C.2.6
Tanah XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Peralatan dan Mesin XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Gedung dan Bangunan XHKKIKX XKL poo e oot
Jalan. Irigasi. dan Jaringan poo 8 0:0. 8 60,4 XK HHH KKK
Aset Tetap Lainnya p:6:0:80:0. 8604 XK KL XKK
Konstruksi Dalam Pengerjaan XX IO XXX pooBoeh el
| | Jumlah Aset Tetap XKL XK KKK XHX pooBoobeodeed
ASET LAINNYA C.2.7
Aset Tak Berwujud XAK XKL XEK XA KAK KKK
Aset KKKS SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Aset Eks BPPN po;e B oo Bioed YOOL T XKR
Piutang Jangka Panjang XA IO XXX pooBoed el
Aset Lain-lain XK KAK XKL hoo S oo oot
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya XAK XEXXEK po o b oo oot
{Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Cc.2.8 (ot oot 2o o) (zoot. xoot. 300 1)
Lainnya)
| Jumlah Aset Lainnya KAK KEKX XK XHK bo o oo dord ool

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

| T [ [ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan

PO 0.8, 0:0.8.6.0.4

po o B oo el

Utang Jangka Panjang DN Lainnya

pe o008 6.0 4

po e oo eed

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

RO o 6.0 8.0.0 ¢

KA KK XXX

| Jumlah Utang Jangka Panjang DN

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang LN

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

EKUITAS

(ot oot 2o o)

(zoot. xoot. 300 1)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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XK XXX XXX 04,XX XX XXX KKK XXX XXX KKK XXX ST+ d 103N were(q wewrelurd | g

(o xxxxxx) (oo xxxxxx) BIEdoN esIeyiaq jeing uerenjosuad

XK XXX XXX XXX KKK XXX eredaN €SIeylag jelng ueeIouad

XXX XXX XXX 04NX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX w1+ d (0joN) e1ESON ESIRyYIRd JBINSG | '+

XK XXX XXX 04,XX XX XXX KKK XXX XXX KKK XXX c1+zd ISESLINIINI)SIY] weldold jasy uerenfuad uep 1sesnealld | ‘¢

XXX XXX XXX 04XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Z1+cda uewelul] UesnIsusd UBIequoSUd UB[IOL) URBWIIdUY] | 'g

XXX XXX XXX 04LXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX T Tved TejulIoa sSutuasay | 1

XXX XXX XXX'X 04XX XX XXX XXX XXX'X XXX XXX XXX'X 1'+2d 23oN wele(] ueeleiquiag 1
+'c'd NVVAVIANHL "1

XXX XXX XXX XX % XX XX | XXX'XXX'XXX'XX | XXX'XXXXXX'XX £cda (g-v) NVEVODNY (LISIEA) SNIdANs 'O

XK KKK KKK XK 05 XX ‘XX | XXX XXX XXX XK XXK KKK XXX KX (Irg+19g} Nng efuejeg yerwnp

XXX XXX XXX'X 04XX XX XXX XXX XXX'X XXX XXX XXX'X cecod qeise(] 93] Iajsuel] | °I|

XXX XXX XXX 04LXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX g'leccd ureT ureT eltrejog

XXX XXX XXX 04XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX c1eecda Suereq elfuepg

XXX XXX XXX'X 04LXX XX XXX XXX XXX'X XXX XXX XXX'X Tecd resnd yejurtowad efuereg T
ccd NNd VONVTHI ‘W

XXX XXX XXX XX 04 XX ‘XX | XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XX (' v+II'V+I'V) Ueqiy uep NNg ueyedepusd yewm

XXX XXX XXX'X 04XX XX XXX XXX XXX XXX | XXX XXX XXX XXX SR qeqiy ueewiouad | '[II

XXX XXX XXX 04XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX el cda eluure  yeled uerng ereSoN UBBLUIIAUD]

XXX XXX XXX 04XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 1'e1ed ure[y eAe( Iaqung UBBWIIaUa]

XXX XXX XXX'X 04XX XX XXX XXX XXX'X XXX XXX XXX'X o lTda Meled uesng ereSoN ugewIouad | |

XXX XXX XXX'X 04XX XX XXX XXX XXX'X XXX XXX XXX'X 1'1'2d ueselediad ueewlIauag T
1'¢cd HVdIH NVJ NNd NVIVdVONEd 1

ISVSTTVHA % ISVSTTVHA NVIVDONVY
0X02 NVIVDDNY NNHV.L 1X0T NVIVDDNVY NNHVL NVIVLVD NVIVIN

(ymdiny wop)

XX0¢ JIoquiasa( 1¢ uedua( redwreg Ielag Suex unye] spyun
NVAVDONY ISVSITVHYI NVIGdVT
YVAVODEN WNWN VIVHYANHA

V1 1eWLIo] Yoluo))
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(T+2) T/ YONVTAD NVA NYLVIVANDD W TAIAS

XXX XXX XY XXX XN XX s¢cda (VIS VATIS-NVAVODONY NVVAVIAINH (DONVID) HIGHT VSIS 'd
XXX XXX XXX XX 04 XX ‘XX | XXX XXX'XXX'XX XXX XXX XXX XX (IIr'a+1'q} veeleiquag yerwmnr
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e. Pengungkapan
Informasi terkait dengan BMN Idle diungkapkan secara

memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dokumen Sumber

Deckumen Sumber vang digunakan untuk proses akuntansi

BMN Idle terdiri atas:
a. Berita Acara Serah Terima;
b. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Bukti Penerimaan

Negara (BPN)/Bukti Setoran Lain,;

c. Kartu Pengawasan Pengelolaan Aset; dan/atau
d. Dckumen-deckumen lain terkait;
e. BAR.

Selain dekumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber
lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi BMN Idie
terdiri atas:

a. Memo Penyesuaian; dan

b. Dockumen-deckumen lain terkait.

Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi
dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan
sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan
data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan
kenfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak
terkait.

Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan
Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit

akuntansi sebagai berikut:

a. UAKPA BUN TK Pengelola BMN Idle dilaksanakan oleh Unit
Eselon 11 pada DJKN yang menatausahaan BMN.

b. UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang
melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang
berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelola Aset
dalam pengelolaan DJKN.
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Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga
bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit
akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang
BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB
BUN).

Penyampaian laporan keuangan
UAKPA BUN TK Pengelola BMN Idie menyusun laporan

keuangan untuk seluruh transaksi Pengelolaan BMN Idle, baik

secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan
disusun berupa LRA, Neraca, 1.O, LPE, dan CalLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai
berikut

a. UAKPA BUN TK Pengelola BMN Idle menyampaikan Laporan
Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, 1.O, LPE, dan CalLK
dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP
BUN TK DJKN.

b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan
maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan
vang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP
BUN TK DJKN.

c. Berdasarkan laporan keuangan gabungan di atas, UAP BUN
TK DJKN menyusun Laporan konsolidasisecara semesteran
dan tahunan, kemudian disampaikan kepada UAKP BUN
TK.

d. Berdasarkan Laporan konsolidasi di atas, UAKP BUN TK
menyusun laporan keuangan konsolidasi dan
menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan

tahunan.

Jadwal penyampaian Lapcran Keuangan mengikuti
ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengani
tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan

BUN.
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D.5. Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI

Sehubungan dengan krisis perbankan yang terjadi pada
pertengahan tahun 1997 di Indonesia, Bank Indcnesia (BI)
melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi permasalahan
melemahnya nilai tukar Rupiah, tingginya suku bunga dan
rendahnya kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan memberikan
berbagai fasilitas jangka pendek kepada bank-bank nasional untuk
menanggulangi kesulitan likuiditas, yang selanjutnya diserbut
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Bank Indonesia menyalurkan BLBI kepada bank-bank dalam
bentuk/skim yaitu Saldo Debet, Fasilitas Saldo Debet, Fasilitas
Diskento 1, Fasilitas Diskonto I, Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang
Khusus (FSBPUK), New Fasilitas Diskonto, Fasilitas Dana Talangan
Valas dan Fasilitas Dana Talangan Rupiah. Bank-bank penerima
BLBI adalah 10 (sepuluh) Bank Beku Operasi (BBO), 5 (lima) Bank
Take Over (BTO), 18 (delapan belas) Bank Beku Kegiatan Usaha
(BBKU) dan 15 (lima belas) Bank Dalam Likuidasi (BDL). Jumlah
BLBI yang disalurkan adalah Rpl144.536.086 juta dengan rincian
Rp37.686.947 juta (BBO), Rp37.639.215 juta (BTO), Rpl7.320.988
juta (BBKU) dan Rp11.888.936 juta (BDL). Dalam perkembangannya,
bank-bank penerima BLBI tersebut ditetapkan dan diserahkan oleh
Bl kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai
Bank Dalam Penyehatan (BDP).

Sesuai kesepakatan antara Menteri Keuangan dan Gubernur
Bank Indoonesia tertanggal 6 Februari 1999, Pemerintah
mengambilalih piutang BLBI dan sebagai gantinya Pemerintah
menerbitkan dan menyerahkan Surat Utang Pemerintah (SUP)
kepada BI senilai piutang BLBI yang dialihkan kepada Pemerintah.
Pengalihan piutang BLBI dari Bl kepada Pemerintah dilakukan
dengan penandatanganan Akta Cessie dihadapan Mudofir Hadi, SH,
netaris di Jakarta, yang dilaksanakan oleh wakil dari Bl dan Ketua
BPPN berdasarkan surat kuasa khusus dari Menteri Keuangan.

Termasuk dalam lingkup aset yang timbul dari pemberian BLBI
adalah piutang pemerintah pada 5 (lima) BDL yang menerima dana
penjaminan dari Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3)

dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp3.321.283 juta.
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Penyaluran dana penjaminan c¢leh UP3 dilakukan setelah
pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN. BDL adalah bank yang
telah menerima dana talangan, fasilitas pembiayaan dan/atau dana
penjaminan dari Pemerintah serta dicabut izin usahanya yvang diikuti

dengan likuidasi bank.

1. Pengklasifikasian
Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI terdiri atas:
a. Piutang Pada BDL
Piutang pada BDL merupakan saldo piutang
pemerintah pusat dalam bentuk hak tagih kepada seluruh
Bank Dalam Likuidasi yang belum menyelesaikan
kewajibannya. Aset dalam bentuk Piutang pada BDL
berasal dari pemberian dana talangan, saldo debet, dan
dana penjaminan. Piutang pada BDL terdiri dari:
1) Piutang pada 15 BDL Dana Talangan; dan
2) Piutang pada 5 BDL Dana Penjaminan (Unit Pelaksana
Penjaminan Pemerintah/UP3).

b. Aset Eks BPPN

Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor
27 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 19978 telah membentuk
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Pembentukan BPPN kemudian diperkuat dasar hukumnya
dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
dan Peraturan Pemerintah Nemor 17 Tahun 1999 tanggal
27 Februari 1999 tentang BPPN sebagaimana yang telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 47 Tahun
2001.

Tugas pekok BPPN berdasarkan PP No. 17 Tahun 1999
adalah penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan
oleh Bank Indonesia; penyelesaian aset bank baik aset fisik
maupun kewajiban debitur melalui Unit Pengelolaan Aset
dan pengupayaan pengembalian uang negara yang telah
tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian Aset

Dalam Restrukturisasi.
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Tugas penyehatan bank dilakukan cleh BPPN dengan
cara melakukan rekapitalisasi dan merger 13 (tiga belas)
Bank Dalam Penyehatan (BDP) yang berstatus Bank Take
Over (BTO) dan 7 (tujuh) Bank Umum Peserta Rekapitalisasi
(Bank Rekap). Tugas penyelesaian aset bank dan
pengupayakan pengembalian uang negara dilaksanakan
dengan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)
BDP, mengambilalih dan menguasai seluruh aset BBO dan
BBKU, mengambilalih dan menguasai kredit macet BDP
yang berstatus BTO, melakukan restrukturisasi aset/kredit
eks BDP, menyelesaikan aset bermasalah/berperkara,
penjualan aset (baik aset eks BDP maupun aset eks
Pemegang Saham BDP), penjualan (divestasi) saham
Pemerintah/BPPN pada BTO dan Bank Rekap. Hasil
penyelesaian dan penjualan aset dimaksud disetor ke Kas
Negara, untuk mengembalikan uang negara yang telah
disalurkan kepada BDP dan Bank Rekap.

Sesuai dengan PP No. 17 Tahun 1999, BPPN bertugas
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
27 Februari 1999 dan dapat diperpanjang untuk jangka
waktu tertentu sepanjang masih diperlukan untuk
menjalankan tugasnya. Pengakhiran tugas dan
pembubaran BPPN didasarkan pada Keputusan Presiden
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan
Pembubaran Tugas BPPN. Ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Keppres Neo. 15 Tahun 2004 tersebut mengatur bahwa
segala kekayaan BPPN menjadi Kekayaan Negara vang
dikelola oleh Menteri Keuangan. Pada tahap awal,
pengelolaan dilaksanakan oleh Tim Pemberesan BPPN yang
dibentuk untuk jangka waktu 6 (enam) bulan mempunyai
tugas untuk menyelesaikan sejumlah audit dan pekerjaan
administrasi yang belum selesai. Setelah Tim Pemberesan
berakhir, pengelolaan aset-aset eks BPPN dilakukan oleh
Tim Koordinasi yang dibentuk berdasarkan KMK Nomor
85/KMK.01/2006. Selanjutnya, dengan masa tugas Tim
Koordinasi  berakhir, sesuai dengan KMK Nomor

213/KMK.01/2008 maka penanganan penyelesaian tugas-
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tugas Tim Pemberesan BPPN, UP3, dan Penjaminan
Pemerintah  terhadap Kewajiban Pembayaran BPR
ditugaskan kepada Unit-unit di lingkungan Kementerian
Keuangan. Lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 184/PMK.01/2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, diatur bahwa unit
teknis yang melaksanakan pengelolaan atas aset eks BPPN
adalah Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem
Informasi, Direktorat Jenderal kekayaan Negara. Asel Eks
BPPN terdiri dari:

1. Aset kredit ATK, non ATK, dan PKPS, dan

2. Aset properti/Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA),

aset inventaris, aset nostro dan Surat berharga.

Aset Eks Kelolaan PT PPA (Persero)

PT' Perusahaan Pengelola Aset (Persero) merupakan
badan hukum yang melanjutkan fungsi pengelolaan aset
eks BPPN yang masih ada pada saat masa tugas BPPN
berakhir PT' PPA (Persero) dibentuk dengan jangka waktu 5
(lima) tahun untuk menangani aset berdasarkan Perjanjian
Penyerahkelolaan Aset dari Menteri Keuangan kepada PT
PPA (Persero).

Aset yang sudah berstatus tuntas (free and
clear)dalam arti tidak terdapat permasalahan hukum
diserahkan ke PT. PPA (Persero). Diharapkan dengan
terbentuknya PT. PPA (Persero) maka tingkat recovery
pengembalian aset eks BPPN vang diserahkelolakan dapat
lebih maksimal. Selain aset, PT. PPA (Perserc) juga
mengelola piutang vang berasal dari penjualan barang-
barang milik negara yang dalam pengeloclaan PT'. PPA
(Perseroc) namun belum dilakukan pelunasan oleh pihak
ketiga/sudah dilunasi namun belum disetorkan ke kas
negara. Perjanjian Penyerahkelolaan Aset tersebut berakhir
sejalan dengan  berakhirnya jangka waktu awal
pembentukan PT. PPA (Persero) pada tahun 2008. Oleh
karena itu, pada tanggal 27 Februari 2009 PT. PPA (Persero)
telah menyerahkan kembali aset-aset yang diserahkelolakan
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kepada Menteri Keuangan dengan surat Direktur Utama PT.
PPA (Persero) No. $-109/PPA/DU/0209 tanggal 27 Februari
2009 dan Berita Acara Serah Terima No. BAST-
002 /PPA /0209 tanggal 27 Februari 2009.

Pengelolaan aset eks kelolaan PT. PPA (Persero) oleh
Menteri Keuangan diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan
Aset eks Kelolaan PT. PPA (Persero) oleh Menteri Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan No.190/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009
tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT.
Perusahaan Pengelola Aset (Persero) cleh Menteri Keuangan.

Aset-aset vang diserahkelolakan oleh  Menteri
Keuangan berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal
27 Februari 2004 kepada PT PPA (Persero) dan kemudian
pada tanggal 27 Februari 2009 dikembalikan oleh PT PPA
(Persero) kepada Menteri Keuanganberupa:

1) Saham Bank;

2) Saham Non Bank;

3) Hak Tagih/Piutang/Aset Kredit;

4)  Properti; dan

9) Surat Berharga, Saham, dan Kredit.

Aset Yang Diserahkelolakan kepada PT. PPA (Persero)
Sebagian dari aset yvang telah dikembalikan oleh PT'.
PPA (Perserc) kepada Menteri Keuangan pada tahun 2009
tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.
93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset eks Kelolaan
PT. PPA (Persero) oleh Menteri Keuangan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
No.190/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 tentang
Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola
Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan, dapat

diserahkelolakan/diperjanjikan untuk dikelola oleh Pihak
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Ketiga. Penyerahkelolaan aset ini dilakukan berdasarkan
perjanjian yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.
Pengelclaan atas aset yang diserahkelolakan kepada
PT. PPA (Persero) diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan
Nomor 92/PMK.06/2009 terkait Pengelolaan Aset eks
Kelolaan PT PPA (Perserc) yang Diserahkelolakan oleh
Menteri Kenangan kepada PT PPA (Persero).
Aset-aset yang diserahkan ke PT. PPA (Persero) dapat
berupa:
1) Aset Kredit;
2) Surat Berharga; dan
3) Aset Saham Non Bank.

2. Akuntansi Realisasi Anggaran
a. Pengakuan

1) Beban atas Aset yang Timbul Dari Pemberian BLBI
pada buku besar akrual diakui pada saat munculnya
surat tagihan dan/atau saat timbulnya kewajiban vang
telah diverifikasi.

2)  Pendapatan-LO atas Aset yang Timbul Dari Pemberian
BLBI pada buku besar akrual diakui pada saat
timbulnyva hak dan/atau diterima di Kas Negara.

3) Pendapatan-LRA atas Aset yang Timbul Dari
Pemberian BLBI pada buku besar kas diakui pada saat
kas diterima di Kas Negara.

4)  Penerimaan pembiayaan atas Aset yang Timbul Dari
Pemberian BLBI pada buku besar kas dan buku besar

akrual diakui pada saat kas diterima di Kas Negara.

b. Pengukuran
1) Beban atas Aset yang Timbul Dari Pemberian BLBI
diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam
dokumen sumber dan/atau dokumen penyesuaian
atas beban.
2)  Pendapatan-LO atas Aset yang Timbul Dari Pemberian

BLBI diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera
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pada dokumen sumber penerimaan dan/atau

dekumen memo penyesuaian pendapatan.

3) Pendapatan-LRA atas Aset yang Timbul Dari
Pemberian BLBI diukur berdasarkan nilai nominal
vang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.

4)  Penerimaan pembiayaan atas Aset yang Timbul Dari
Pemberian BLBI diukur berdasarkan nilai nominal
vang tertera dalam dokumen setoran.

Jurnal

Jurnal Beban

Buku Besar Akrual

Uraian Dr Cr
Beban XXX XXXX
Belanja Yang Masih Harus XXXX
Dibayar

Uraian Dr Cr
Beban Penyisihan XXXX
Penyisihan Piutang Tak XXXX
Tertagih

Jurnal Pendapatan-LO
Buku Besar Akrual

a) Jika pendapatan diakui pada saat timbulnya hak

Urajan Dr Cr
Piutang Pendapatan XXXX
Pendapatan-L.O XXXX
Pada saat dilakukan setoran ke Kas Negara
Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lain XXXX
Piutang Pendapatan XXXX

b) Jika pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas

Negara
Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan-LO XXXX
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Jurnal Pendapatan-LRA

Buku Besar Kas

Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan-LRA XXXX

Jurnal Penerimaan Pembiayaan

Buku Besar Kas

Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lain XXXX
Penerimaan Pembiayaan XXXX

Buku Besar Akrual

Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lain KXXX
Piutang Lain-Lain/Aset XXXX
Lainnya

d. Penyajian
1) Realisasi Beban, Pendapatan-L{, dan Penerimaan
Pembiayaan yang dicatat dalam Buku Besar Akrual
disajikan pada Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Neraca.
2) Realisasi Pendapatan-LRA dan Penerimaan
Pembiayaan yang dicatat dalam Buku Besar Kas

disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

3. Akuntansi Pos Neraca
a. Pengakuan
1) Piutang pada BDL diakui setelah pengalihan hak tagih
dari Bank Indonesia kepada Menteri Keuangan (cessie)
dan pemberian Dana Penjaminan kepada BDL.
2)  Aset eks BPPN diakui sebagai berikut:
a) Aset Kredit Non Asset Transfer Kit (ATK) cks BPPN
termasuk  Tagihan  Penyelesaian  Kewajiban
Pemegang Saham  (PKPS) diakui  setelah
ditandatanganinya Pernyataan Bersama

(PB)/diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang



2015, No.2054

3)

1)

-160-

Negara (PJPN) oleh Panitia Urusan Piutang Negara
(PUPN].

b) Aset Kredit ATK eks BPPN, Aset Properti/BJDA,
aset inventaris, aset saham dan surat berharga
lain (saham, reksadana, dll) diakui pada saat
dibubarkannya/berakhirnya masa tugas BPPN
sesuai Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004
atau pada saat menjadi kekayaan negara yang
dikelola oleh Menteri Keuangan.

Aset eks Kelolaan PT. PPA (persero) antara lain Aset

Kredit eks Kelolaan PT. PPA (persero), Aset

Properti/BJDA, aset saham, dan surat berharga lain

(saham, reksadana, dll.) diakui pada saat berakhirnya

perjanjian serah kelola antara PT. PPA (persero) dengan

Menteri Keuangan  sebagaimana  Berita  Acara

Pengembalian Aset dari PTI. PPA (perserc] kepada

Menteri Keuangan Tahun 2009.

Aset vang Diserahkelolakan kepada PT. PPA (persero)

diakui pada saat diserahkelclakan kepada PT. PPA

(perserc) sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian

Serah Kelola Aset antara Menteri Keuangan dan PT.

PPA (persero).

b. Pengukuran

1)

2)

Piutang pada BDIL diukur sebesar nilai yang belum

dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dan

disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan

(net realizable value). Piutang pada BDL disisihkan

menurut Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur

mengenai penyisihan piutang tak tertagih pada

Bendahara Umum Negara.

Aset eks BPPN diukur sebagai berikut:

a) Aset Kredit eks BPPN diukur sebesar nilai yang
belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan
dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat
direalisasikan (net realizable value). Aset eks BPPN

disisihkan menurut Peraturan Menteri Keuangan
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yang mengatur mengenai penyisihan piutang tak
tertagih atas Aset Kredit eks BPPN.

b) Aset Properti/BJDA, aset saham, dan surat
berharga lain diukur sebesar nilai wajar aset eks
BPPN.

3) Aset eks Kelclaan PT. PPA (perserc) diukur sebagai
berikut:

a) Aset Kredit eks Kelelaan PT. PPA (persero) diukur
sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan
tanggal pelaporan dan disajikan sebesar nilai
bersih yang dapat direalisasikan (net realizable
value). Aset Kredit eks Kelolaan PT. PPA (persero)
disisihkan menurut Peraturan Menteri Keuangan
yang mengatur mengenai penyisihan piutang tak
tertagih atas Aset Kredit eks Kelolaan PT. PPA.

b) Aset Properti eks Kelolaan PT. PPA (persero), aset
saham, dan surat berharga lain diukur sebesar
nilai wajar aset.

4)  Aset yvang Diserahkelolakan kepada PT. PPA (persero)
diukur sebesar nilai aset yang tercantum dalam

Perjanjian Serah Kelela Aset antara Menteri Keuangan

dan PT. PPA (persero).

Jurnal

1) Piutang pada BDL

Jurnal Pencatatan Piutang pada BDL
Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Piutang Lain-Lain XXXX
Ekuitas XKXXX

Jurnal Pencatatan Beban Penyisihan Piutang pada BDL
Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Beban Penyisihan Piutang Tak XXXX
Tertagih
Penyisihan Piutang Tak XXXX
Tertagih
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Jurnal Pembayaran/Pelunasan Piutang pada BDL

Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lain XXXX
Penerimaan Pembiayaan XXXX

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lain XXXX
Piutang Lain-Lain XXXX

2) Aseteks BPPN
Jurnal Pencatatan Aset Kredit eks BPPN
Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr

Piutang Lain-Lain XXXX

Ekuitas XXXX

Jurnal Pencatatan Penyisihan Aset Kredit eks BPPN
Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Beban Penyisihan Piutang Tak XXXX
Tertagih
Penyisihan Piutang Tak XXXX
Tertagih

Jurnal Pembayaran/Pelunasan Aset Kredit eks BPPN

Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lain XXXX
Penerimaan Pembiayaan XXXX

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr

Diterima dari Entitas Lain XXXX

Piutang Lain-Lain XXXX
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Jurnal Koreksi Kurang Besaran Piutang/Pemberian
Keringanan Utang/Pengembalian Pengurusan Piutang

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Ekuitas XXXX
Piutang Lain-Lain XXXX

Jurnal Pencatatan Aset Properti/BJDA, Aset Saham, dan
Surat Berharga Lain eks BPPN
Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Aset Lainnya XXXX
Ekuitas XXXX
Jurnal Penerimaan atas Penjualan

[Kompensasi/Penebusan Aset Properti/BJDA, Aset
Saham, dan Surat Berharga Lain eks BPPN

Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lain XXXX
Penerimaan Pembiayaan XXXX

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lain XXXX
Aset Lainnya XXXX
Jurnal Penerimaan atas Pemanfaatan

AsetProperti/BJDA, Deviden Aset Saham, dan Surat
Berharga Lain eks BPPN

Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan-LRA XXXX

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan-L.O XXXX
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Jurnal Penetapan Status Aset Properti/BJDA eks BPPN
menjadi Barang Milik Negara (BMN)
Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr

Ekuitas XXXX

Aset Lainnya XXXX

3) Aset eks Kelolaan PT. PPA (persero)
Jurnal Pencatatan Aset Kredit eks Kelolaan PT. PPA
(persero)

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr

Piutang Lain-Lain XXXX

Ekuitas XXXX

Jurnal Pencatatan Penyisihan Aset Kredit eks Kelolaan
PT. PPA (persero)
Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Beban Penyisihan Piutang Tak XXXX
Tertagih
Penyisihan Piutang Tak XXXX
Tertagih

Jurnal Pembayaran /Pelunasan Aset Kredit eks Kelolaan
PT. PPA (persero)

Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lain XXXX
Penerimaan Pembiayaan XXXX

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr

Diterima dari Entitas Lain XXXX

Piutang Lain-Lain XXXX
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Jurnal Koreksi Kurang Besaran Piutang/Pemberian
Keringanan Utang/Pengembalian Pengurusan Piutang

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Ekuitas XXXX
Piutang Lain-Lain XXXX

Jurnal Pencatatan Aset Properti/BJDA, Aset Saham, dan
Surat Berharga Lain eks Kelolaan PT. PPA (persero)
Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Aset Lainnya XXXX
Ekuitas XXXX
Jurnal Penerimaan atas Penjualan

[Kompensasi/Penebusan Aset Properti/BJDA, Aset
Saham, dan Surat Berharga Lain eks Kelolaan PT. PPA
(persero)

Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lain XXXX
Penerimaan Pembiayaan XXXX

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lain XXKX
Aset Lainnya XXXX
Jurnal Penerimaan atas Pemanfaatan

AsetProperti/BJDA, Deviden Aset Saham, dan Surat
Berharga Lain eks Kelolaan PT. PPA (persero)

Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan-LRA XXXX

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan-1.O XXXX
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Jurnal Penetapan Status Aset Properti/BJDA eks
Kelolaan PT. PPA (persero) menjadi Barang Milik Negara
(BMN)

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr

Ekuitas XXXX

Aset Lainnya XXXX

4)  Aset yang Diserahkelolakan kepada PT. PPA (persero)
Jurnal Pencatatan Penyisihan Aset yang
Diserahkelolakan kepada PT. PPA (persero)

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Beban Penyisihan Piutang Tak XXXX
Tertagih
Penyisihan Piutang Tak XXXX
Tertagih
Jurnal Penerimaan /Pembayaran /Realisasi Hasil

Pengelolaan Aset (HPA)

Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lain XXXX
Penerimaan Pembiayaan XXXX

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lain XXXX
Aset Lainnya XXXX

Penyajian
1) Piutang pada BDL disajikan pada Neraca sebagai
Piutang Lain-Lain sebesar nilai bersih vang dapat
direalisasikan {net realizable value).
2) Aset eks BPPN disajikan sebagai berikut:
a) Aset Kredit eks BPPN disajikan pada Neraca
sebagai Piutang Lain-Lain sebesar nilai bersih

yvang dapat direalisasikan (net realizable value).
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b) Aset Properti/BJDA, aset saham, dan surat
berharga lain eks BPPN disajikan pada Neraca
sebagai Aset Lainnya sebesar nilai wajar.

Aset eks Kelolaan PT. PPA (persero) disajikan sebagai

berikut:

c) Aset Kredit eks Kelolaan PT. PPA (persero)
disajikan pada Neraca sebagai Piutang Lain-Lain
sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net
realizable value).

d) Aset Properti/BJDA, aset saham, dan surat
berharga lain eks Kelolaan PT. PPA (persero)
disajikan pada Neraca sebagai Aset Lainnya
sebesar nilai wajar.

Aset yvang Diserahkelolakan kepada PT. PPA (persero)

disajikan pada Neraca sebesar nilai aset yang

tercantum dalam Perjanjian Serah Kelola Aset antara

Menteri Keuangan dan PT. PPA (persero) dikurangi

dengan realisasi Hasil Pengelolaan Aset (HPA).

2015, No.2054
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Conteh Fermat Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA

LAPORAN OFERASIONAL

Periode vang berakhir 31 Desember 20X 1
{Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 20X1 20X0
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN XXKXX XKXKXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK XKKXKK XKKXKXK
PENDAPATAN HIBAH XKKXXX XKKXXX
Jumlah Pendapatan Operasional XAXXX );0,9,:0,0.¢
BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai KKXXXX KKXXXX
Beban Persediaan XXXXX XXXXX
Beban Jasa KKXXX HKXXX
Beban Pemeliharaan KXXKXX HKXXKXX
Beban Perjalanan Dinas XXKXXX );0.9,:0,0.¢
Beban Barang untuk Diserahkan kepada ):0.0:0.0.4 ):6.0.0.0.¢
Masyarakat

Beban Bunga XAXXX XAKXX
Beban Subsidi XXXXX HHXXX
Beban Hibah XXXXX XXXXX
Beban Bantuan Sosial HKKXXKXX HKXXKXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi ):0,0:0,0.¢ ),0,0:0,0.¢
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih XXKXXX XXKXXX
Beban Transfer XXXXX XXXXX
Beban Lain-lain XXXXX HHXXX
Jumlah Beban Operasional KKXXXX KKXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional ):0,0:0,0.4 ):0,0:0,0.4

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar XAXXX XAXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar KAXKXX HAXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nen KKXKXKX KKXKXKX
Lancar

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional ):0.9:0.0.¢ ):0.9:0.0.4
Lainnya
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ):0,0:0,0.¢ ):0,0:0,0.¢
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non XXKXK ):0.0:0.0.¢
Operasional Lainnya
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non KXKKXX :0,0:0,0.4

Operasional

POS LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa ):0,0:0,0.4 ):0,0:0,0.4
Beban Luar Biasa ,0,0.0.0.¢ HAXKXKX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa XXXXX XXXXX

SURPLUS/DEFISIT - LO XXXXX XXKXXX
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Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 20X 1
{Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 20X1 20X0
EKUITAS AWAL KXXX KXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO KXKXX KXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN KXXX KKXX
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX
Lain-lain XXX KXKXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) KXXXX XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS KXKX KKKK
EKUITAS AKHIR KKXXKX XKXXX
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Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA

Per 31 Desember 20X1

{Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 31 DESEMBER
20X1 20X0
ASET |
ASET LANCAR
Kas dan Bank c.2
Kas Lainnya dan Setara Kas c.21 30003000 XXX OO X000 XXX
| | Jumlah Kas dan Bank XX XHK XXX KKK XX KHK L KHK KKK
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak c.2.2 SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Piutang Lain-Lain C.2.3 SO0, 300 KX pooBooBood
{Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C.2.4 (zoot. 3. X% (poodoodoe®osd
Piutang)
| [ Jumlah Piutang K. XO0L XL XX po B sodeodeed
Persediaan C.2.5 ho B oo Boed oed o Beodoede e
| | [ Jumlah Aset Lancar poeBoed s ool pooBoodeodeed
ASET TETAP C.2.6
Tanah XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Peralatan dan Mesin XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Gedung dan Bangunan XHKKIKX XKL poo e oot
Jalan. Irigasi. dan Jaringan poo 8 0:0. 8 60,4 XK HHH KKK
Aset Tetap Lainnya p:6:0:80:0. 8604 XK KL XKK
Konstruksi Dalam Pengerjaan XX IO XXX pooBoeh el
| | Jumlah Aset Tetap XKL XK KKK XHX pooBoobeodeed
ASET LAINNYA C.2.7
Aset Tak Berwujud XAK XKL XEK XA KAK KKK
Aset KKKS SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Aset Eks BPPN po;e B oo Bioed YOOL T XKR
Piutang Jangka Panjang XA IO XXX pooBoed el
Aset Lain-lain XK KAK XKL hoo S oo oot
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya XAK XEXXEK po o b oo oot
{Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Cc.2.8 (ot oot 2o o) (zoot. xoot. 300 1)
Lainnya)
| Jumlah Aset Lainnya KAK KEKX XK XHK bo o oo dord ool

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

| T [ [ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan

PO 0.8, 0:0.8.6.0.4

po o B oo el

Utang Jangka Panjang DN Lainnya

pe o008 6.0 4

po e oo eed

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

RO o 6.0 8.0.0 ¢

KA KK XXX

| Jumlah Utang Jangka Panjang DN

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang LN

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

EKUITAS

(ot oot 2o o)

(zoot. xoot. 300 1)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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XXH XXX XXX XX XX XXX KKK KKK XX XKX KKK S Ttved 108a urere( ueurefng [ g

(zoex XXX XXX} (XXX XXX XXX) eIRZ0N BSIeyladq jeing ueienR3uad

XXX XXX XXX XXX XXX XXX ereSoN ed1eylog JeIng UBeLIIoUd]

000 XXX XXX XX XX OOK XX XN 3000 XXX XXX +1ved (03aN) e1e3a) B3IEyIag JeIng | '+

00 XXX XXX 9XX XX 00K XX XN 000 XXX XXX e 1'v'ed ISBSUINPNIISaY Welsold sy ueenluad uep 1sesnealld | ‘¢

XX XXX XXX %XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX zlved ueure[ur] UesnIoua{ UBIBqUWASUI] UB[IOL) UBBUILIIUY] | g

XXX XXX XXX LXK XX XXX KKK KKK XXX XXX XXX 1'T%cd e ULIamwaJ SUMIasay | ']

XXX XXX XXX'X 0HXX XX XXX XXX 'XXX'X XXX XXX 'XXX'X 1'vcd o3oN wee(] ueeierquiad 1
t'cd NVVAVIOWHd "W

XXX KKK KKK XK % XX XX | XXXXXXXXKKK | XXX XXX KKKKX ecda (d-v) NVIVDONY (ISME} SNIdINS D

XX KXK KKK KK 9% XX ‘XX | XXX XXX'XXX'XX XRK KKK KKK KK (Ig+1"9) Nng eluejeg yepunp 7

000 XRX XXX X 9%XX XX XXX OO XXKX OO0 XNX XXX'X zced yerse( 23 Igjsuel], | I |

00 XXX XXX XX XX UK XXX XXX JOO0XXX XXX 81ccd ure ure] eluejag 7

XX XXX XXX %XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX z1eced sueleq eluepg 7

XXX XKX XXX X XX XX XXX XXX KKK XX XHX XKX'X 1'ccda yesng yeyuriawa elfirejog 1]
ccd NNd VIONVTII 'O

00 XXX XXX XX % XX ‘XX | XXX'XXX'XXX'XX OO0 XXX XXX XX (III'V+II'V+I'V) Ueqig uep NNg ueledepuad yejun,

XXX XXX XXX'X XX XX XXX XXX XXX XXX | XXX XXX XXX XXX e1eda Ueqig Ueemiauad | I |

XX XXX XXX 04HXX XX XXX KKK KKK XU XXX XXX ec1eda eAutTe seled uesng ereSoN UeeILIOUS] 7

XXX XXX XXX XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 1Tz1cda wely eAe(] 12qUING UBBUILIIUI] 7

XXX XXX XXX X 0HXX XX XXX XXX XXX K XXX XXX XXX'X zlecda sjefed uesing eieSoN ueeWLIdUA] | T |

000 XX XXX X 9%XX XX XXX OOCKXNX OO0 XNX XXX'X 1'1ecd ueselediad ueswiiauad 1|
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e. Pengungkapan
Informasi terkait dengan Aset Yang Timbul Dari
Pemberian BLBI diungkapkan secara memadai dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

4.Dokumen Sumber
Deckumen sumber vang digunakan untuk proses akuntansi
Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI terdiri atas:

a. Akta Cessie;

b. Keputusan Menteri Keuangan;

c. Perjanjian Serah Kelola Aset;

d. Berita Acara Pengembalian Aset;

e. BAST;

f. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Bukti Penerimaan
Negara (BPN)/Bukti Setoran Lain; dan

g. BAR.

Selain dekumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber
lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi Aset Yang
Timbul Dari Pemberian BLBI terdiri atas:

a. Memo Penyesuaian; dan

b. Dockumen-deckumen lain terkait.

S. Pelaksanaan Verifikasi
Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi
dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan
sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan
data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan
kenfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak
terkait.

6. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan
Untuk keperluan akuntansi dan pelaporan keuangan
dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:
a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian
BLBI, dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada DJKN yang
menangani Pengelolaan Kekayaan Negara. UAKPA BUN TK
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Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI mengelola

aset-aset yang timbul dari pemberian BLBI.

b. UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang
melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang
berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelola Aset
dalam pengelolaan DJKN.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga
bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit
akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang
BUN tetapi merupakan Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN
(UAKPLB BUN).

PenyampaianLaporan Keuangan
UAKPA BUN TK Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI

menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi terkait

mutasi Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI baik secara
semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun
berupa LRA, Neraca, L.O, LPE, dan CalLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai
berikut:

a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian
BLBI menyvampaikan laporan keuangan yang terdiri atas
LRA, Neraca, LO, LPE, dan CalLK secara semesteran dan
tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan
Pernyataan Telah Direviu kepada UAP BUN TK DJKN.

b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan
maka UAKPA BUN TK menyvampaikan laporan keuangan
yvang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP
BUN TK DJKN;

c. Berdasarkan laporan yvang disampaikan cleh UAKPA BUN
TK maka UAP BUN TK DIJKN menyusun laporan
konsolidasi;

d. Laporan konsclidasi disusun secara semesteran dan
tahunan disampaikan oleh UAP BUN TK DJKN kepada
UAKP BUN TK;
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e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari seluruh UAP BUN TK,
UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasi
dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan
tahunan.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti
ketentuan yvang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan vang
mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian

Laporan Keuangan BUN.

D.6. Aset Lainnya Dalam Pengelolaan DJKN

Aset Lainnya Dalam Pengelolaan DJKN merupakan aset
pemerintah yang dikelola oleh DJKN selaku pengelola Barang vang
tidak termasuk ke dalam kategori Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa,
BMN yvang berasal dari Pertambangan, Aset Eks Pertamina, BMN Idle
yang sudah diserahkan ke DJKN, dan Aset yang timbul dari
Pemberian BLBL.
1. Pengklasifikasian

Aset Lainnya dalam Pengelclaan IDJKN berasal dari berbagai

sumber, yaitu:

a. Barang Gratifikasi;

b. BMN yvang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian kerja sama
antara Pemerintah Republik Indonesia dengan badan
internasional dan/atau negara asing;

c. BMN vang diperoleh dari pembubaran badan yvang dibentuk
Kementerian/Lembaga, seperti unit pelaksana teknis vang
dibentuk oleh Kementerian/Lembaga;

d. BMN vang diperoleh dari pembubaran badan-badan ad hoc;
atau

e. BMN yang diperoleh dari pembubaran yayasan sebagai
tindak lanjut temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan.

2. Perlakuan Akuntansi
a. Pengakuan
Aset diakui sebagai Aset Lainnya dalam pengelolaan DJKN
setelah dilakukan serah terima, inventarisasi dan/atau

penilaian.
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Pengukuran

Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN dicatat berdasarkan
nilai buku atau hasil penilaian, sedangkan apabila dibeli
dalam mata uang asing maka hasil penilaiannya dijabarkan
ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs
tengah Bank Indonesia pada tanggal penilaian dan
diungkapkan dalam CalL.K.

Jurnal

Jurnal Saldo Awal dari Basis Kas Menuju Akrual ke Basis
Akrual atas Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN yang
telah dicatat di Neraca Tahun 2014.

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr

Aset Lainnya XXXX

Ekuitas XXXX

Jurnal Penerimaan Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN
dari entitas lain:

Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr
Aset Lainnya XXXX
Transfer Masuk/ Surplus XXXX
Perclehan Aset Lainnya

Jurnal Pendapatan atas pengelolaan/pemanfaatan Aset
Lainnya dalam Pengelolaan DJKN:

Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr

Diterima dari Entitas Lainnya XXXX

Pendapatan XXXX

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr

Diterima dari Entitas Lainnya XXXX

Pendapatan XXXX
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Jurnal Penerimaan Kas atas Pelepasan/Penjualan Aset
Lainnya dalam Pengelolaan DJKN:

Buku Besar Kas:

2015, No.2054

Uraian Dr Cr

Diterima dari Entitas Lainnya XXXX

Pendapatan XXXX

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lain XXXX
Surplus/Defisit Pelepasan Aset XXXX
Lainnya
Aset Lainnya XXXX

Keterangan: Surplus Defisit dihitung dari Selisih antara
Setoran pendapatan dengan nilai buku Aset Lainnya dalam

Pengelolaan DJKN.

Jurnal Aset yang telah ditetapkan menjadi BMN K/L
(disertifikatkan a.n. Pemerintah RI).
Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr

Transfer Keluar XXXX

Aset Lainnya XXXX

Jurnal Aset vyang telah ditetapkan menjadi BMD
(disertifikatkan a.n. Pemerintah Daerah) atau dihibahkan
atau dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah
atau dikeluarkan dari daftar Aset Lainnya dalam
Pengelolaan DJKN.
Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr

Defisit Pelepasan Aset Lainnya XXXX

Aset Lainnya XXXX

Penyajian

1) Aset Lainnya dalam pengelolaan DJKN disajikan
sebagai aset lain-lain pada neraca.

2) Realisasi pendapatan-LRA yang dicatat dalam buku
besar kas disajikan sebagai realisasi pada Laporan

Realisasi Anggaran.
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Realisasi pendapatan-L.O, dan penyesuaian yang
dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan
Neraca.

Aset yang tidak diketahui nilainya tidak disajikan
dalam neraca, namun cukup diungkapkan dalam

CalLK.
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Conteh Fermat Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA

LAPORAN OFERASIONAL

Periode vang berakhir 31 Desember 20X 1
{Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 20X1 20X0
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN XXKXX XKXKXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK XKKXKK XKKXKXK
PENDAPATAN HIBAH XKKXXX XKKXXX
Jumlah Pendapatan Operasional XAXXX );0,9,:0,0.¢
BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai KKXXXX KKXXXX
Beban Persediaan XXXXX XXXXX
Beban Jasa KKXXX HKXXX
Beban Pemeliharaan KXXKXX HKXXKXX
Beban Perjalanan Dinas XXKXXX );0.9,:0,0.¢
Beban Barang untuk Diserahkan kepada ):0.0:0.0.4 ):6.0.0.0.¢
Masyarakat

Beban Bunga XAXXX XAKXX
Beban Subsidi XXXXX HHXXX
Beban Hibah XXXXX XXXXX
Beban Bantuan Sosial HKKXXKXX HKXXKXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi ):0,0:0,0.¢ ),0,0:0,0.¢
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih XXKXXX XXKXXX
Beban Transfer XXXXX XXXXX
Beban Lain-lain XXXXX HHXXX
Jumlah Beban Operasional KKXXXX KKXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional ):0,0:0,0.4 ):0,0:0,0.4

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar XAXXX XAXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar KAXKXX HAXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nen KKXKXKX KKXKXKX
Lancar

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional ):0.9:0.0.¢ ):0.9:0.0.4
Lainnya
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ):0,0:0,0.¢ ):0,0:0,0.¢
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non XXKXK ):0.0:0.0.¢
Operasional Lainnya
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non KXKKXX :0,0:0,0.4

Operasional

POS LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa ):0,0:0,0.4 ):0,0:0,0.4
Beban Luar Biasa ,0,0.0.0.¢ HAXKXKX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa XXXXX XXXXX

SURPLUS/DEFISIT - LO XXXXX XXKXXX
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Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NE GARA

Laporan Perubahan Ekuitas

Per 31 Desember 20X 1

{Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 20X1 20X0
EKUITAS AWAL KXXX KXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO KXKXX KXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN KXXX KKXX
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX
Lain-lain XXX KXKXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) KXXXX XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS KXKX KKKK
EKUITAS AKHIR KKXXKX XKXXX




-181-

Contoh Format Neraca
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BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA

Per 31 Desember 20X1

{Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 31 DESEMBER
20X1 20X0
ASET |
ASET LANCAR
Kas dan Bank c.2
Kas Lainnya dan Setara Kas c.21 30003000 XXX OO X000 XXX
| | Jumlah Kas dan Bank XX XHK XXX KKK XX KHK L KHK KKK
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak c.2.2 SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Piutang Lain-Lain C.2.3 SO0, 300 KX pooBooBood
{Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C.2.4 (zoot. 3. X% (poodoodoe®osd
Piutang)
| [ Jumlah Piutang K. XO0L XL XX po B sodeodeed
Persediaan C.2.5 ho B oo Boed oed o Beodoede e
| | [ Jumlah Aset Lancar poeBoed s ool pooBoodeodeed
ASET TETAP C.2.6
Tanah XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Peralatan dan Mesin XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Gedung dan Bangunan XHKKIKX XKL poo e oot
Jalan. Irigasi. dan Jaringan poo 8 0:0. 8 60,4 XK HHH KKK
Aset Tetap Lainnya p:6:0:80:0. 8604 XK KL XKK
Konstruksi Dalam Pengerjaan XX IO XXX pooBoeh el
| | Jumlah Aset Tetap XKL XK KKK XHX pooBoobeodeed
ASET LAINNYA C.2.7
Aset Tak Berwujud XAK XKL XEK XA KAK KKK
Aset KKKS SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Aset Eks BPPN po;e B oo Bioed YOOL T XKR
Piutang Jangka Panjang XA IO XXX pooBoed el
Aset Lain-lain XK KAK XKL hoo S oo oot
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya XAK XEXXEK po o b oo oot
{Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Cc.2.8 (ot oot 2o o) (zoot. xoot. 300 1)
Lainnya)
| Jumlah Aset Lainnya KAK KEKX XK XHK bo o oo dord ool

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

| T [ [ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan

PO 0.8, 0:0.8.6.0.4

po o B oo el

Utang Jangka Panjang DN Lainnya

pe o008 6.0 4

po e oo eed

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

RO o 6.0 8.0.0 ¢

KA KK XXX

| Jumlah Utang Jangka Panjang DN

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang LN

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

EKUITAS

(ot oot 2o o)

(zoot. xoot. 300 1)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS




-182-

2015, No.2054

XXX XXX XXX 0L XX XX K XXX XXX XXX XXX KKK S1vTd adaN urere uwewrelulgy [ g

(3o X xxx) (3o X xx) BIeZoN B3Ieylod JBING ueienaduad

XXX XXX XXX XXX XXX XXX eIeZoN edIeylog jeIng ueewrloudd

XXX XXX XXX XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX vI1ved (0jaN} eIESON BSIRyIDg JeNg | 't

XXX XXX XXX 0L XX XX K XXX XXX XXX XXX KKK c1'v'zd ISBSLIN)NNI)ISIY wWeIsold 1asy Uerenluad uep 1sesneatld | '€

XXX XXX XXX 05 XX XX XXX'XXX XXX XXX XXX XXX Z1vzda uewe[Ur] UBSNIDUL] UBeqUIDSUld UB[IOL) UBBWIIOUA] | ‘g

XXX XXX XXX 0 XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 1T'T+2d YeULIdWad SUTUaay | 1

XXX XXX XXX'X XX XX XXX XXX XXX'X XXX XXX XXX'X T'+z2d 11930 Wee(] UeBARIqUIa] B
+'c'd NVVAVIHWHd "N

XXX XHKKXK XX % XX XX | XXXXXXXXKX'XK | XXX 'XXXXXK'KX ezda (8-v} NVEVDONY (LISIEQ) SIdANS O

XXX XXX XXX XX % XX XX | 3000 XXX XX XX XXX XXX XXX XX (rg+149) Nng efuepg yerunp

XXX XXX XXX'X XX XX XXX XXX XXX X XXX XXX XXX'X ceTda YeIae( a3 IaJsueI] | []

XXX XXX XXX 0L XX XX K XXX XXX XXX XXX KKK g'1CcTd ure] ure] elirejag

XXX XXX XXX 0/ XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX z1lcod Suereq elfuepg

XXX XXX XXX'X VXX XX OO0 XXX XXX X OO XXX XXXX 1'cZd Jesnd yejulawo ] eluerag T
ced NNg VONVTEd O

XXX XXX XXX XX % XX XX | 3000 XXX XX XX XXX XXX XXX XX (III'V+II'v+I'V) Ueqiq uep NNd weredepuad yejump

XXX XXX XXX X 0LXX XX XXK XXX XXX KKK | XXX XXX XXX KKK e 1Tda qeqr UeemnIauad | III

XXX XXX NXX 0HXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX colcd efuureT] steled wesng ereSaoN UeewIIaUa]

XXX XXX XXX 0/ XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX T'zg1cd wely efed I2quINg UeB WU

XXX XXX XXX'X VXX XX OO0 XXX XXX X OO XXX XXX'X z1eda Meled ueyng eredoN UeewWIIDUL] | J]

XXX XXX XXX X 0LXX XX XXX XXX XXX X XK XXX XXX X 1'1'z2d ueselediag UeemIauag B
1'cda HVHIH NVJ NNd NVIVAVAONHd 'd

ISVSITVHA %o ISVSI'TVHA NVIVDDNV
0X0C NVIVOONY NNHVL 1X0C NVIVDONVY NNHVL NV.ILV.IVO NVIVIN

fymdny womwg)

KXOCZ I2quasa(] ¢ ueduaq redweg Jyserog Suex unye] ynjun
NVIVOODNVY ISVSTITVHI NVICdVT
VAVOEN WNWN VIVHVAONAI

VT FeWLIoy 4ojuo)
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e. Pengungkapan
Informasi terkait dengan Aset Lainnya dalam
Pengeloclaan DJKN diungkapkan secara memadai dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

Dokumen Sumber
Deckumen sumber vang digunakan untuk proses akuntansi
Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN terdiri atas:
a. Perjanjian;
b. Ketetapan Pimpinan KPK;
Berita Acara Serah Terima;
d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Bukti Penerimaan
Negara (BPN)/Bukti Setoran Lain,;
e. Kartu Pengawasan Pengelolaan Aset; dan/atau
f. Dcokumen-dekumen lain terkait;
g. BAR.

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber

lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi Aset Lainnya

dalam Pengelolaan DJKN terdiri atas:

a. Memo Penyesuaian; dan

b. Dockumen-deckumen lain terkait.

Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi
dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan
sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan
data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan
kenfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak
terkait.

Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan
Untuk keperluan akuntansi dan pelaporan keuangan
dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:
a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lainnya dalam Pengelolaan
DJKN, dilaksanakan oleh Unit Eselon I pada DJKN yang

menangani Pengelolaan Kekayaan Negara.
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b. UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang
melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang
berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelcla Aset
dalam pengelolaan DJKN.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga
bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit
akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang
BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB
BUN).

PenyampaianlLaporan Keuangan
UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lainnya dalam Pengelolaan

DJKN menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi

terkait mutasi Pengelola Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN

baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan
disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CalLk.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai
berikut:

a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lainnya dalam Pengelolaan
DJKN menyampaikan laporan keuangan yang terdiri atas
LRA, Neraca, LO, LPE, dan CalLK sccara semesteran dan
tahunan dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan
Pernyataan Telah Direviu kepada UAP BUN TK DJKN.

b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan
maka UAKPA BUN TK menyampaikan laperan keuangan
yvang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP
BUN TK DJKN;

c. Berdasarkan laporan yang disampaikan cleh UAKPA BUN
TK maka UAP BUN TK DJKN menyusun laporan
konsolidasi,

d. Laporan konsclidasi disusun secara semesteran dan
tahunan disampaikan oleh UAP BUN TK DJKN kepada
UAKP BUN TK;

e. Berdasarkan laporan kensolidasi dari seluruh UAP BUN TK,
UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasi
dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan

tahunan.
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Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti
ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang
mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian

Laporan Keuangan BUN.

D7. Piutang Dalam Rangka Dana Antisipasi Penanggulangan Lumpur
Sidoarjo

Piutang dalam rangka penanggulangan lumpur Sidoarjo timbul
karena adanya pinjaman dari Pemerintah kepada PT' Lapindc Brantas
Inc./PT Minarak Lapindo Jaya untuk melakukan pelunasan
pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan
di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarjo. Dalam APBN-P TA.
2013, pemerintah telah mengalokasikan sejumlah dana yang
diperuntukkan sebagai dana antisipasi, yvang digunakan untuk
melunasi pembelian tanah dan bangunan yang terkena luapan
lumpur Sidoarjo dalamm peta terdampak yvang menjadi tanggung jawab
PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya.

Dana antisipasi tersebut dapat digunakan dalam hal PT Lapinde
Brantas Inc./PT' Minarak Lapindo Jaya tidak dapat membayar
pelunasan pembelian atas tanah dan bangunan yang terdapat dalam
peta area terdampak berdasarkan hasil pemeriksaan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Dana antisipasi vang telah dikeluarkan oleh pemerintah dicatat
sebagai pinjaman PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya
kepada Pemerintah. Pemberian dana antisipasi dari Pemerintah
kepada PI' Lapindo Brantas Inc./PI' Minarak Lapindo Jaya

dituangkan dalam suatu perjanjian pinjaman.

1. Akuntansi Anggaran
Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan
dengan Pembayaran dana antisipasi penanggulangan lumpur
Sidearjoe merupakan teknik pertanggungjawaban dan
pengendalian manajemen atas Pembayaran dana talangan yvang
dilakukan oleh Pemerintah.
Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang

dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan.Anggaran
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belanja terdiri dari appropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi

kredit anggaran (allotment).

a. Pengakuan
Anggaran  pengeluaran pembiayaan  penanggulangan
lumpur Sidoarjo diakui sebagai appropriasi pada saat
ditetapkan UU APBN/APBN-P dan pada tingkat UAKPA
diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment) pada

saat diterbitkan DIPA.

b. Pengukuran
Anggaran  pengeluaran pembiayaan  penanggulangan
lumpur Sidoarjo yang dikeluarkan dari pembiayaan
pemerintah untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah
yang terdapat dalam APBN/APBN-P, sedangkan allotment
diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.

¢. Jurnal
JURNAL DIPA:
Jurnal DIPA dicatat menggunakan single entry:

Uraian Dr Cr
Allotment Pengeluaran XXXX
Pembiayaan

d. Penyajian
Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi
maupun allotment, disajikan sebagai alokasi dana yang
tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran

sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

2. Perlakuan Akuntansi
a. Pengakuan
1) Pengeluaran pembiayaan berupa dana antisipasi dalam
rangka penanggulangan lumpur Sidoarjo diakui pada
saat kas keluar dari Rekening Kas Negara.
2) Piutang dalam rangka dana antisipasi penanggulangan

lumpur Sidoarje diakui pada saat munculnya hak atas
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pelunasan pengeluaran dana antipasi penanggulangan
lumpur Sidoarjo berdasarkan kentrak/perjanjian.
Pengakuan untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih
mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yvang
mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan
Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada
Bendahara Umum Negara.

Penerimaan pembiayaan atas pemberian pinjaman
dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur
Sidoarje diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas
Negara.

Pendapatan-LO terkait bunga yang Timbul dari Piutang
dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur
Sidearjo diakui pada saat timbulnya hak dan/atau
diterima di kas negara.

Pendapatan-LRA terkait bunga yang Timbul dari
Piutang dalam rangka dana antisipasi penanggulangan
lumpur Sidoarje diakui pada saat diterima di kas
negara.

Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan
pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan
periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan
atas penerimaan pendapatan pada periode
sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas

pada pericde ditemukannya koreksi.

Pengukuran

1)

2)

3)

Pengeluaran pembiayaan berupa dana antisipasi dalam
rangka penanggulangan lumpur Sidearjo diukur
sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen
pengeluaran (SPM dan SP2D).

Piutang dalam rangka dana antisipasi penanggulangan
lumpur Sidoarjo diukur sebesar nilai nominal yang
tertera dalam kontrak/perjanjian pinjaman.
Pengukuran untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih
mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang

mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan
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Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada
Bendahara Umum Negara.

4) Penerimaan pembiayaan atas pemberian pinjaman
dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur
Sidearjo diukur sebesar nilai nominal yang tertera
pada dekumen setoran.

9) Pendapatan-LO terkait bunga yang timbul dari Piutang
dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur
Sidearjo diukur sebesar nilai nominal berdasarkan
hasil perhitungan sesuai kontrak/perjanjian.

6) Pendapatan-LRA terkait bunga yang timbul dari
Piutang dalam rangka dana antisipasi penanggulangan
lumpur Sidoarjo diukur sebesar nilai nominal yang
tertera pada deckumen sumber penerimaan.

7) Pengembalian pendapatan diukur berdasarkan nilai
nominal yang tertera dalam dokumen sumber

pengeluaran.

Jurnal
JURNAL REALISASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN:

Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr
Pengeluaran Pembiayaan XXXX
Pemberian Pinjaman
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Ditagihkan ke Entitas Lainnya XXXX

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr

Piutang Jangka Panjang XXXX
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Ditagihkan ke Entitas Lainnya XXXX




2015, No.2054

-190-

JURNAL REALISASI PENERIMAAN PEMBAYARAN
PIUTANG:

Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lainnya XXXX
Penerimaan Pembiayaan XXXX
Pemberian Pinjaman
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lainnya XXXX
Piutang Jangka Panjang XXXX
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

JURNAL REKLASIFIKASI PIUTANG JANGKA PANJANG
KE JANGKA PENDEK:
Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr

Bagian Lancar Piutang Jangka XXXX
Panjang Penanggulangan Lumpur
Sidoarjo

Piutang Jangka Panjang XXXX
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

JURNAL PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TAK
TERTAGIH:

1) Piutang Jangka Panjang

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr

Beban Penyisihan Piutang Tak XXXX
Tertagih -  Piutang Jangka
Panjang Penanggulangan Lumpur
Sidoarjo

Penyisihan Piutang Tak Tertagih — XXXX
Piutang Jangka Panjang

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
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2) Bagian Lancar Piutang

Buku Besar Akrual:
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Uraian

Beban Penyisihan Piutang Tak
Tertagih - Bagian Lancar Piutang
Jangka Panjang Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo

XXXX

Penyisihan Piutang Tak Tertagih —
Bagian Lancar Piutang Jangka
Panjang Penanggulangan Lumpur
Sidoarjo

XXXX

JURNAL REALISASI PENDAPATAN-LO:

Buku Besar Akrual:

Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan

Piutang:
Uraian Dr Cr
Piutang Pendapatan XXXX
Pendapatan-LO XXXX
Pada saat diterima setoran pada kas negara
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan-L.O XXXX

Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara:

Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXKXX
Pendapatan-1.O XXXX
JURNAL REALISASI PENDAPATAN-LRA:
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXKX
Pendapatan-LRA XXXX
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JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN:

Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan:

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Pendapatan-1.O XXXX
Diterima Dari Entitas Lain XXXX

Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr
Pendapatan-LRA XXXX
Diterima Dari Entitas Lain KXKXXX

JURNAL PENUTUP

Uraian Dr Cr
Surplus/Defisit LO XXXX
Beban XXXX

Uraian Dr Cr
Pendapatan-LO XXXX
Surplus/Defisit LO XXXX

Uraian Dr Cr
Pendapatan-LRA XXXX
Surplus/Defisit LRA XXXX

Penyajian

1)

2)

3)

1)

Pengeluaran pembiayaan berupa dana antisipasi dalam
rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur
Sidearjo yang dicatat dalam Buku Besar Kas disajikan
pada LRA.

Piutangdangka Panjang dalam rangka dana antisipasi
penanggulangan lumpur Sidoarje disajikan pada
Neraca sebagai Piutang Jangka Panjang.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka
Panjang dalam rangka penanggulangan lumpur
Sidearjo disajikan pada neraca sebagai pengurang atas
Piutang Jangka Panjang.

Penerimaan pembiayaan atas pelunasan piutang dalam

rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur




o)

6)

7)
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Sidearjo yang dicatat dalam Buku Besar Kas disajikan
pada LRA.

Pendapatan-1.O terkait bunga yang timbul dari Piutang
dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur
Sidearjo yang dicatat dalam Buku Besar Akrual
disajikan pada LO.

Pendapatan-LRA terkait bunga yang timbul dari
Piutang dalam rangka dana antisipasi penanggulangan
lumpur Sidoarjo yang dicatat dalam Buku Besar Kas
disajikan pada LRA.

Pengembalian pendapatan yang dicatat dalam Buku
Besar Kas dan Buku Besar Akrual disajikan pada LRA
dan LO.

2015, No.2054
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Conteh Fermat Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA

LAPORAN OFERASIONAL

Periode vang berakhir 31 Desember 20X 1
{Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 20X1 20X0
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN XXKXX XKXKXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK XKKXKK XKKXKXK
PENDAPATAN HIBAH XKKXXX XKKXXX
Jumlah Pendapatan Operasional XAXXX );0,9,:0,0.¢
BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai KKXXXX KKXXXX
Beban Persediaan XXXXX XXXXX
Beban Jasa KKXXX HKXXX
Beban Pemeliharaan KXXKXX HKXXKXX
Beban Perjalanan Dinas XXKXXX );0.9,:0,0.¢
Beban Barang untuk Diserahkan kepada ):0.0:0.0.4 ):6.0.0.0.¢
Masyarakat

Beban Bunga XAXXX XAKXX
Beban Subsidi XXXXX HHXXX
Beban Hibah XXXXX XXXXX
Beban Bantuan Sosial HKKXXKXX HKXXKXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi ):0,0:0,0.¢ ),0,0:0,0.¢
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih XXKXXX XXKXXX
Beban Transfer XXXXX XXXXX
Beban Lain-lain XXXXX HHXXX
Jumlah Beban Operasional KKXXXX KKXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional ):0,0:0,0.4 ):0,0:0,0.4

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar XAXXX XAXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar KAXKXX HAXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nen KKXKXKX KKXKXKX
Lancar

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional ):0.9:0.0.¢ ):0.9:0.0.4
Lainnya
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ):0,0:0,0.¢ ):0,0:0,0.¢
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non XXKXK ):0.0:0.0.¢
Operasional Lainnya
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non KXKKXX :0,0:0,0.4

Operasional

POS LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa ):0,0:0,0.4 ):0,0:0,0.4
Beban Luar Biasa ,0,0.0.0.¢ HAXKXKX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa XXXXX XXXXX

SURPLUS/DEFISIT - LO XXXXX XXKXXX
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Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 20X 1
{Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 20X1 20X0
EKUITAS AWAL KXXX KXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO KXKXX KXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN KXXX KKXX
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX
Lain-lain XXX KXKXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) KXXXX XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS KXKX KKKK
EKUITAS AKHIR KKXXKX XKXXX
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Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA

Per 31 Desember 20X1

{Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 31 DESEMBER
20X1 20X0
ASET |
ASET LANCAR
Kas dan Bank c.2
Kas Lainnya dan Setara Kas c.21 30003000 XXX OO X000 XXX
| | Jumlah Kas dan Bank XX XHK XXX KKK XX KHK L KHK KKK
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak c.2.2 SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Piutang Lain-Lain C.2.3 SO0, 300 KX pooBooBood
{Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C.2.4 (zoot. 3. X% (poodoodoe®osd
Piutang)
| [ Jumlah Piutang K. XO0L XL XX po B sodeodeed
Persediaan C.2.5 ho B oo Boed oed o Beodoede e
| | [ Jumlah Aset Lancar poeBoed s ool pooBoodeodeed
ASET TETAP C.2.6
Tanah XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Peralatan dan Mesin XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Gedung dan Bangunan XHKKIKX XKL poo e oot
Jalan. Irigasi. dan Jaringan poo 8 0:0. 8 60,4 XK HHH KKK
Aset Tetap Lainnya p:6:0:80:0. 8604 XK KL XKK
Konstruksi Dalam Pengerjaan XX IO XXX pooBoeh el
| | Jumlah Aset Tetap XKL XK KKK XHX pooBoobeodeed
ASET LAINNYA C.2.7
Aset Tak Berwujud XAK XKL XEK XA KAK KKK
Aset KKKS SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Aset Eks BPPN po;e B oo Bioed YOOL T XKR
Piutang Jangka Panjang XA IO XXX pooBoed el
Aset Lain-lain XK KAK XKL hoo S oo oot
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya XAK XEXXEK po o b oo oot
{Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Cc.2.8 (ot oot 2o o) (zoot. xoot. 300 1)
Lainnya)
| Jumlah Aset Lainnya KAK KEKX XK XHK bo o oo dord ool

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

| T [ [ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan

PO 0.8, 0:0.8.6.0.4

po o B oo el

Utang Jangka Panjang DN Lainnya

pe o008 6.0 4

po e oo eed

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

RO o 6.0 8.0.0 ¢

KA KK XXX

| Jumlah Utang Jangka Panjang DN

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang LN

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

EKUITAS

(ot oot 2o o)

(zoot. xoot. 300 1)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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XXX XXX XXX 04XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX S 1vTda ma3aN were( uewelul | g

(3002 3000 %xx} (oo oo XXX} eIeSaN vdIeylag jeing uelenjasduad

XXX XXX XXX XXX XXX XXX eIe3oN eSIeylog JeIng UeBLIdU]

XXX XXX XXX 04XX XX XXX KXK XXX 0K XXX XXX v1ved (01aN} eIeSaN BBreylag jeing | 't

XXX XXX XXX 0HXX XX XXX XXX XXX XK XXX XXX eTved IsesLITYINI)say welidold josy uerenfuad wep 1sesnealld | ‘¢

XXX XXX XXX 04XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Z1vTda uewreurd Uesniousd Uelequiasuad UB[IOL) UBBWIIdUY] | ‘g

XXX XXX XXX 04XX XX XK KXK XXX 0K XXX XXX IR A YelulIowad SUruasay | '

XXX XXX XXX'X 0pXX XX XXX XXX XXX'X XK XXX XXX'X 1'%cd 11030 wrere(] ueeielquod 1
t'c'd NVVAVIANHdL 'O

HAXTHNAXKX KX % XX KX | XXXKXXKKXKX | XX XXX XXX eca (g-V) NVIVDONY (LISIIIA) SNTdINS "D

XXX XXX XXX XX 0p XX ‘XX | XXX XXX XXX'XX XXX XXX XXX XK (Irg+19) Nng elfueeg yeune

XXX XXX XXX'X 04HXX XX XXX XXX XXX 'X XK XXX XXX 'X zTeoda Jeloe( o3 IaJsuell | °I]

XXX XXX XXX 04XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 81T d ure] ure] eftejog

XXX XXX XXX 04XX XX XK KXK XXX 0K XXX XXX clced Suereq efuelag

XXX XXX XXX'X 0pXX XX XXX XXX XXX'X XK XXX XXX'X 1'ccd yesnd Yejuliawad eftereg 1
4! NNd VONVTHED 'S

XXX XXX XXX XX o) XX ‘XX | XXX XXX XXX'XX XXX XXX XK XK (' V+II'V+I'V) YyeqiH uep NNg ueyedepusd yewmn

WX XXX XXK'X 0430 XX WXKXNK KKK KKK | XK XX KKK KKK A Jeqr ueewiiiouad | ‘III

XXX XXX XXX 0pXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ez lcd eAuure] ¥eled uerng eleSoN UBBLILIOUDJ

XXX XXX XXX 04XX XX XXX XXX XXX XK XXX XXX 1'e1eda wely ede(] IaqUNGg UeelIIouad

XXX XXX XXX 'X 04HXX XX XXX XXX XXX 'X XK XXX XXX'X z1lcda sfefed wesing eIESaN ueewWllIouad | '[I

XXX XXX XXX'X 04XX XX XXX XXX 'XXX'X XXX XXX XXX'X 1'Ted ueseledisg ueewIouag 1
1'ed HVAIH NV NNT NVIVAVANEd

ISVSITVHY % ISVSITVHY NVIVDDNV
0X0<Z NVIVDDNV NNHVL TX0C NVIVODNV NNHV.L NVIVIVO NVIVIN

(ymdinyy wo(g)

XX0¢ Iequasa ]¢ uedua( redweg Iyelag Suex uniyel, SNjun
NVIVODNV ISYSITVHA NVIOdVT
VAVODEN WNWN VIVHYANHA

VT 1BULIOy [O1U0))
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XXX XXX XXX XX 0h XX KX | XEXXXX XXX XX XX XXX XXX XX (II' T+1 Q) ueeleiquiad Yerwun,
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e. Pengungkapan
Informasi terkait dengan Piutang dalam rangka dana
antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarje diungkapkan

secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dokumen Sumber

Deckumen Sumber vang digunakan untuk proses akuntansi
Piutang dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur
Sidoarjo terdiri atas:

a. Perjanjian Pinjaman;
b. Keputusan Menteri Keuangan;

SPM dan SP2D;

d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Bukti Penerimaan

Negara (BPN)/Bukti Setoran Lain,;

e. BAR.

Selain dekumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber
lain yvang dapat digunakan dalam proses akuntansi Piutang
dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidocarjo
terdiri atas:

a. Memo Penyesuaian; dan

b. Dockumen-deckumen lain terkait.

Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi
dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan
sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan
data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan
kenfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak
terkait.

Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan
Untuk keperluan akuntansi dan pelaporan keuangan

dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

a. UAKPA BUN TK Pengelcla Piutang dalam rangka dana
antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo, dilaksanakan
oleh unit kerja pada Kementerian Negara/Lembaga yang

ditunjuk selaku KPA.
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b. UAP BUN TK DJKN melaksanakan penggabungan atas
Laporan Keuangan vang berasal dari masing-masing UAKPA
BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga
bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit
akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang
BUN tetapi merupakan Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN
(UAKPLB BUN)].

Penyampaian Laporan Keuangan
UAKPA BUN TK Pengelola Piutang dalam rangka dana

antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjec menyusun Laporan

Keuangan untuk seluruh transaksi terkait mutasi piutang dalam

rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo baik

secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan
disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan Calk.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai
berikut:

a. UAKPA BUN TK Pengelola Piutang dalam rangka dana
antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo menyampaikan
Laporan Keuangan yvang terdiri atas LRA, Neraca, L.O, LPE,
dan Cal.K secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri
Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu
kepada UAP BUN TK DJKN.

b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan
maka UAKPA BUN TK Pengelola Piutang dalam rangka dana
antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo menyampaikan
laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara
bulanan kepada kepada UAP BUN TK DJKN.

c.  UAP BUN TK DJKN menyusun laporan konsolidasi.

d. Laporan konsolidasi tersebut disampaikan oleh UAP BUN
TK DJKN kepada UAKP BUN TK secara semesteran dan
tahunan.

€. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK
kemudian UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan
konsolidasian dan menyampaikan kepada UABUN secara

semesteran dan tahunan.



501, 2015, No.2054

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti
ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang
mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian

Laporan Keuangan BUN.
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BAB VII
AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN PENSIUN, BELANJA/BEBAN
JAMINAN LAYANAN KESEHATAN, BELANJA/BEBAN JAMKESMEN,
BELANJA/BEBAN JAMKESTAMA, BELANJA/BEBAN JKK, BELANJA/BEBAN
JKM, BELANJA/BEBAN PROGRAM THT, BELANJA/BEBAN PPN RTGS BI,
BELANJA/BEBAN SELISIH HARGA BERAS BULOG, DAN PELAPORAN IDP

A.  Definisi
Penjelasan atas masing-masing transaksi Belanja/Beban Pensiun,
Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen,
Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM,
Belanja/Beban  Program  THT, Belanja/Beban PPN RTGS  BI,
Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelaporan IDP adalah
sebagai berikut:
1. Belanja/Beban Pensiun
Merupakan pos belanja vang digunakan untuk
menyelenggarakan dana pensiun bagi pegawai dan pejabat di
Pemerintahan. Belanja pensiun adalah pos belanja yang
dialokasikan untuk membayar pensiun PNS Pusat (termasuk eks
PNS Pegadaian dan eks PNS Departemen Perhubungan pada PT
KAI), Pejabat Negara, Hakim, PNS Daerah, Anggota TNI/Polri
yvang pensiun sebelum 1 April 1989, Tunjangan Veteran,
Tunjangan PKRI/KNIP, dan Dana Kechormatan Veteran yang
pengelolaannya melalui PT Taspen (Persero), serta pos belanja yang
dialockasikan untuk membayar pensiunan prajurit TNI, anggota Polri,
dan PNS Kementerian Pertahanan/Polri yang pensiun setelah tanggal
1 April 1989, yang pengelelaannya melalui PT Asabri (Persero).
Pembayaran Belanja Pensiun PNS/TNI/Polri secara bulanan
disebabkan karena pemerintah sebagai pemberi kerja tidak mampu
memberikan iuran secara bulanan kepada PNS/TNI/Polri pada saat
PNS/TNI/Polri masih aktif. Pembayaran belanja pensiun dilakukan
secara bulanan yang terdiri atas:
a. Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT. Taspen (Persero);
dan

b. Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT. Asabri (Persero).
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Belanja/Beban Jaminan Pelayanan Kesehatan

Merupakan peos belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan

program  jaminan kesehatan.Jaminan Pelayanan  Kesehatan

merupakan kontribusi dana yang diberikan pemerintah untuk
penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan

Penerima Pensiun.

Pembayaran Belanja Asuransi Kesehatan terdiri dari:

a. Juran Asuransi Kesehatan untuk dikelola BPJS Kesehatan;

b. Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran;

c. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat
Tertentu;

d. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua,
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim
Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung;
dan

e. Bantuan Pelayanan Katastrofi dan Alat Kesehatan Canggih.

Belanja/Beban Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu

(Jamkesmen)

Merupakan peos belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan

kegiatan asuransi kesehatan bagi menteri dan pejabat tertentu

sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait.

Belanja/Beban Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama)

Merupakan pos belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan

kegiatan asuransi kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota

DPR, DPD, BPK, KY, Hakim MK, dan Hakim MA.

Belanja/Beban Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Merupakan pos belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan

kegiatan asuransi kecelakaan kerja bagi pegawai Aparatur Sipil

Negara.

Belanja/Beban Jaminan Kematian (JKM)

Merupakan pos belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan

kegiatan asuransi kematian bagi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Belanja/BebanProgram THT

Berupa pembayaran Unfunded Past Services Liabities (kewajiban

masa lalu untuk Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil

yang belum terpenuhi).
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8. Belanja/Beban PPN RTGS Bl
Merupakan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas jasa layanan
Real Time Gross Settlement yang diberikan oleh BI kepada
pemerintah.

9. Belanja/Beban Selisih Harga Beras Buleg
Merupakan pembayaran selisih harga beras atas pembelian beras
yang dilakukan oleh pemerintah kepada Bulog.

10. Pelaporan Iuran Dana Pensiun
Merupakan pelaporan atas akumulasi dana pensiun yang berasal
dari potongan gaji pegawai negeri sipil setiap bulannya dan dititipkan
oleh pemerintah kepada PT Taspen dan PT Asabri. Dana pensiun
tersebut dikelola dan hasilnya akan digunakan untuk membayarkan

pensiun.

B. Akuntansi dan Pelaporan

Pengeluaran Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan
Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban
Jamkestama, Belanja/Beban JKEK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban
Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga
Beras Bulog dibebankan ke dalam Bagian Anggaran BUN Pengelolaan
Transaksi Khusus (BA 999.99). Dalam pelaksanaan kegiatannya,
pengeluaran Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan
Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama,
Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT,
Belanja/Beban PPN RTGS Bl, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog,
dan pelaporan IDP dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Ditjen
Perbendaharaan yang menangani pengelolaan Belanja/Beban Pensiun,
Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen,
Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKEK, Belanja/Beban JKM,
Belanja/Beban  Program  THT, Belanja/Beban PPN RTGS Bl
Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan IDP. Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat menunjuk UAKPA BUN
TK untuk melakukan kegiatan akuntansi yang terkait dengan jenis
pengeluaran tersebut.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK
Pengelola Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan

Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama,
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Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT,
Belanja/Beban PPN RTGS Bl, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog,

dan pelaporan IDP. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh

transaksi vang ada berdasarkan dokumen sumber yvang sah.Pencatatan

dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK Ditjen

Perbendaharaan (Ditjen PBN) untuk dilakukan penggabungan. UAP BUN

TK hanyva bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan

tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan

disajikan sesuai dengan gambar berikut:

STRUKTUR PELAPORAN:

UAKP BUN TK

UAP BUN TK DJPBN

TUAKPA BUN TKPengelola
Belanja/Beban Pensiun, Jaminan
Layanan Kesehatan, Jamkesmen,
Jamkestama , JKK, JKM, Program
THT, PPN RTGS BI, Selisih Harga

Beras Bulog, dan Pelaporan IDP

UAKPA BUN TK
Pengelola Pendapatan dan
Belanja/Beban Dalam
Rangka Pengelolaan Kas

UAKPA BUN TK Pengelola
Utang PFK Pegawai

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan

keuangan transaksi Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan
Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban
Jamkestama, Belanja/Beban JKEK, Belanja/Beban JKM,
Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS Bl
Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan IDP adalah
akrual sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II PP 71/2010
tentang SAP.
Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan
Belanja/Beban  Pensiun, Belanja/Beban  Jaminan  Layanan

Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama,
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Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program
THT, Belanja/Beban PPN RTGS BIl, dan Belanja/Beban Selisih Harga
Beras Bulog merupakan teknik pertanggungjawaban dan
pengendalian manajemen atas Belanja/Beban yang Dikelola Oleh
Ditjen PBN yang dilakukan oleh Pemerintah.

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang
dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja
terdiri dari appropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit
anggaran (allotment).

a. Pengakuan
Anggaran Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan

Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban

Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM,

Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan

Belanja/Beban Selisih Harga Beras Buleg diakui sebagai

appropriasi pada saat ditetapkan UU APBN dan pada tingkat

UAKPA diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment) pada

saat diterbitkan DIPA.

b. Pengukuran
Anggaran Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan

Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban

Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM,

Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BIl, dan

Belanja/Beban Selisih Harga Beras Buleg vang dikeluarkan dari

belanja pemerintah untuk appropriasi diukur berdasarkan

jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan allotment diukur
berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.
c. Jurnal

JURNAL DIPA:

Uraian Dr Cr
Allotment Belanja XXXXXX XXXX
Estimasi Pendapatan Bukan Pajak XXXX
yvang Dialckasikan

d. Penyajian
Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi

maupun allotment, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia
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pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai

dokumen anggaran yvang disahkan.

Akuntansi Realisasi atas Transaksi Belanja/Beban Pensiun,
Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban
Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK,
Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban
PPN RTGS BI, Belanja/Beban Seclisih Harga Beras Bulog, dan
pelaperan 1DP.

a. Pengakuan

1) Beban diakui pada saat terbitnya Surat
Tagihan/SPPdan/atau pada saat dilakukan penyvesuaian
dan/atau dilakukan penyisihan piutang tak tertagih.

2) Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima di Kas Negara
atau pada saat hak timbul dengan dilakukannya
penyesuaian pada tanggal pelaporan.

3) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari
Rekening Kas Umum Negara melalui SPM dan SP2D.

4) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas
Negara.

9) Pengembalian Dbelanja yang terjadi pada  periode
pengeluaran  belanja dibukukan sebagai pengurang
belanja/beban periode berjalan pada buku besar kas dan
buku besar akrual, sedangkan pengembalian belanja yang
diterima setelah periocde belanja dibukukan sebagai
pendapatan lain-lain pada buku besar kas dan buku besar
akrual.

6) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan
pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan
periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas
penerimaan  pendapatan pada periode sebelumnya
dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode
ditemukannya koreksi.

7)  Piutang diakui pada saat adanya saldo uang pensiun pada
tanggal pelaporan. Pengakuan untuk Penyisihan Piutang
Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan

yang mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan
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Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada
Bendahara Umum Negara.

Utang diakui pada saat timbulnya surat penetapan utang
dari Menteri Keuangan atau pada saat ditandatanganinya
BAR.

Aset Lainnya diakui pada saat adanya saldo iuran dana

pensiun yang dikelola oleh PT Taspen.

Pengukuran

1)

2)

3)

4)

5)

)

7)

8)

9)

Beban diukur berdasarkan nilai nominal yvang tertera pada
Surat Tagihan/SPP dan/atau berdasarkan nilai penyisihan
piutang tak tertagih.

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai nominal dari hasil
perhitungan yvang tertuang dalam BAR atau nilai nominal
yang tertera pada rekapitulasi dckumen setoran.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera
dalam dokumen pengeluaran (SPM, SP2D).

Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang
tertera pada rekapitulasi dokumen setoran.

Pengembalian belanja diukur berdasarkan nilai nominal
yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
Pengembalian pendapatan diukur berdasarkan nilai
nominal yang tertera dalam dekumen sumber pengeluaran.
Piutang diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada
BAR. Pengukuran untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih
mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang
mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan
Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada
Bendahara Umum Negara.

Utang diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum
pada surat penetapan utang dari Menteri Keuangan atau
sebesar nilai nominal yang tertera pada tagihan dan/atau
BAR.

Aset Lainnya diukur berdasarkan nilai nominal yang
disepakati antara KPA dengan PT. Taspen atau dokumen

lain yang dipersamakan.
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Jurnal
JURNAL BEBAN:
Buku Besar Akrual:

2015, No

.2054

Uraian Dr Cr
Beban XXX XXXX
Belanja Yang Masih Harus Dibayar XXXX
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Belanja Yang Masih Harus Dibayar XXXX
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX

JURNAL PENDAPATAN-LO:
Buku Besar Akrual:

Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan Piutang:

Uraian Dr Cr
Piutang Pendapatan XXXX
Pendapatan-1.CG XXXX
Pada saat dilakukan setoran ke kas negara
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Piutang Pendapatan XXXX

Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara:

Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan-LO XXXX
JURNAL REALISASI BELANJA:
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Belanja XXX XXXX
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Beban XXX XXXX
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX
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JURNAL REALISASI PENDAPATAN:

Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr

Diterima Dari Entitas Lain KXXXX

Pendapatan XXXX

JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA:
1. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan:

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr

Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX

Beban XXX XXXX

Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr

Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX

Belanja XXX XXXX

2. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu:
Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan Lain-Lain XXXX

Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan Lain-Lain XXXX

JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN:
Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan:

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr

Pendapatan XXXX

Diterima Dari Entitas Lain HKXXX

Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr

Pendapatan XXXX

Diterima Dari Entitas Lain KXXX
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JURNAL PIUTANG
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Uraian Dr Cr
Piutang Pendapatan XXXX
Pendapatan XXXX
JURNAL ASET LAINNYA
Uraian Dr Cr
Aset Lainnya XXXX
Utang Jangka Panjang XXXX
JURNAL UTANG
Uraian Dr Cr
Beban XXX XXXX
Belanja Yang Masih Harus Dibayar XXXX
JURNAL PENUTUP
Uraian Dr Cr
Surplus/Defisit LO XXXX
Beban XXX XXXX
Uraian Dr Cr
Surplus/Defisit LRA XXXX
Belanja XXX XXXX
Uraian Dr Cr
Pendapatan XXXX
Surplus/Defisit LO XXXX
Uraian Dr Cr
Pendapatan XXXX
Surplus/ Defisit LRA XXXX

Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi

maupun allotment, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia

pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai

dokumen anggaran yang disahkan.

Realisasi pendapatan-1.0O, beban, dan penyesuaian vang

dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan

besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D
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untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN atau
BPN untuk pendapatan] dan dokumen  penyesuaian
pendapatan/beban.

Realisasi pendapatan-LRA dan belanja dalam Buku Besar
Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran
sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D untuk
belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN atau BPN

untuk pendapatan).
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Conteh Fermat Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA

LAPORAN OFERASIONAL

Periode vang berakhir 31 Desember 20X 1
{Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 20X1 20X0
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN XXKXX XKXKXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK XKKXKK XKKXKXK
PENDAPATAN HIBAH XKKXXX XKKXXX
Jumlah Pendapatan Operasional XAXXX );0,9,:0,0.¢
BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai KKXXXX KKXXXX
Beban Persediaan XXXXX XXXXX
Beban Jasa KKXXX HKXXX
Beban Pemeliharaan KXXKXX HKXXKXX
Beban Perjalanan Dinas XXKXXX );0.9,:0,0.¢
Beban Barang untuk Diserahkan kepada ):0.0:0.0.4 ):6.0.0.0.¢
Masyarakat

Beban Bunga XAXXX XAKXX
Beban Subsidi XXXXX HHXXX
Beban Hibah XXXXX XXXXX
Beban Bantuan Sosial HKKXXKXX HKXXKXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi ):0,0:0,0.¢ ),0,0:0,0.¢
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih XXKXXX XXKXXX
Beban Transfer XXXXX XXXXX
Beban Lain-lain XXXXX HHXXX
Jumlah Beban Operasional KKXXXX KKXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional ):0,0:0,0.4 ):0,0:0,0.4

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar XAXXX XAXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar KAXKXX HAXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nen KKXKXKX KKXKXKX
Lancar

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional ):0.9:0.0.¢ ):0.9:0.0.4
Lainnya
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ):0,0:0,0.¢ ):0,0:0,0.¢
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non XXKXK ):0.0:0.0.¢
Operasional Lainnya
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non KXKKXX :0,0:0,0.4

Operasional

POS LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa ):0,0:0,0.4 ):0,0:0,0.4
Beban Luar Biasa ,0,0.0.0.¢ HAXKXKX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa XXXXX XXXXX

SURPLUS/DEFISIT - LO XXXXX XXKXXX
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Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NE GARA

Laporan Perubahan Ekuitas

Per 31 Desember 20X 1

{Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 20X1 20X0
EKUITAS AWAL KXXX KXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO KXKXX KXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN KXXX KKXX
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX
Lain-lain XXX KXKXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) KXXXX XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS KXKX KKKK
EKUITAS AKHIR KKXXKX XKXXX
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Contoh Format Neraca
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BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA

Per 31 Desember 20X1

{Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 31 DESEMBER
20X1 20X0
ASET |
ASET LANCAR
Kas dan Bank c.2
Kas Lainnya dan Setara Kas c.21 30003000 XXX OO X000 XXX
| | Jumlah Kas dan Bank XX XHK XXX KKK XX KHK L KHK KKK
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak c.2.2 SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Piutang Lain-Lain C.2.3 SO0, 300 KX pooBooBood
{Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C.2.4 (zoot. 3. X% (poodoodoe®osd
Piutang)
| [ Jumlah Piutang K. XO0L XL XX po B sodeodeed
Persediaan C.2.5 ho B oo Boed oed o Beodoede e
| | [ Jumlah Aset Lancar poeBoed s ool pooBoodeodeed
ASET TETAP C.2.6
Tanah XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Peralatan dan Mesin XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Gedung dan Bangunan XHKKIKX XKL poo e oot
Jalan. Irigasi. dan Jaringan poo 8 0:0. 8 60,4 XK HHH KKK
Aset Tetap Lainnya p:6:0:80:0. 8604 XK KL XKK
Konstruksi Dalam Pengerjaan XX IO XXX pooBoeh el
| | Jumlah Aset Tetap XKL XK KKK XHX pooBoobeodeed
ASET LAINNYA C.2.7
Aset Tak Berwujud XAK XKL XEK XA KAK KKK
Aset KKKS SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Aset Eks BPPN po;e B oo Bioed YOOL T XKR
Piutang Jangka Panjang XA IO XXX pooBoed el
Aset Lain-lain XK KAK XKL hoo S oo oot
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya XAK XEXXEK po o b oo oot
{Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Cc.2.8 (ot oot 2o o) (zoot. xoot. 300 1)
Lainnya)
| Jumlah Aset Lainnya KAK KEKX XK XHK bo o oo dord ool

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

| T [ [ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan

PO 0.8, 0:0.8.6.0.4

po o B oo el

Utang Jangka Panjang DN Lainnya

pe o008 6.0 4

po e oo eed

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

RO o 6.0 8.0.0 ¢

KA KK XXX

| Jumlah Utang Jangka Panjang DN

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang LN

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

EKUITAS

(ot oot 2o o)

(zoot. xoot. 300 1)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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XXX XXX XXX 9HXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ST tCd 119N wreTe uewelulg | g

(3o oo xxx} (o oo xxx) eIeSoN BdIeylag jeIng uerenasduad

XXX XKX KKK XXX XXX KKK eIegoN BSIRUIag JeIng UBRUWILIUI]

XXX XXX XXX 95 XX XX XXX XXX KKK XXN KKK XXX 1t d (013N} ereSaN e31eIag g | '+

XK XRX XXX 9 XX XX XXX XXX KKK XXX XXX XXX e1+zda ISBSTINPNIISIY UreIsold 1osy uerenfuad wep sesnealld | ¢

XK XRX XXX 9% XX XX XXX XXX KKK XXX XXX XXX Z1+zda tewre[Ulg westIauad UelequaSuad UL[Iol) ULBWIIdUdd | g

XXX XXX XXX 0/ XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 1'1T%7d Jejuliowo Surtuasay | |

XXX XXX XXX'X XX XX XXX XXX XXX X XXX XXX XXX'X 1+7d 193aN wee( ueelerquiad T
¥'2'd NVVAVIANEd 'd

XXX XKX XXX XX % ¥X ‘KX | XXX'XXX'XXX'KX | XXX XXX KXK'XK £zda (@-V) NVIVOONY (LISHAT SN1dINS D

XX XXX XXX XK %% XX ‘XX | XXX XXX 'XXX'XX XXX XXX XXX XX (Irg+14g) NNg eluereg yepunp

XXX XXX XXX'X 0HXX XX XXX XXX XXX X XXX XXX XXX'X zTTda Yeroe(] o I9jsueIl] | I]

XXX XXX XXX 0HXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX §'1TTd ureT ureT elfirejag

XXX XXX XXX 9/HXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 21 czda Suereq eluejpg

XXX XXX XXX'X 9HXX XX XXX XXX XXX X XXX XXX KXXX 1'cecda yesnd yejuliourad elueag B
cca NNd VONVTHd N

K XKK KKK XK % XX ‘XX | OO XXX XXX'XX XXX KKK KKK XX I V+IT'V+T'V) Ueqrg uep NNg ueredepuad Jepun

XXX XXX XXX'X 06XX XX XXX XXX'XXX'XXX | XXX XXX XXX XXX e1zda YeqiH UeeWIIdUS] | “I[I

XXX XXX XXX XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX eT1Tda eAuure  seled uesng eiefoN UBBWILIOU]

XXX XXX XXX 0HXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 11 cda e[y eAe(] IoqUNg UeBIIoUdJ

XXX XXX XXX'X 0HXX XX XXX XXX XXX X XXX XXX XXX X z1zd sefed Uesing eIeSoN UBBILIOUSJ | '[I

XXX XXX XXX'X 0HXX XX XXX XXX XXX X XXX XXX XXX X T 1z2d uexelediog UeemIIIoUg T
1'ca HVAIH NVJ NNd NVIVAVONEd 'L

ISVSITVHR % ISVSITVH NVAIVDDNV
0X0T NVIVDDONY NNHV.L 1X0Z NVIVDDNY NNHV.L NVIVLVD NVIVIN

(ymdry wog)

XX0g Ioquiasa(] 1¢ ueBua( redweg I3 elag Suei Unye], ynjun
NVIVODNV ISVSTTVHI NVIOdV']
VAIVOHEIN WNNN VIVHVANHA

V] yeuLio Yoiuo))
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(@+0} 1/3 VINVTHA NVA NVLVAVANED WO THIHS

XXX XXXXXX XX XX XXX KXXXX §'¢’a (Va3I18) VATIS-NVAVODNY NVVAVIAWNEL (DNVANM) HIGAT VSIS '
XXX XXX XXX XX 0f XX XX | XXXXXX'XXX'XX XXX XXX XXX XX (I a+1° ) ueeleiquio Yejwnp

(X XXX XXX X) OLXX XX (XXX XXX XXX'X) (o xxx XXX X} v T d (01oN ) osay xenT ueederquiod | [I
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 61 +cd ure] ure] ueeielquiad _ ‘6
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e. Pengungkapan
Informasi  terkait dengan  Belanja/Beban  Pensiun,
Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban
Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK,
Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT,
Belanja/Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga
Beras Bulog, dan pelaporan IDP diungkapkan secara memadai

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Dokumen Sumber
Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi
dalam transaksi Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan
Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban
Jamkestama, Belanja/Beban JKEK, Belanja/Beban JKM,
Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI,
Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan IDP terdiri

atas:

a. DIPA;

b. DIPA Revisi;

c. Surat Tagihan/SPP;

d. SPM;

e. SP2D;

L. Laporan Realisasi Pembayaran Pensiun yang dibuat oleh PT

TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero) atas realisasi

pembayaran pensiun;

g. Laporan $Saldo Uang Pensiun yang dibuatoleh FPTI' TASPEN
(Perserc) dan PT' Asabri (Persero] atas saldo dana pensiun yvang
belum diambildan/atau belum dibayarkan kepada penerima
pensiun;

h. Rekapitulasi Dockumen Setoran; dan

i. BAR.

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain
yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi
Belanja/Beban  Pensiun, Belanja/Beban  Jaminan = Layanan
Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama,

Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program
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THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga
Beras Bulog, dan pelaporan IDP terdiri atas:
a. Memo Penyesuaian; dan

b. Dokumen-dckumen lain terkait.

Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan
dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan
keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil
verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN
mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.

Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan
Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi

sebagai berikut:

a. UAKPA BUN TK  Pengelola Belanja/Beban  Pensiun,
Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban
Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK,
Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT,
Belanja/Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga
Beras Bulog, dan Pelaporan IDP dilaksanakan oleh Unit Eselon 11
pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menangani
Pembayaran Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan
Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban
Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM,
Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI,
Belanja/Beban Selisih Harga Beras Buleg, dan pelaporan [DP;

b. UAP BUN TK Ditjen PBN dilaksanakan oleh Unit Eselon Il pada
Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  yang menangani
kesekretariatan.

Dalam hal diperlukan maka dapat dibentuk Unit Akuntansi

Pembantu KPAyang berfungsi untuk membantu penyelenggaraan

pengelolaan keuangan khususnya terkait akuntansi dan pelaporan

atas belanja pensiun di tingkat KPPN.
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7. Penyampaian Laporan Keuangan
UAKPA BUN TK  Pengelola  Belanja/Beban  Pensiun,

Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban

Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK,

Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban

PPN RTGS BI, Belanja/Beban Seclisih Harga Beras Bulog, dan

pelaporan IDP menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh

transaksi pembayaran Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban

Jaminan  Layanan  Kesehatan, Belanja/Beban  Jamkesmen,

Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban

JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI,

Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan IDP, baik

secara semesteran maupun tahunan. Laperan keuangan disusun

berupa LRA, Neraca, L.O, LPE, dan CalK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

a. UAKPA BUN TK  Pengelola Belanja/Beban  Pensiun,
Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban
Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK,
Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT,
Belanja/Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga
Beras Buleg, dan pelaporan IDP menyampaikan Laporan
Keuangan yang terdiri atas LO, LPE, LRA, Neraca dan CalK
dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN
TK Ditjen PBN.

b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan,
maka UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban Pensiun,
Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban
Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK,
Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT,
Belanja/Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga
Beras Bulog, dan pelaporan IDP menyampaikan laporan
keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada
UAP BUN TK Ditjen PBN.

c. Berdasarkan lapecran keuangan di atas, UAP BUN TK Ditjen PBN
menyusun laporan konsolidasi.

d. Laporan konsclidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh

UAP BUN TK Ditjen PBN kepada UAKP BUN Transaksi Khusus
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secara semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan
Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

e. Berdasarkan laporan konsclidasi dari UAP BUN TK kemudian
UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan
konsolidasian dan menyampaikan kepada UABUN secara
semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung

Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan
yvang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai  tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan

Keuangan BUN.
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BAB VIII
AKUNTANSI TRANSAKSI PENDAPATAN DAN BELANJA/BEBAN DALAM
RANGKA PENGELOLAAN KAS NEGARA

A. Jenis-Jenis

Transaksi Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam  Rangka

Pengelolaan Kas Negara antara lain:

a. Pendapatan berupa selisih lebih dalam pengelolaan
kelebihan/kekurangan kas meliputi:
1. Pendapatan bunga/jasa giro dan/atau bagi hasil atas

penempatan di Bank Sentral dan/atau Bank Umum;
2. Capital gain dan coupon atas transaksi penjualan dan/atau
pembelian SBN; dan

3. Pendapatan bunga atas transaksi Reverse Repo.

b. Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening
Milik BUN;

c. Pendapatan lainnya dalam Pengelolaan Kas Negara antara lain
Pendapatan/RemunerasiTreasury Notional Pooling

d. Belanja/Beban berupa selisih kurang dalam  pengelolaan
kelebihan/kekurangan kas meliputi:
1. Capital loss atas transaksi penjualan SBN
2. Belanja/beban bunga atas transaksi Repo

e. Belanja/Beban Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening
Milik BUN; dan

f. Belanja/Beban Transaksi Pengelolaan Kas Negara.

B. Akuntansi dan Pelaporan

Pendapatan berupa selisih lebih dalam pengelolaan
kelebihan/kekurangan kas, Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi dalam
Pengelolaan Rekening Milik BUN, Pendapatan lainnya dalam Pengelolaan
Kas Negara, Belanja/Beban berupa selisih kurang dalam pengelolaan
kelebihan/kekurangan kas, Belanja/Beban Selisih Kurs Terealisasi dalam
Pengelolaan Rekening Milik BUN, dan Belanja/Beban Transaksi
Pengelolaan Kas Negara dibebankan ke dalam Bagian Anggaran BUN
Pengelolaan Transaksi Khusus (BA ©99.99). Dalam pelaksanaan
kegiatannya, Pendapatan berupa selisih lebih dalam pengelolaan

kelebihan/kekurangan kas, Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi dalam
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Pengelolaan Rekening Milik BUN, Pendapatan lainnya dalam Pengelolaan
Kas Negara, Belanja/Beban berupa selisih kurang dalam pengelolaan
kelebihan/kekurangan kas, Belanja/Beban Selisih Kurs Terealisasi dalam
Pengelolaan Rekening Milik BUN, dan Belanja/Beban Transaksi
Pengelolaan Kas Negara dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Ditjen
Perbendaharaan yang menangani Pengelolaan Kas Negara. Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat menunjuk UAKPA BUN
TK untuk melakukan kegiatan akuntansi yang terkait dengan jenis
pendapatan dan pengeluaran tersebut.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK
Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas
Negara.UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang
ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN
TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK Ditjen PBN untuk
dilakukan penggabungan. UAP BUN TK Ditjen PBN hanya bertugas
menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk
melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan
gambar berikut:

STRUKTUR PELAPORAN:

UAKFP BUN TK

UAP BUN TK DJPBN

UAKPA BUN TKPengelola UAKPA BUN TK
BelanjafBeban Pensiun, Jaminan
Layanan Kesehatan, Jamkesmen, Pengelola Pendapatan dan

Jamkestama,JKK, JKM, Program .
THT, PPN RTGS BI, Selisih Harga Belanja/Beban Dalam

Beras Bulog, dan Pelaporan IDP Rangka Pengelolaa_n Kas

UAKPA BUN TK Pengelola
Utang PFK Pegawai
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1. Basis Akuntansi
Basis akuntansi yvang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan transaksi Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka
Pengelolaan Kas Negara adalah akrual sebagaimana ditetapkan

dalam lampiran Il PP 71/2010 tentang SAP.

2. Akuntansi Anggaran Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka
Pengelolaan Kas Negara

Akuntansi anggaran dalam kegiatan vang berhubungan dengan
Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas
Negara merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian
manajemen atas Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka
Pengelolaan Kas Negara yang dilakukan cleh Pemerintah.

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang
dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja
terdiri dari appropriasi vang dijabarkan menjadi otorisasi kredit
anggaran (allotment).

a. Pengakuan
Anggaran Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka

Pengelolaan Kas Negara diakui sebagai appropriasi pada saat

ditetapkan UU APBN dan pada tingkat UAKPA diakui menjadi

otorisasi kredit anggaran (allotment) pada saat diterbitkan DIPA.

b. Pengukuran
Anggaran Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka
Pengelolaan Kas Negara yang dikeluarkan dari belanja
pemerintah untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang
terdapat dalam APBN, sedangkan allotment diukur berdasarkan

jumlah yang terdapat dalam DIPA.

C. Jurnal

JURNAL DIPA:

Uraian Dr Cr
Allotment Belanja XXXXXX XXXX
Estimasi Pendapatan Bukan Pajak XXXX
Yang Dialckasikan
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d. Penyajian
Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi
maupun allotment, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia
pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai

dokumen anggaran yang disahkan.

3. Akuntansi Realisasi atas transaksi Pendapatan dan Belanja/Beban
Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara
a. Pengakuan

1) Beban diakui pada saat terbitnya Surat Tagihan/SPP

dan/atau pada saat timbulnya kewajiban dari hasil
perhitungan/konversi/penjabaran nilai valuta asing ke
dalam rupiah dan/atau pada saat dilakukan penyisihan
piutang tak tertagih.
Pengakuan untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih
mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang
mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan
Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada
Bendahara Umum Negara.

2) Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima di Kas Negara
dan/atau pada saat timbulnya hak atas pendapatan dari
hasil perhitungan/konversi/penjabaran nilai valuta asing
ke dalam rupiah dan/atau pada saat timbulnya hak
berdasarkan BAR.

3) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari
Rekening Kas Umum Negara melalui SPM dan SP2D.

4) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas
Negara.

D) Pengembalian belanja vyang terjadi pada  periode
pengeluaran  belanja dibukukan sebagai pengurang
belanja/beban pericde berjalan pada buku besar kas dan
buku besar akrual, sedangkan pengembalian belanja yang
diterima setelah pericde belanja dibukukan sebagai
pendapatan lain-lain pada buku besar kas dan buku besar
akrual.

6) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan

pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan
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7)

8)
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periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas
penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya,
dibukukan sebagai pengurang eckuitas pada periode
ditemukannya koreksi.

Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan
berdasarkan hasil perhitungan vang dituangkan dalam
BAR.

Utang diakui pada saat terbitnya Surat Tagihan/SPP
dan/atau pada saat timbulnya kewajiban dari hasil

perhitungan yang dituangkan dalam BAR.

Pengukuran

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Beban diukur berdasarkan nilai nominal vang tertera pada
Surat Tagihan/SPP/ADK Memo Perhitungan/hasil
perhitungan sesuai peraturan/BAR dan/atau berdasarkan
nilai penyisihan piutang tak tertagih.

Pengukuran untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih
mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang
mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan
Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada
Bendahara Umum Negara.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera
dalam dokumen pengeluaran (SPM dan SP2D).
Pendapatan-L.&; diukur sebesar nilai nominal dari hasil
perhitungan sesuai kontrak atau BAR atau dokumen lain
yvang dipersamakan.

Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang
tertera pada dokumen penerimaan.

Pengembalian belanja diukur berdasarkan nilai nominal
vang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
Pengembalian pendapatan diukur berdasarkan nilai
nominal yang tertera dalam dockumen sumber pengeluaran.
Piutang diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada
BAR.

Utang diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum

pada BAR.
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Jurnal
JURNAL BEBAN:
Buku Besar Akrual:

2015, No.2054

Uraian Dr Cr
Beban XXX XXXX
Belanja Yang Masih Harus Dibayar XXXX
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Belanja Yang Masih Harus Dibayar XXXX
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX

JURNAL PENDAPATAN-LO:
Buku Besar Akrual:

Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan Piutang:

Uraian Dr Cr
Piutang Pendapatan XXXX
Pendapatan-1.CG XXXX
Pada saat dilakukan setoran ke kas negara
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Piutang Pendapatan XXXX

Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara:

Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan-LO XXXX
JURNAL REALISASI BELANJA:
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Belanja XXX XXXX
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Beban XXX XXXX
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX
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JURNAL REALISASI PENDAPATAN:

Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain AXXX
Pendapatan-LRA XXXX
JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA:
1. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan:
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX
Beban XXX XXXX
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX
Belanja XXX XXXX
2. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu:
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan Lain-Lain XXXX
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan Lain-Lain XXXX
JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN:
Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan:
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Pendapatan XXXX
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Pendapatan XXXX

Diterima Dari Entitas Lain

XXXX
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JURNAL PIUTANG
Uraian Dr Cr
Piutang Pendapatan XXXX
Pendapatan XXXX
JURNAL UTANG
Uraian Dr Cr
Beban XXX XXXX
Belanja Yang Masih Harus Dibayar XXXX
JURNAL PENUTUP
Uraian Dr Cr
Surplus/Defisit LO XXXX
Beban XXX XXXX
Uraian Dr Cr
Surplus/Defisit LRA XXXX
Belanja XXX XXXX
Uraian Dr Cr
Pendapatan XXXX
Surplus/ Defisit LO XXXX
Uraian Dr Cr
Pendapatan XXXX
Surplus/Defisit LRA XXXX

Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi
maupun allotment, disajikan sebagai alokasi dana yvang tersedia
pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai
dokumen anggaran yang disahkan.

Realisasi pendapatan-1.0G, beban, dan penyesuaian vang
dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan
besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D
untuk belanja serta SSBP vang telah mendapatkan NTPN atau
BPN untuk  pendapatan] dan dokumen  penyesuaian

pendapatan/beban.



2015, No.2054

-230-

Realisasi pendapatan-LRA dan belanja dalam Buku Besar
Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran
sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D untuk
belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN atau BPN

untuk pendapatan).
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Conteh Fermat Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA

LAPORAN OFERASIONAL

Periode vang berakhir 31 Desember 20X 1
{Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 20X1 20X0
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN XXKXX XKXKXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK XKKXKK XKKXKXK
PENDAPATAN HIBAH XKKXXX XKKXXX
Jumlah Pendapatan Operasional XAXXX );0,9,:0,0.¢
BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai KKXXXX KKXXXX
Beban Persediaan XXXXX XXXXX
Beban Jasa KKXXX HKXXX
Beban Pemeliharaan KXXKXX HKXXKXX
Beban Perjalanan Dinas XXKXXX );0.9,:0,0.¢
Beban Barang untuk Diserahkan kepada ):0.0:0.0.4 ):6.0.0.0.¢
Masyarakat

Beban Bunga XAXXX XAKXX
Beban Subsidi XXXXX HHXXX
Beban Hibah XXXXX XXXXX
Beban Bantuan Sosial HKKXXKXX HKXXKXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi ):0,0:0,0.¢ ),0,0:0,0.¢
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih XXKXXX XXKXXX
Beban Transfer XXXXX XXXXX
Beban Lain-lain XXXXX HHXXX
Jumlah Beban Operasional KKXXXX KKXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional ):0,0:0,0.4 ):0,0:0,0.4

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar XAXXX XAXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar KAXKXX HAXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nen KKXKXKX KKXKXKX
Lancar

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional ):0.9:0.0.¢ ):0.9:0.0.4
Lainnya
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ):0,0:0,0.¢ ):0,0:0,0.¢
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non XXKXK ):0.0:0.0.¢
Operasional Lainnya
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non KXKKXX :0,0:0,0.4

Operasional

POS LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa ):0,0:0,0.4 ):0,0:0,0.4
Beban Luar Biasa ,0,0.0.0.¢ HAXKXKX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa XXXXX XXXXX

SURPLUS/DEFISIT - LO XXXXX XXKXXX
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Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NE GARA

Laporan Perubahan Ekuitas

Per 31 Desember 20X 1

{Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 20X1 20X0
EKUITAS AWAL KXXX KXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO KXKXX KXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN KXXX KKXX
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX
Lain-lain XXX KXKXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) KXXXX XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS KXKX KKKK
EKUITAS AKHIR KKXXKX XKXXX
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Contoh Format Neraca
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BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA

Per 31 Desember 20X1

{Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 31 DESEMBER
20X1 20X0
ASET |
ASET LANCAR
Kas dan Bank c.2
Kas Lainnya dan Setara Kas c.21 30003000 XXX OO X000 XXX
| | Jumlah Kas dan Bank XX XHK XXX KKK XX KHK L KHK KKK
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak c.2.2 SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Piutang Lain-Lain C.2.3 SO0, 300 KX pooBooBood
{Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C.2.4 (zoot. 3. X% (poodoodoe®osd
Piutang)
| [ Jumlah Piutang K. XO0L XL XX po B sodeodeed
Persediaan C.2.5 ho B oo Boed oed o Beodoede e
| | [ Jumlah Aset Lancar poeBoed s ool pooBoodeodeed
ASET TETAP C.2.6
Tanah XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Peralatan dan Mesin XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Gedung dan Bangunan XHKKIKX XKL poo e oot
Jalan. Irigasi. dan Jaringan poo 8 0:0. 8 60,4 XK HHH KKK
Aset Tetap Lainnya p:6:0:80:0. 8604 XK KL XKK
Konstruksi Dalam Pengerjaan XX IO XXX pooBoeh el
| | Jumlah Aset Tetap XKL XK KKK XHX pooBoobeodeed
ASET LAINNYA C.2.7
Aset Tak Berwujud XAK XKL XEK XA KAK KKK
Aset KKKS SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Aset Eks BPPN po;e B oo Bioed YOOL T XKR
Piutang Jangka Panjang XA IO XXX pooBoed el
Aset Lain-lain XK KAK XKL hoo S oo oot
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya XAK XEXXEK po o b oo oot
{Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Cc.2.8 (ot oot 2o o) (zoot. xoot. 300 1)
Lainnya)
| Jumlah Aset Lainnya KAK KEKX XK XHK bo o oo dord ool

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

| T [ [ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan

PO 0.8, 0:0.8.6.0.4

po o B oo el

Utang Jangka Panjang DN Lainnya

pe o008 6.0 4

po e oo eed

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

RO o 6.0 8.0.0 ¢

KA KK XXX

| Jumlah Utang Jangka Panjang DN

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang LN

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

EKUITAS

(ot oot 2o o)

(zoot. xoot. 300 1)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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e. Pengungkapan
Informasi terkait dengan Pendapatan dan Belanja/Beban
Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara diungkapkan secara

memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.  Dokumen Sumber
Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi
dalam transaksi khusus Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam
Rangka Pengelolaan Kas Negara antara lain:

a. Nota Kredit;

b. Nota Debet;

c. ADK Rekening Koran,;

d. ADK Memec Perhitungan;

e. Kertas Kerja Perhitungan Selisih Kurs;
.  BAR;

g. DIPA;

h. DIPA Revisi;

-

Resume Tagihan/SPP;
j- SPM dan ADK SPM;
k. SP2D; dan

L. Deal Ticket.

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain
yvang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus
Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas
Negara antara lain:

a. Memo Penyesuaian;
b. Bukti Penerimaan Negara (BPN);

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);

d. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB); dan

e. Dokumen-dokuman lain terkait.

5. Pelaksanaan Verifikasi
Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan
dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan
keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil
verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan kenfirmasi kepada KPPN
mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.



037 2015, No.2054

Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan
Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi

sebagai berikut:

a. UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban
Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara dilaksanakan oleh Unit
Eselon Il pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
menangani Pengelolaan Kas Negara.

b. UAP BUN TK Ditjen PBN dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada
Direktorat  Jenderal Perbendaharaan yang  menangani

kesekretariatan.

Penyampaian Laporan Keuangan
UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban

Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara menyusun Laporan Keuangan

untuk seluruh transaksi Pendapatan berupa selisih lebih dalam

pengelolaan kelebihan/kekurangan kas, Pendapatan Selisih Kurs

Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN, Pendapatan

lainnya dalam Pengelolaan Kas Negara, Belanja/Beban berupa selisih

kurang dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas,

Belanja/Beban Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening

Milik BUN, dan Belanja/Beban Transaksi Pengelolaan Kas Negara,

baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan

disusun berupa LRA, Neraca, 1.O, LPE, dan Cal.K.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

a. UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban
Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara menyampaikan Laporan
Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CalK
dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN
TK Ditjen PBN.

b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan,
maka UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban
Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara menyampaikan laporan
keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada
UAFP BUN TK Ditjen PBN.

c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK Ditjen PBN

menyusun laporan konsolidasi.
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Laporan konsclidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh
UAP BUN TK Ditjen PBN kepada UAKP BUN Transaksi
Khusussecara semesteran dan tahunan dilampiri dengan
Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Berdasarkan laporan konsclidasi dari UAP BUN TK kemudian
UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan
konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara
semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung

Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan

yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur

mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan

Keuangan BUN.
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BAB IX
AKUNTANSI TRANSAKSI UTANG PFK PEGAWAI

Definisi

Utang Perhitungan Fihak Ketiga Pegawai untuk selanjutnya disebut
Utang PFK Pegawai adalah selisih lebih/kurang antara penerimaan
setoran/potongan PFK Pegawai dan pembayaran pengembalian

penerimaan PFK Pegawai.

Akuntansi dan Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK
Pengelola Utang PFK Pegawai. UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK
Pegawai bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada
berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK
Pengelola Utang PFK Pegawai kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK
Ditjen PBN untuk dilakukan penggabungan. UAP BUN TK hanya bertugas
menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk
melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan
gambar berikut:

STRUKTUR PELAPORAN:

UAKP BUN TK

UAP BUN TK DJPBN

UAKPA BUN TKPengelola
Belanja/Beban Pensiun, Jaminan
Layanan Kesehatan, Jamkesmen,
Jamkestama, JKK, JKM, Program
THT, PPN RTGS BI, Selisih Harga

Beras Bulog, dan Pelaporan IDP

UAKPA BUN TK
Pengelola Pendapatan dan
Belanja/Beban Dalam
Rangka Pengelolaan Kas

UAKPA BUN TK Pengelola
Utang PFK Pegawai
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Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan lapcoran

keuangan transaksi Utang PFK Pegawai adalah akrual sebagaimana

ditetapkan dalam lampiran IT PP 71/2010 tentang SAP.

1. Akuntansi Transaksi Utang PFK Pegawai

a.

Pengakuan
Utang PFK Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban dari
hasil perhitungan yang dituangkan dalam BAR.

Pengukuran
Utang PFK Pegawai diukur berdasarkan nilai nominal hasil

perhitungan yang tercantum pada BAR.

Jurnal
JURNAL PENGAKUAN UTANG:
Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr

Diterima Dari Entitas Lain KXXX

Utang PFK XXXX

JURNAL PELUNASAN UTANG:
Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr

Utang PFK XXXX

Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX

Penyajian
Transaksi pengakuan utang dan pelunasan utang disajikan pada

Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.
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Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 20X 1
{Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 20X1 20X0
EKUITAS AWAL KXXX KXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO KXKXX KXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN KXXX KKXX
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX
Lain-lain XXX KXKXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) KXXXX XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS KXKX KKKK
EKUITAS AKHIR KKXXKX XKXXX
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Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA

Per 31 Desember 20X1

{Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 31 DESEMBER
20X1 20X0
ASET |
ASET LANCAR
Kas dan Bank c.2
Kas Lainnya dan Setara Kas c.21 30003000 XXX OO X000 XXX
| | Jumlah Kas dan Bank XX XHK XXX KKK XX KHK L KHK KKK
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak c.2.2 SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Piutang Lain-Lain C.2.3 SO0, 300 KX pooBooBood
{Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C.2.4 (zoot. 3. X% (poodoodoe®osd
Piutang)
| [ Jumlah Piutang K. XO0L XL XX po B sodeodeed
Persediaan C.2.5 ho B oo Boed oed o Beodoede e
| | [ Jumlah Aset Lancar poeBoed s ool pooBoodeodeed
ASET TETAP C.2.6
Tanah XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Peralatan dan Mesin XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Gedung dan Bangunan XHKKIKX XKL poo e oot
Jalan. Irigasi. dan Jaringan poo 8 0:0. 8 60,4 XK HHH KKK
Aset Tetap Lainnya p:6:0:80:0. 8604 XK KL XKK
Konstruksi Dalam Pengerjaan XX IO XXX pooBoeh el
| | Jumlah Aset Tetap XKL XK KKK XHX pooBoobeodeed
ASET LAINNYA C.2.7
Aset Tak Berwujud XAK XKL XEK XA KAK KKK
Aset KKKS SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Aset Eks BPPN po;e B oo Bioed YOOL T XKR
Piutang Jangka Panjang XA IO XXX pooBoed el
Aset Lain-lain XK KAK XKL hoo S oo oot
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya XAK XEXXEK po o b oo oot
{Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Cc.2.8 (ot oot 2o o) (zoot. xoot. 300 1)
Lainnya)
| Jumlah Aset Lainnya KAK KEKX XK XHK bo o oo dord ool

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

| T [ [ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan

PO 0.8, 0:0.8.6.0.4

po o B oo el

Utang Jangka Panjang DN Lainnya

pe o008 6.0 4

po e oo eed

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

RO o 6.0 8.0.0 ¢

KA KK XXX

| Jumlah Utang Jangka Panjang DN

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang LN

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

EKUITAS

(ot oot 2o o)

(zoot. xoot. 300 1)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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e. Pengungkapan
Informasi terkait Utang PFK Pegawai diungkapkan secara

memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dokumen Sumber
Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi

dalam transaksi khusus Utang PFK Pegawai antara lain:

BAR;
b. Keputusan Menteri Keuangan;
c. Nota Debit;
d. Nota Kredit;
e. BPN;
f. SSBP;
g. SPM;
h. SpP2D.

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain
terkait yang dapat digunakan dalam preses akuntansi transaksi

khusus Utang PFK Pegawai.

Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan
dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan
keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil
verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan kenfirmasi kepada KPPN
mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.

Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan
Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi

sebagai berikut:

a. UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai dilaksanakan oleh
Unit Eselon 1T pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
menangani Pengelolaan Utang PFK Pegawai.

b. UAP BUN TK Ditjen PBN dilaksanakan oleh Unit Eselon Il pada
Direktorat  Jenderal Perbendaharaan yang  menangani

kesekretariatan.



2015, No.2054

-244-

5.  Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelecla Utang PFK Pegawai menyusun

Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi Utang PFK Pegawai.

Laporan keuangan disusun berupa LPE, Neraca, dan CalLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:
UAKPA BUN TK Utang PFK Pegawai menyampaikan Laporan
Keuangan yang terdiri atas LPE, Neraca, dan Cal.K dilampiri
dengan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK Ditjen
PBN.

Dalam hal terdapat transaksi pada bulan berjalan, maka UAKPA
BUN TK Utang PFK Pegawai menyampaikan laporan keuangan
vang terdiri dari Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK
Ditjen PBN.

Berdasarkan laperan keuangan di atas, UAP BUN TK Ditjen PBN
menyusun laporan konsolidasi.

Laporan konsclidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh
UAP BUN TK Ditjen PBN kepada UAKP BUN Transaksi Khusus
secara semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan
Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian
UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan
konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara
semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung

Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan

yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur

mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan

Keuangan BUN.
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BAB X
AKUNTANSI TRANSAKSI UTANG PFK PAJAK ROKOK

Definisi

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak Rokok untuk
selanjutnya disebut Utang PFK Pajak Rokok adalah selisih lebih/kurang
antara penecrimaan PFK setoran Pajak Rokok dan pembayaran

pengembalian penerimaan setoran PFK Pajak Rokok.

Akuntansi dan Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK
Pengelola Utang PFK Pajak Rokok. UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK
Pajak Rckck bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada
berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK
Pengelola Utang PFK Pajak Rckok kemudian disampaikan kepada UAP
BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok yang dilaksanakan oleh DJPK.
UAP BUN TK hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN
TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur
Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut:

STRUKTUR PELAPORAN:

UAKP BUN TK

|

UAP BUN TK DJPK

UAKPA BUN TK
Pengelola Utang PFK Pajak
Rokok

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan transaksi Utang PFK Pajak Rokck adalah akrual sebagaimana
ditetapkan dalam lampiran IT PP 71/2010 tentang SAP.
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1. Akuntansi Transaksi Utang PFK Pajak Rokok
a. Pengakuan
Utang PFK Pajak Rckck diakui pada saat timbulnya kewajiban
dari hasil perhitungan yang dituangkan dalam BAR.

b. Pengukuran
Utang PFK Pajak Rokeck diukur berdasarkan nilai nominal hasil

perhitungan yang tercantum pada BAR.

C. Jurnal
JURNAL PENGAKUAN UTANG:
Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Utang PFK Pajak Rokok XXXX

JURNAL PELUNASAN UTANG:
Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Utang PFK Pajak Rokok XXXX
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX

d. Penyajian
Transaksi pengakuan utang dan pelunasan utang disajikan pada

Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.
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Contch Fermat Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 20X 1
{Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 20X1 20X0
EKUITAS AWAL KXXX KXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO KXKXX KXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN KXXX KKXX
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX
Lain-lain XXX KXKXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) KXXXX XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS KXKX KKKK
EKUITAS AKHIR KKXXKX XKXXX
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Contch Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA

Per 31 Desember 20X1

{Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 31 DESEMBER
20X1 20X0
ASET |
ASET LANCAR
Kas dan Bank c.2
Kas Lainnya dan Setara Kas c.21 30003000 XXX OO X000 XXX
| | Jumlah Kas dan Bank XX XHK XXX KKK XX KHK L KHK KKK
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak c.2.2 SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Piutang Lain-Lain C.2.3 SO0, 300 KX pooBooBood
{Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C.2.4 (zoot. 3. X% (poodoodoe®osd
Piutang)
| [ Jumlah Piutang K. XO0L XL XX po B sodeodeed
Persediaan C.2.5 ho B oo Boed oed o Beodoede e
| | [ Jumlah Aset Lancar poeBoed s ool pooBoodeodeed
ASET TETAP C.2.6
Tanah XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Peralatan dan Mesin XAK KEL XKLL XXEKAK KKK
Gedung dan Bangunan XHKKIKX XKL poo e oot
Jalan. Irigasi. dan Jaringan poo 8 0:0. 8 60,4 XK HHH KKK
Aset Tetap Lainnya p:6:0:80:0. 8604 XK KL XKK
Konstruksi Dalam Pengerjaan XX IO XXX pooBoeh el
| | Jumlah Aset Tetap XKL XK KKK XHX pooBoobeodeed
ASET LAINNYA C.2.7
Aset Tak Berwujud XAK XKL XEK XA KAK KKK
Aset KKKS SO0 00 XXX 0K 000 XXX
Aset Eks BPPN po;e B oo Bioed YOOL T XKR
Piutang Jangka Panjang XA IO XXX pooBoed el
Aset Lain-lain XK KAK XKL hoo S oo oot
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya XAK XEXXEK po o b oo oot
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Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan
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Utang Jangka Panjang DN Lainnya

pe o008 6.0 4

po e oo eed

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

RO o 6.0 8.0.0 ¢

KA KK XXX

| Jumlah Utang Jangka Panjang DN

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang LN

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

EKUITAS

(ot oot 2o o)

(zoot. xoot. 300 1)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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e. Pengungkapan
Informasi terkait Utang PFK Pajak Rckok diungkapkan

secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dokumen Sumber
Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi

dalam transaksi khusus Utang PFK Pajak Rokok antara lain:

BPN;
b. SSBP;
c. Daftar Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Pajak Rekok;
d. SPM;
e. BAR;
f. SP2D.

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain
terkait yang dapat digunakan dalam preses akuntansi transaksi

khusus Utang PFK Pajak Rokok.

Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan
dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan
keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil
verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan kenfirmasi kepada KPPN
mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.

Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan
Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi
sebagai berikut:

a. UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok dilaksanakan
cleh Unit Eselon Il pada DJPK yang menangani Pengelclaan Utang
Pajak Rokok.

b. UAP BUN TK DJPK dilaksanakan cleh Unit Eselon IT pada DJPK

yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Penyampaian Laporan Keuangan
UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok menyusun
Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi Utang PFK Pajak Rokek.

Laporan keuangan disusun berupa LPE, Neraca, dan CalK.
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Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:
UAKPA BUN TK Utang PFK Pajak Rokck menyvampaikan Laporan
Keuangan vang terdiri atas LPE, Neraca, dan CalK dilampiri
dengan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJPK.
Dalam hal terdapat transaksi pada bulan berjalan, maka UAKPA
BUN TK Utang PFK Pajak Rokok menyampaikan laporan
keuangan yang terdiri dari Neraca secara bulanan kepada UAP
BUN TK DJPK.

Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJPK
menyusun laporan konsolidasi.

Laporan konsclidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh
UAP BUN TK DJPK kepada UAKP BUN Transaksi Khusus secara
semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung
Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Berdasarkan laporan konsclidasi dari UAP BUN TK kemudian
UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan
konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara
semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung

Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan

yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur

mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan

Keuangan BUN.
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BAB XI
CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWARB

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAKP BUN TK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

Pernyataan Tanggung Jawab

Penggabungan Laporan Keuangan ........ selaku UAKP BUN Transaksi Khusus
vang terdiri dari (ij Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, (iii Laporan
Operasional, (iv) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (v) Catatan atas Laporan
Keuangan Tahun Anggaran ...... sebagaimana terlampir adalah merupakan
tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-
masing Pembantu BUN merupakan tanggung jawab UAP BUN TK.
<Paragraph penjelasan — untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan
terkait dalam proses penggabungan laporan keuangan dan dalam penyusunan
laporan keuangan>
Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
intern vang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan
anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Jakarta,

Direktur Jenderal Perbendaharaan,

Selaku Pimpinan dari UAKP BUN TK
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FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAP BUN TK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN .................

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan ......... selaku UAP BUN TK ............... , vang terdiri
dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, (iii) Laporan Operasional, (iv)
Laporan Perubahan Ekuitas, dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun
Anggaran..... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab
kami.

<Paragraph penjelasan — untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan
terkait dalam proses penggabungan laporan keuangan dan dalam
penyusunan laporan keuangan>

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan
anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

Selaku Pimpinan dari UAP BUN TK
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FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAKKPA BUN TK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan ......... selaku UAKKPABUN TK ............... , yang terdiri
dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, (iii Laporan Operasional, (iv)
Laporan Perubahan Ekuitas, dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun
Anggaran..... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab
kami.

<Paragraph penjelasan — untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan
terkait dalam proses penggabungan laporan keuangan dan dalam penyusunan
laporan keuangan>

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
intern yvang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan
anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Selaku Pimpinan dari UAKKPA BUN TK
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FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAKPA BUN TK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
DIREKTUR/KEPALA................

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan ......... selaku UAKPA BUN TK ............... , vang terdiri
dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, (iii) Laporan Operasional, (iv)
Laporan Perubahan Ekuitas, dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun
Anggaran .... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab
kami.

<Paragraph penjelasan — untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan
terkait dalam proses penggabungan laporan keuangan dan dalam penyusunan
laporan keuangan>

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
intern yvang memadai dan isinya telah menyvajikan informasi pelaksanaan
anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan.

Selaku Pimpinan dari UAKPA BUN TK
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BAB XII
PENUTUP

Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus
dalam Peraturan Menteri Keuangan ini sebagai pedoman dalam penyusunan
dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang
ditetapkan dalam Undang-undang Nemor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan moedul ini dimaksudkan sebagai upaya
untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
untuk transaksi yang termasuk dalam ruang lingkup transaksi khusus.

Diharapkan dengan tersusunnya modul ini maka penyusunan laporan
keuangan transaksi khusus oleh seluruh unit akuntansi pengelola transaksi
khusus dapat dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar menghasilkan
Laporan Keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus, Laporan Keuangan
BUN, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang andal. Dengan demikian
maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan menjadi lebih
akurat, informatif, dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P. 5. BRODJONEGORO





